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ABSTRAK 

Judul : Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria Imka>n 
al-Rukyah dari Tahun 1998 – 2017 

Penulis :  Rizalludin 

NIM :  1600028015 

 

NU yang dikenal konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal 

bulan kamariah, dalam prakteknya tidak semua laporan kesaksian rukyat 

diterima. Ada 9 kesaksian rukyat yang dianggap tidak sah dari tahun 

1998-2017, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 

dan 2017. Akibatnya, 9 kesaksian tersebut ditolak oleh PBNU karena 

menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum mencapai kriteria 

Imka>n al-rukyah dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur 

bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat (elongasi). Penelitian 

ini bermaksud untuk memahami lebih dalam mengenai : 1) Alasan 

PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-rukyah sebagai dasar penolakan 

kesaksian rukyat. 2) Implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah 

kriteria Imka>n al-rukyah terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu 

awal bulan kamariah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian 

penelitian kepustakaan/literatur. Sumber data yang digunakan adalah 

buku “Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama” dan “Laporan 

Lajnah Falakiyah kepada PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat 

untuk Idul Fitri 1427 H” sebagai sumber data primer serta buku-buku 

yang membahas persoalan penentuan awal bulan kamariah sebagai 

sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

cara dokumentasi dan wawancara (Interview). Semua data dianalisis 

dengan metode deskriftif-analisis dan pendekatan historis yang terfokus 

pada penolakan PBNU terhadap kesaksian di bawah Imka>n al-Rukyah. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapat Ibn Hajar al-Haitami 

yang menyatakan bahwa syahadat (kesaksian melihat hilal) dapat 

ditolak jika ahli hisāb sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima 

jika para ahli hisāb masih memperselisihkannya sebagai dasar pegangan 

penolakan PBNU. Adapun alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-
rukyah sebagai dasar penolakan adalah; (1) untuk meningkatkan kualitas 
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rukyat dengan didukung oleh Metode hisab tahkiki tadkiki/ashri, 

NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory), rukyat setiap bulan 

kamariah, banyaknya lokasi rukyat ideal; (2) Bersama-sama mengawali 

awal bulan dengan pemerintah; (3) Praktek di lapangan; dan (4) 

Menghindari orang-orang yang berlaku manipulatif. Dan ditemukan 

implikasi dari penolakannya yaitu; (1) meningkatnya kualitas rukyat; (2) 

NU dan Pemerintah cenderung bisa bersama dibandingkan dengan 

terjadinya perbedaan; (3) ikhbar terlambat; (4) berbedanya antara 

PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 1998, 2001 dan 2006; (5) 

menurunnya semangat rukyat; dan (6) tidak berani bersaksi (timbul 

keragu-raguan). Adapun saran penulis demi terciptanya konsistensi 

rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah adalah; Pertama, dengan 

konsistensi NU dalam menerapkan imka>n al-rukyah di masing-masing 

lokasi rukyat, secara tegas NU dapat menolak apabila terdapat kesaksian 

rukyat yang secara perhitungan kontemporer belum memenuhi batas 

minimal imka>n al-rukyah. Tetapi jika pada saat penetapan ternyata 

pemerintah melalui sidang isbat menerima kesaksian tersebut dan 

menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka 

NU taat terhadap keputusan pemerintah demi menghilangkan 

perbedaan; Kedua, pada saat ketinggian hilal di seluruh wilayah 

Indonesia telah mencapai batas minimal imka>n al-rukyah, namun 

faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan 

awal bulan atas dasar istikmal, walaupun pada saat itu pemerintah 

melalui sidang isbat menetapkan berdasarkan hisa>b imka>n al-rukyah. 

Karena pemerintah menetapkan masuknya bulan baru hanya 

berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut 

ketetapan tersebut.  

Kata Kunci: Penolakan Kesaksian Rukyat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penolakan kesaksian rukyat
1
 pertama terjadi pada tahun 

1998 M. Hasil rukyatul hilal dari Jawa Timur dan Cakung ditolak 

karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria Imka>n 

al-rukyah2
 dan dianggap bertentangan dengan hisab muktabar yang 

telah mencapai tingkat mutawatir.
3
 Menteri Agama dan NU sama-

sama menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jum‟at Kliwon, 30 

Januari 1998 M, atas dasar istikmal. Walaupun NU yang dikenal 

                                                             
1
 Kesaksian melihat hilal (rukyatul hilal) merupakan sebuah ijtihad, 

adapun kebenarannya bersifat relatif. Mata manusia bisa saja salah lihat. 

Mungkin yang dikira hilal sebenarnya objek lain. Keyakinan bahwa yang 

dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman 

tentang pengamatan hilal, lihat Thomas djamaluddin, Menggagas Fiqih 

Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya), 

(Bandung:Kaki Langit, cet 1, 2005), 4-5. 
2 Kriteria Imka>n al-rukyah yang dipakai oleh NU adalah kriteria Cisarua 

1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat 

anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria Imka>n al-
rukyah sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah minimal 2° 

dihitung menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan 

minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal 3°. Kriteria tersebut diperbarui 

pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU 

Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria 

imkan arrukyat sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah 

minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer, (2) 

Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3° 
3
 Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang dan Penyatuan Kalender 

Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender 

Hijriyah:Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah, 

(Semarang: Elsa Press, 2012), 137. 



2 

konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah
4
, 

dalam prakteknya tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima 

oleh PBNU, dimana PBNU sebagai pemegang wewenang 

ikbar/inforomasi
5
. Sedangkan dalam pelaksanaannya didelegasikan 

kepada Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatuh Ulama ( LF 

PBNU) yang bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan 

pengembangan iImu falak
6
 

Penolakan kesaksian rukyat kembali terjadi pada tahun 

2006 untuk mengawali 1 Syawal 1427 H. Dalam almanak PBNU 

2006 yang diterbitkan oleh LFNU telah menginformasikan tentang 

data hisab menjelang Idul Fitri 1427 H, data hisab menyatakan, 

bahwa pada tanggal 29 malam 30 Ramadan 1427 H bertepatan 

dengan tanggal 22 Oktober 2006 ketika Matahari terbenam, tinggi 

hilal 0
o
54‟, ini artinya belum memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah 

dan kemungkinan melihat hilal sangat sulit sehingga kebenaran 

hasil rukyat di Gebang Bangkalan Madura diragukan.
7
Penolakan 

PBNU terhadap kesaksian rukyat ini menimbulkan permasalahan 

intern di tubuh NU, yaitu PBNU mengikbarkan 1 Syawal 1427 H 

                                                             
4 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul 

Ulama, (Jakarta: LF PBNU, 2006), V. 
5 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 

1427 H, (Jakarta: LF PBNU 2006), 8. 
6 Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga 

Nahdlatul Ulama, (Jakarta:Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU, 2015), 42-44., 74. 

7
 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 

1427 H, (Jakarta: LF PBNU 2006), 2. 
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jatuh pada hari Selasa, 24 Oktober 2006 atas dasar istikmal dan 

menolak kesaksian rukyat di Bangkalan, sedangkan PWNU Jawa 

Timur mengikbarkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin, 23 

Oktober 2006 atas dasar rukyatul hilal.
8
 

Kasus hampir serupa terjadi pada tahun 2011, tepatnya 

dalam mengawali 1 Syawal 1432 H. Lokasi rukyat di pantai Kartini 

melaporkan berhasil melihat hilal dan disampaikan ke PBNU. 

Tetapi data hisab menyatakan, bahwa ketinggian hilal saat Matahari 

terbenam masih di bawah kriteria Imka>n al-rukyah sehingga 

kesaksian rukyat tersebut ditolak. Namun, kali ini PWNU Jawa 

Timur tidak mengikbarkan tetapi menunggu PBNU melakukan 

sidang isbat dengan pemerintah dan hasilnya PBNU mengikbarkan 

bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011.
9
 

Penolakan kesaksian rukyat kembali terjadi pada tahun 

2017, tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H berdasarkan 

hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah yang 

diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 terdapat 1 pos 

(lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang menyatakan berhasil 

melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah Gedung ponpes Baitul 

Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa 

hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan 

menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin 

                                                             
8
Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah ..., 9. 

9
 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 27 Oktober 2017. Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 

11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo. 
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Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU justru menolak kesaksian 

tersebut dan melakukan istikmal,
10

 sehingga terjadi perbedaan awal 

bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain 

sepakat jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU 

melalui LFNU mengikbarkan jatuh pada hari Jum‟at, 22 September 

2017. 

Penolakan hasil rukyat 1 Muharram 1439 H ini sempat 

menjadi viral. Padahal jika dilihat dari ritual ibadah pada bulan 

tersebut tidaklah sebesar bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. 

Tetapi penolakan ini menjadi perbincangan anggota masyarakat NU 

khususnya dan para pemerhati ilmu falak pada umumnya. 

Alasannya, pertama, pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat (THR) 

beserta organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah, Persis 

sepakat bahwa 1 Muharram 1439 H jatuh pada Kamis, 21 

September 2017 karena menurut data perhitungan menyatakan di 

bagian Barat Indonesia telah memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah.
11

 

Kedua, orang yang berhasil melihat hilal adalah orang yang selama 

ini kesaksiannya selalu diterima oleh PBNU dan dijadikan penentu 

atas dasar rukyat sebagai masuknya bulan baru, kredibilitasnya 

berdasarkan pengalaman rukyat tidak diragukan, tetapi karena di 

lokasi rukyat tersebut posisi hilal belum mencapai kriteria Imka>n 

                                                             
10

 Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU ..., 3-5. 
11

 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 29 September 2017. Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul 

hilal awal Muharram 1439 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 23 September 

2017 M. Pada saat itu, ikbar PBNU telat karena mendiskusikan terkait laporan 

kesaksian rukyat dari Pasuruan Jawa Timur. 
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al-rukyah maka PBNU menolak kesaksian tersebut dan melakukan 

istikmal. 

Jika melacak pada tahun sebelum 1998, sejarah mencatat 

bahwa pada tahun 1992, 1993 dan 1994 secara berturut-turut NU 

lebih dulu mengawali 1 Syawal dibandingkan hasil isbat 

pemerintah. Perbedaan ini terjadi disebabkan berbedanya metode 

yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah. NU 

secara tegas dan murni mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan 

kamariah mutlak didasarkan pada rukyat, sehingga setiap kesaksian 

rukyat pada waktu itu selalu diterima NU tanpa mempertimbangkan 

hisab kontemporer melainkan dibantu dengan hisab taqribi. 

Sedangkan pemerintah berdasarkan hisab dengan kriteria Imka>n al-

rukyah dapat menolak kesaksian rukyat ketika data hisab 

menujukan hilal masih di bawah kriteria.
12

 

Jika melihat dinamika rukyat di atas, yaitu ada yang ditolak 

dan ada pula yang diterima, dapat dipahami bahwa anggota 

masyarakat NU hanya berhak melakukan proses rukyat saja, adapun 

wewenang ikbar dalam menentukan masuknya bulan baru dipegang 

sepenuhnya oleh PBNU. Sebagaimana ditegaskan dalam buku 

“Laporan Lajnah Falakiyah PBNU tentang Penyelenggaraan 

Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H”, Ikbar adalah hak dan wewenang 

PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia 

tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang itsbat 

dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat 

                                                             
12

 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 20 Oktober 2017. 
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dan sidang itsbat. Kedudukan ikbar ada kalanya sejalan dengan dan 

memperkuat itsbat jika itsbat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dipegang oleh NU, dan ada kalanya berbeda dengan 

itsbat, jika yang terjadi sebaliknya.
13

 

Dalam  buku “Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul 

Ulama”, secara tegas NU menyatakan bahwa penentuan awal bulan 

Kamariah (Hijriah) seperti awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 

didasarkan pada sistem rukyat yang bersumber pada al-Qur‟an dan 

As-Sunah. Rukyat atau pengamatan hilal dilaksanakan pada setiap 

tanggal 29 bulan Kamariah di petang hari, meskipun posisi hilal 

masih di bawah ufuk atau belum Imka>n al-rukyah. Apabila berhasil 

melihat hilal, maka malam itu dinyatakan tanggal 1 bulan baru atas 

dasar rukyat; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka tangal 

1 bulan baru dinyatakan pada malam berikutnya atas dasar istikmal, 

yakni menyempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari.
14

 

Dalil yang menjadi landasan NU adalah hadis sahih yang 

diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat dan terkemuka, yaitu: 

حدثني حرملة بن يحي أخبرنا ابن وىب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال 
رضي الله عنهما قال سمعت رسول  حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر

أيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم الله صلى الله عليو و سلم يقول إذا ر 
 15عليكم فاقدروالو )رواه مسلم(

                                                             
13

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah ..., 8. 

14
 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman ..., V. 

15 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisaburi, al-Jami’ 

al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, juz 2, (Beirut:Da>r al-Kitab al-„ilmiyah, 
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Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah 

memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar 

kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata : telah menceritakan 

kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a 

berkata : saya mendengar Rasullullah saw bersabda : apabila 

melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka 

berbukalah (beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan 

terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim)  

 

بن زياد قال سمعت ابا ىريرة رضي الله عنو  حدثنا محمد حدثنا ادم حدثنا شعبة
القاسم صلى الله عليو و  قال ابو :يقول قال النبي صلى الله عليو و سلم او قال

عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين.  16سلم صوموا لرؤيتو وافطروا لرؤيتو فان غبي
()رواه البخاري

17
 

                                                                                                                                        
cet. 1, 1991), 760.  Dalam Shahih Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 32  :  

حدثىا عبد الله به مسلمت عه مالك عه وافع عه عبد الله به عمر رضً الله عىهما أن رسىل الله  

يكم صلى الله عليً و سلم ذكر رمضان فقال لا تصىمىا حتى تروا الهلال ولاتفطرواحتى تروي فإن غم عل

  فاقدروالً )رواي البخاري(.

Dalam Fathul al-Bari dijelaskan secara dhahir kewajiban berpuasa 

adalah dengan melihat hilal dan melarang melakukan puasa sebelum melihat 

hilal. Adapun pada saat mendung, jumhur ulama menafsirkan untuk 

menggenapkan bilangan 30 atas dasar adanya hadis lain dengan redaksi  فأكملىا

 Lihat Ahmad bin „Ali bin Hajar, Fathul al-Bari Syarah Shahih . العدة ثلاثيه

Bukhari, juz 5, (Beirut:Da>r Tayyibah, 2005), 241. 
 اي خفً عليكم الهلال 16

Hilal tersembunyi pada kalian. Dalam Fathul al-Bari dijelaskan, kata ًغب 

diambil dari kata الغباوة yaitu merupakan kata metafora untuk tersembunyinya 

hilal. Menurut Ibnu al-„Arabi kata tersebut merupakan makna bahwa hilal tidak 

dapat dilihat oleh mata karena hilangnya pandangan untuk menyaksiakannya. 

Lihat Ahmad bin „Ali bin Hajar, Fathul al-Bari Syarah Shahih Bukhari, juz 5, 

(Beirut:Da>r Tayyibah, 2005), 245. Perbedaan redaksi hadis  غم (ghumma) dan  

 yang diartikan sama-sama hilal tidak dapat dilihat karena (ghubiya) غبً

terhalangnya pandangan adalah gambaran keadaaan ufuk pada saat itu, dimana 

kata غم (ghumma) dimaksudkan sebagai terhalang oleh awan mendung atau 

keadaan cuaca, sedangkan ًغب (ghubiya) dimaksudkan terhalang oleh hutan, 
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Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 

kami Syu‟bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Ziyad berkata, aku mendengar Abu hurairah ra. berkata;  Nabi saw 

bersabda, atau katanya Abu al-Qasim saw telah bersabda: 

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah 

dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka 

sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syakban menjadi tiga 

puluh. (HR. Bukhari) 

 
Hadis di atas secara umum berbicara mengenai kewajiban 

memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan 

ini ulama bersepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan 

dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 

Syakban. Selanjutnya mengenai keadaan hilal tertutup awan (tidak 

berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan 

perintah “faqdurū lahu”. Imam Ahmad Ibn Hambal mengartikan 

“persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan 

pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah 

mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi 

benda langit (qaddirū bi hisāb al-manāzil), sedangkan Imam Malik, 

Imam Syafi‟i, Imam Abu Hanifah mengartikan dengan “kira-

kirakanlah hitungan sempurna 30 hari”.
18

 

                                                                                                                                        
belantara, bukit atau gunung-gunung, wawancara dengan A. Fatah Idris di 

kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018. 
17 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 2, (Mesir:al-

Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 33. 
18

 Abi Zakariya an-Nawawi, al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj,, 

(Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.), 681. Syamsul Anwar menegaskan 

bahwa perintah untuk melaksanakan rukyat dari hadis-hadis Nabi saw hanya 

bulan Ramadan dan Syawal tidak termasuk bulan Zulhijah apalagi bulan 

lainnya. Lihat Syamsul Anwar, Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i 
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Dinamika penolakan dan penerimaan rukyat tersebut 

merupakan buah dari berkembangnya metode penentuan awal bulan 

kamariah NU. Mula-mulanya, tepatnya sebelum tahun 1998, NU 

menggunakan metode rukyat murni dengan asas ta’abudi dan 

dibantu dengan hisab taqribi, sehingga NU selalu menerima 

kesaksian rukyat. Sedangkan setelah tahun 1998 kesaksian rukyat 

yang diterima hanya ketika menurut hisab kontemporer telah 

memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah, NU menggunakan asas 

ta’abudi berupa rukyatul hilal dan asas ta’aquli berupa hisab 

dengan pendekatan Imka>n al-rukyah. Hal inilah yang menjadi 

dinamika penerimaan rukyat NU, jadi apabila di suatu pos (lokasi 

rukyat) menurut hasil data hisab kontemporer belum mencapai 

kriteria Imka>n al-rukyah, yaitu tinggi hilal 2 derajat, maka 

kesaksian dari tempat tersebut akan ditolak oleh PBNU walaupun di 

lokasi rukyat lain hilal telah berada pada ketinggian 2 derajat.
19

 Hal 

ini wajar terjadi karena ditunjang dengan terus berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membuat NU terus 

selalu berusaha menambah kualitas dalam penentuan awal bulan 

                                                                                                                                        
tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah), (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, cet 1, 2009), 5. Sedangkan NU menetapkan bahwa penentuan 

awal bulan kamariah selain Ramadan dan Syawal adalah tetap berdasarkan 

rukyat berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan lain pada hadis nabi 

tentang rukyat dan adat kebiasaan masyarakat arab, selengkapnya lihat 

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 

Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementrian Agama RI, 2010), 34; lihat juga Lajnah Falakiyah PBNU, 

Pedoman Rukyat..., 43. 
19

 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 20 Oktober 2017. 
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kamariah dengan menyajikan perhitungan yang kontemporer dan 

akurat serta tetap berdasarkan dalil syar‟i. 

Harus diakui bahwa persoalan penentuan awal bulan 

kamariah merupakan persoalan fikih atau ijtihadi. Fenomena 

semacam ini adalah wajar, karena persoalan hisāb rukyat 

merupakan hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap 

nas-nas (al-Quran dan hadis) yang dihadapkan pada perilaku 

manusia, sehingga ia merupakan fikih yang kebenarannya relatif 

dan merupakan hasil dari sebuah budaya.
20

Salah satu contohnya 

seperti yang diyakini NU bahwa penentuan awal bulan kamariah 

adalah rukyat dan tidak sah menentukan dengan hisab, adapun 

hisab sebatas pembantu untuk terlaksananya rukyat yang kondusif 

dan terarah. 

Penerimaan hasil rukyat pada tahun 1992,1993, 1994 oleh 

NU disebabkan karena belum mengadopsi kriteria imkan sebagai 

syarat minimal diterimanya rukyat, sehingga pada waktu itu 

siapapun yang bersaksi melihat hilal dan disumpah, maka NU akan 

menerimanya kemudian menetapkan keesokan harinya adalah bulan 

baru. Sedangkan penolakan hasil rukyat pada tahun 1998, 2006, 

2011 dan 2017 adalah buah dari berkembangnya metode NU 

dengan mengadopsi kriteria Imka>n al-rukyah. Tujuan utamanya 

adalah agar tercipta keharmonisan dan kesatuan antara NU dan 

Pemerintah dalam mengawali bulan kamariah. Terbukti berhasil 

                                                             
20

 Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat : Menyatukan NU & 

Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, 

(Jakarta : Erlangga, 2007), 62. 
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menghilangkan perbedaan pada tahun 1998, 2006 dan 2011, NU 

melalui ikbar dan Pemerintah melalui sidang itsbat bersama-sama 

mengawali bulan baru, walaupun pada tahun 2006 terdapat masalah 

intern di dalam tubuh NU berbedanya antara PBNU dengan 

PWNU. Akan tetapi pengadopsian Imka>n al-rukyah oleh NU suatu 

saat akan mengalami perbedaan dengan pemerintah, seperti pada 

tahun 2017 dalam mengawali 1 Muharram 1439 H, penyebabnya 

adalah metode Imka>n al-rukyah pemerintah menerapkan konsep 

wilayatul hukmi, artinya apabila di suatu tempat rukyat Indonesia 

menurut perhitungan telah mencapai Imka>n al-rukyah, maka 

keesokan harinya sudah masuk bulan baru, sedangkan NU 

mengadopsi Imka>n al-rukyah bersifat lokal, artinya kriteria tersebut 

sebagai syarat minimal diterima rukyat hanya pada lokasi rukyat 

yang bersangkutan, sehingga jika di daerah Barat sudah Imka>n al-

rukyah, tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi 

Imka>n al-rukyah kesaksian akan ditolak. 

Penolakan kesaksian rukyat oleh PBNU ini menjadi hal 

yang menarik untuk dikaji. Mengingat NU adalah organisasi yang 

konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah. 

Kajian yang perlu dibahas adalah terkait argumen-argumen 

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pemegang kewenangan ikbar dalam 

permasalahan penetapan awal bulan kamariah. Argumen tersebut 

meliputi alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-rukyah sebagai 

syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, baik secara fikih 

maupun astronomi, serta tanggapan terkait wacana akan menaikan 

kriteria Imka>n al-rukyah dari ketinggian 2 derajat menjadi 3 derajat, 
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apakah menaiknya kriteria tersebut diikuti oleh NU dan menjadi 

syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat 

atau justru tetap dengan syarat ketinggian 2 derajat. Kemudian akan 

ditemukan implikasi-implikasi yang terjadi dari penolakan 

kesaksian rukyat yang secara perhitungan hilal sudah berada di atas 

ufuk, namun belum mencapai kriteria Imka>n al-rukyah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka 

dapat dikemukakan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah 

yang akan dikaji sebagai berikut: 

1. Mengapa PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-rukyah sebagai 

dasar penolakan kesaksian rukyat ? 

2. Bagaimana implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah 

kriteria Imka>n al-rukyah terhadap konsistensi rukyat sebagai 

penentu awal bulan kamariah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat. 

2. Untuk mengetahui implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di 

bawah kriteria Imka>n al-rukyah terhadap konsistensi rukyat 

sebagai penentu awal bulan kamariah. 

D. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi yang 

besar dalam berbagai aspek diantaranya: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah  

pemikiran hisab rukyah di Indonesia khususnya dalam 

penentuan awal bulan kamariyah dari kalangan Nahdlatul Ulama 

(NU). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, 

informasi dan kontribusi ilmiah bagi para akademisi. Disamping 

itu, hasil penelitian dalam tesis ini dapat menginspirasi peneliti 

lain khususnya di kalangan akademisi untuk mengembangkan 

penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Dari hasil 

penelitian ini, diharapkan akan memberikan pencapaian yang 

cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

di bidang Ilmu Falak. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

secara komprehensif bagi akademisi maupun masyarakat umum 

terkait terjadinya penolakan kesaksian rukyat oleh PBNU, 

sehingga dipahami metode penentuan awal bulan kamariah 

perspektif Nahdlatul Ulama (NU). Mengingat NU adalah 

organisasi yang konsisten dan berpegang teguh dengan rukyat 

sebagai penentu awal bulan kamariah. 

E. Tinjauan Pustaka 

Telah banyak penelitian tentang hisab rukyah di Indonesia 

khususnya penentuan awal bulan kamariah, namun sejauh 

penelusuran penulis secara garis besar dalam keilmuan falak belum 

ditemukan adanya penelitian ataupun tulisan yang secara mendetail 

membahas tentang alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat serta implikasi-

implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian rukyat yang secara 
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perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk, namun belum mencapai 

kriteria Imka>n al-rukyah. Namun, ada beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: 

Disertasi Susiknan Azhari yang berjudul “Kalender Islam : 

Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU”. Penelitian ini mengurai 

secara luas bagaimana relasi Muhammadiyah dan NU dalam 

pemikiran kalender Hijriah di Indonesia. Dalam penelitiannya ini 

Susiknan menemukan adanya empat model hubungan 

Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan hisāb dan rukyat, 

yaitu model konflik, independensi, dialog, dan integrasi. 

Selanjutnya juga ditemukan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi hubungan tersebut. Pertama sosio-politik. Kedua 

pemahaman dan doktrin keagamaan. Ketiga sikap terhadap ilmu 

pengetahuan.
21

 

Penelitian lain yang mirip dengan penelitian ini adalah 

penelitian Ahmad Izzuddin berjudul “Fiqih Hisab Rukyah 

(Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal 

Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)”. Dalam penelitian ini, Ahmad 

Izzuddin membuat simbolisasi mazhab di Indonesia. Simbolisasi 

tersebut adalah NU sebagai mazhab rukyat dan Muhammadiyah 

sebagai mazhab hisab. Kemudian Ahmad Izzuddin berusaha 

menengahi dua mazhab besar tersebut, melalui gagasan mazhab 

                                                             
21 Susiknan Azhari, Kalender Islam : Ke Arah Integrasi 

Muhammadiyah-NU, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, 263-268. 

Dimuat juga dalam jurnal al-Jamiah, selengkapnya Susiknan Azhari, 

“Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” Al-Jamiah: 

Journal of Islamic Studies Vol 44, No 2 (2006), 453-486. 
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negara dengan pendekatan imkān ar-rukyat kontemporer. Adapun 

tawaran yang disampaikan Ahmad Izzuddin dalam menerapkan 

kriteria imkan rukyat adalah sebagai berikut: 

1. Jika menurut data hisab imkan rukyat sudah dinyatakan 

mungkin untuk dirukyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat 

dirukyat dan hal ini bukan disebabkan mendung atau 

gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah hisab.  

2. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tapi praktik 

di lapangan tidak dapat dirukyat karena mendung atau 

gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah istikmal.  

3. Jika dinyatakan tidak mungkin untuk dirukyat, maka dasar 

yang dipakai adalah prinsip rukyat yakni disempurnakan tiga 

puluh hari (istikmal).
22

  

Kemudian terdapat makalah nasional yang disampaikan 

dalam Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa oleh Binta 

Yunita, Judhistira Aria Utama dan Waslaluddin dengan judul 

“Model Visibilitas Kastner dalam Kasus Hilal Rekor Dunia dengan 

Menyertakan Faktor Akuitas Mata Pengamat”. Dalam makalah 

tersebut, dijelaskan terdapat kasus tersingkat hilal dapat terlihat 

yaitu 29 menit lag time hasil pengamatan Ashdod dengan mata 

telanjang. Hal ini dapat terjadi bahwa pengamat yang terlibat 

memiliki kemampuan penglihatan di atas rata-rata (mata pengamat 

yang lebih sensitif dan lebih tajam untuk mendeteksi cahaya hilal), 

pengamat yang sudah berpengalaman dalam pengamatan hilal dan 

                                                             
22 Ahmad Izzuddin, Fiqih ..., hlm. 160. 
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didukung dengan kondisi atmosfer setempat yang sangat 

mendukung. Banyak kasus dalam pengamatan objek langit 

khususnya hilal ditemui pengamat yang memiliki kemampuan 

khusus seperti resolusi mata yang tinggi (diameter pupil lebih besar 

dibanding diameter rata-rata kebanyakan orang), orang dengan 

warna mata yang lebih terang (yaitu, biru dan hijau) lebih sensitif 

terhadap warna halus dan detail dibandingkan orang-orang dengan 

mata gelap.
23

 

Selanjutnya, ditemukan juga Jurnal Hukum Islam (JHI) 

yang ditulis oleh Shofiyullah Mukhlas dengan judul “Hisab Falak 

dan Rukyat Hilal Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta‟abbud”. 

Mukhlas menjelaskan bahwa hal yang paling ideal dalam 

menentukan awal bulan adalah menggunakan hisab dan rukyat 

secara bersamaan. Hisab sebagai petunjuk tehnis dan rukyat sebagai 

pelaksananya. Dengan metode ini, maka akan ditemukan 12 

kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:
24

 

 

 

 

 

                                                             
23 Binta Yunita, dkk, “Model Visibilitas Kastner dalam Kasus Hilal 

Rekor Dunia dengan Menyertakan Faktor Akuitas Mata Pengamat”, (Makalah 

Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa, Bandung:Pusat Sains Antariksa 

LAPAN, 22 November 2016), 63. 
24

 Shofiyullah Mukhlas, “Hisab Falak dan Rukyat Hilal Antara Misi 

Ilmiah dan Seruan Ta‟abbud”, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 17, Nomor 1, 

Juni 2009, hlm. 10-11. 
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Tabel 1 

Kriteria Bulan 

No. 
Hasil 

Hisab 
Cuaca Hasil Rukyat Hukum 

1 
Di bawah 

ufuk 

Cerah 

Berhasil dirukyat 1) Dipertanyakan 

Belum berhasil 

dirukyat 
2) Diterima 

Mendung 

Berhasil dirukyat 3) Tidak diterima 

Belum berhasil 

dirukyat 
4) Diterima 

2 

  

Cerah 

Berhasil dirukyat 1) Dipilah 

Di atas 

ufuk 

namun 

Belum berhasil 

dirukyat 2) Diterima 

belum 

mungkin 

dilihat Mendung 

Berhasil dirukyat 

3) Tidak diterima 

  
Belum berhasil 

dirukyat 
4) Diterima 

3 

 

Cerah 

Berhasil dirukyat 1) Diterima 

Di atas 

ufuk dan 

sudah 

Belum berhasil 

dirukyat 2) Ikhtilaf 

mungkin 

dilihat 
Mendung 

Berhasil dirukyat 
3) Tidak diterima 

  
Belum berhasil 

dirukyat 
4) Diterima 

 

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada substansi yang 

sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis hanya 

menemukan Jurnal Hukum Islam (JHI) Shofiyullah Mukhlas yang 

berkaitan dengan metode penentuan awal bulan kamariah yang 

ideal menggunakan hisab dan rukyat, dimana hisab sebagai 

petunjuk tehnis dan rukyat sebagai pelaksananya, hal ini senada 

dengan metode NU yaitu hisab sebagai pembantu sedangkan rukyat 

sebagai penentu. Perbedaan penelitian yang penulis susun dengan 

jurnal tersebut adalah jika Shofiyullah Mukhlas menjelaskan ada 12 
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kemungkinan yang bisa terjadi, tepatnya pada kasus ketika menurut 

hisab hilal di atas ufuk namun belum mungkin dilihat, sedangkan 

keadaan cuaca cerah dan terdapat laporan berhasil dirukyat, maka 

hukum yang dihasilkan adalah dipilah antara diterima dan ditolak, 

maka penulis meneliti tentang penolakan laporan kesaksian rukyat 

oleh PBNU pada saat hilal sudah di atas ufuk namun belum 

mencapai kriteria Imka>n al-rukyah. Di dalamnya dibahas terkait 

alasan PBNU mensyaratkan kriteria Imka>n al-rukyah sebagai batas 

minimal diterimanya rukyat serta implikasi yang terjadi dari 

penolakan tersbut terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal 

bulan kamariah. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa 

metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian termasuk dalam katagori penelitian 

kepustakaan/literatur, yang bersifat penelitian kualitatif
25

. 

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin 

memahami lebih dalam mengenai : 1) Alasan PBNU menjadikan 

kriteria Imka>n al-rukyah sebagai dasar penolakan kesaksian 

                                                             
25

 Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. 

Selengkapnya lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R 

& D, (Bandung : Alfabet, 2011), 9. 
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rukyat. 2) Implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah 

kriteria Imka>n al-rukyah terhadap konsistensi rukyat sebagai 

penentu awal bulan kamariah. 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan historis, digunakan untuk mengkaji kesaksian-

kesaksian rukyat yang ditolak oleh PBNU dari tahun 1998 - 

2017 sehingga dapat diketahui alasan dan implikasi yang terjadi 

dari penolakan kesaksian hasil rukyat. 

2. Sumber Data 

Sumber datanya terdiri dari sumber data primer
26

 dan 

sumber data sekunder
27

. Sumber data primer berupa buku 

“Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama” yang disusun 

oleh Lajnah Falakiyah PBNU (2006) dan “Laporan Lajnah 

Falakiyah kepada PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat 

untuk Idul Fitri 1427 H” oleh LFPBNU (2006), sedangkan 

untuk data-data sekundernya berupa buku-buku atau karya lain 

dalam bentuk makalah atau artikel dari tokoh-tokoh NU dan ahli 

dalam bidang Ilmu Falak yang berbicara langsung atau tidak 

langsung tentang persoalan penentuan awal bulan kamariah, di 

antaranya adalah “Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif 

NU oleh A. Ghazalie Masroeri, “Hasil Muktamar NU ke 27 

                                                             
26

 Sugioyono, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 308. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.   
27

Sugioyono, Metode Penelitian Kombinasi..., 308. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.   
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Situbondo” oleh PBNU (1985), “Kumpulan Materi Pendidikan 

dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama” 

oleh LFNU (2006). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dokumentasi
28

 dan wawancara
29

 adalah Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dokumentasi dilakukan untuk menelaah data-data tertulis, baik 

yang primer atau pun sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini 

merupakan penelitian yang berbentuk kepustakaan (library 

research). Sedangkan  wawancara dilakukan untuk menggali 

lebih dalam terkait alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, 

baik secara fikih maupun astronomi, serta tanggapan terkait 

wacana akan menaikan kriteria Imka>n al-rukyah dari ketinggian 

2 derajat menjadi 3 derajat, apakah menaiknya kriteria tersebut 

diikuti oleh PBNU dan menjadi syarat minimal diterimanya 

kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat atau justru tetap dengan 

syarat ketinggian 2 derajat. Adapun informan dalam wawancara 

ini adalah A. Ghozali Masroeri selaku ketua LFPBNU, Sirril 

                                                             
28

 Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Selengkapnya 

lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274. 
29

 Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan interaksi 

bahasa yang berlangsung antara dua orang untuk meminta informasi yang 

bekaitan dengan hal yang diteliti. Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: 

Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 50.   
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Wafa selaku wakil ketua LFPBNU, Nahari Muslih selaku 

sekretaris LFPBNU, Slamet Hambali selaku ketua LF PWNU 

Jawa Tengah, Syaiful Mujab, M. Labib  dan Ust. Inwanuddin 

selaku orang yang bersaksi melihat hilal. 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh oleh penulis dari dokumentasi dan 

hasil wawancara, kemudian akan dianalisis menggunakan 

metode deskriptif-analitis
30

. Dalam hal ini, akan digali 

mendalam terkait argumen-argumen Pengurus Besar Nahdhatul 

Ulama (PBNU) sebagai pemegang kewenangan ikbar dalam 

permasalahan penetapan awal bulan kamariah. Argumen 

tersebut meliputi alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, 

baik secara fikih maupun astronomi, serta tanggapan terkait 

wacana akan menaikan kriteria Imka>n al-rukyah dari ketinggian 

2 derajat menjadi 3 derajat, apakah menaiknya kriteria tersebut 

diikuti oleh PBNU dan menjadi syarat minimal diterimanya 

kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat atau justru tetap dengan 

syarat ketinggian 2 derajat. Kemudian akan ditemukan 

implikasi-implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian rukyat 

                                                             
30

 Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir, sebagaimana dikutip oleh 

Andi Prastowo, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Selengkapnya lihat Andi Prastowo, 

Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 

202. 
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yang secara perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk namun 

belum mencapai kriteria Imka>n al-rukyah. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima 

(5) bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri atas 

beberapa subbab yang menjadi bahasan penjelas. Berikut 

sistematika penulisan selengkapnya: 

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini memuat tentang 

latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan 

masalah), tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua gambaran umum seputar awal bulan kamariah, 

dasar penentuan awal bulan kamariah, macam-macam metode 

penentuan awal bulan  amariah.. 

Bab ketiga membahas sekilas tentang Nahdlatu Ulama 

(NU) , Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Lembaga 

Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU) serta metode 

penentuan awal bulan kamariah NU dan penolakan-penolakan 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian di bawah 

Imka>n al-rukyah. 

Bab keempat menjawab rumusan masalah, yakni alasan 

Imka>n al-rukyah dijadikan dasar penolakan kesaksian rukyat 

dan Bagaimana implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah 

kriteria imkan ar rukyat terhadap konsistensi rukyat sebagai 

penentu awal bulan kamariah.  
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Bab kelima adalah bab terakhir. Bab ini memuat 

kesimpulan, saran-saran, dan penutup. 
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BAB II 

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH 

 

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah   

Bulan Kamariah dalam ilmu falak merupakan pembahasan 

menghitung waktu terjadinya ijtima‟ (konjungsi), yakni posisi 

Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi, serta 

menghitung posisi bulan ketika Matahari terbenam pada hari 

terjadinya konjungsi.
1
 Dari perhitungan tersebut, terbentuklah 

sistem pengorganisasian satuan waktu untuk penandaan dan 

perhitungan waktu dalam jangka panjang yang disebut kalender
2
. 

Peradaban manusia sangat terkait dengan kalender karena penting 

sebagai penanda berbagai kegiatan manusia.
3
 

                                                             
1
 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: 

Buana Pustaka,tt., 5. 

2
 Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern calendar. Dalam 

Dictionary of The English Language, sebagaimana dikutip oleh Nashiruddin 

dalam disertasinya, istilah calendar berasal dari bahasa Inggris pertengahan, 

yang asalnya dari bahasa Prancis calendier, yang berasal dari bahasa Latin 

kalendarium yang berarti “catatan pembukuan utang” atau “buku catatan bunga 

pinjaman”. Kata kalendarium dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata 

kalendae yang berarti hari pertama dari setiap bulan. Lihat Muh. Nashiruddin, 

Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia, 

(Semarang : EL-WAFA, 2013), 23. Kamus Besar Bahasa Indoensia yang 

diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan kalender 

sebagai makna yang sama dengan daftar hari dan bulan dalam setahun, 

penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh, lihat Meity Taqdir Qodratillah, et 

al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), 664. 
3
 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008, 115. 



25 

Mengingat betapa pentingnya kalender dalam kehidupan 

manusia, maka tidak heran jika terdapat banyak macam kalender 

yang mempunyai aturan siklus sendiri sebagaimana disebutkan 

dalam buku Calendrical Calculation, ada lebih dari tiga puluh 

macam kalender yang masih dipakai di seluruh dunia saat ini.
4
 

Namun, pada dasarnya sistem-sistem kalender tersebut jika dilihat 

dari perspektif konsep dan paradigmanya, dibagi menjadi tiga (3) 

jenis sistem kalender, yaitu:
5
 

1. Kalender Sistem Matahari (Solar System)  

Dikenal dengan istilah kalender Samsiyah
6
, yaitu sistem 

penanggalan yang menggunakan perjalanan bumi ketika 

berevolusi atau mengorbit Matahari. Dalam sekali putar, waktu 

yang diperlukan oleh Bumi selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 

detik. Di antara kalender yang memakai sistem ini adalah 

Almanak Mesir Kuno, Almanak Romawi Kuno, Almanak Maya, 

Almanak Julian, Almanak Gregorius, dan Almanak Jepang.
7
 

 

 

                                                             
4
 Nachum Dershowitz & Edward M. Reingold, Calendrical Calculation, 

(New York: Cambridge University Press, 2008), 1 
5
 Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem 

Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa, Semarang: Penerbit Program 

Pascasarjana IAIN  Walisongo, 2011, h. 3. 
6 Disebut juga dengan kalender masehi atau kalender miladiyah, 

Susiknan Azhari mendefinisikan sebagai sistem perhitungan waktu yang 

berdasarkan pada pegerakan relatif Bumi terhadap Matahari. Lihat Susiknan 

Azhari, Ensiklopedia ..., 121. 
7 Slamet Hambali, Almanak ..., 3-13. 
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2. Kalender Sistem Bulan (Lunar System)  

Dikenal dengan kalender kamariah, yaitu penanggalan 

yang menggunakan sistem perjalanan Bulan ketika mengorbit 

Bumi (berevolusi terhadap Bumi). Dalam sekali putaran 

lingkaran penuh atau 360 drajat, waktu yang dibutuhkan Bulan 

untuk mengelilingi Bumi selama 27
h

 7
j 

43
m 

11
d

 periode yang 

demikian itu dinamakan satu Bulan Sideris
8
. Namun, periode 

tersebut tidak digunakan untuk penentuan awal bulan karena 

Bulan sudah tertinggal dari Matahari sehingga Bulan harus 

menambah waktu untuk mengejar ketinggalan tersebut menjadi 

29
h

 12
j 
44

m
 3

d
 yang disebut Bulan Sinodis.

9
 Kalender ini murni 

menggunakan lunar disebabkan karena mengikuti fase Bulan. Di 

antara sistem kalender yang memakai lunar system adalah 

Almanak Hijriyah, Almanak Saka, dan Almanak Jawa Islam.
10

 

3. Kalender Sistem Bulan-Matahari (Lunar-Solar System).  

Kalender ini menggunakan Bulan-Matahari, artinya 

perjalanan sistem Bulan dan Matahari di kalender pertama 

memang berdasarkan atas peredaran Bulan. Namun ini memang 

tidak akurat dengan peredaran Bumi mengeilingi Matahari. 

Kemudian Matahari dijadikan dasar untuk waktu penanggalan
11

 

                                                             
8 Slamet Hambali, Almanak ..., 53. 
9 Slamet Hambali, Almanak ..., 53.. 
10 Slamet Hambali, Almanak ..., 13-18. 
11

 Dalam setiap beberapa tahun dilakukan penambahan satu bulan atau 

beberapa hari untuk menyesuaikan dengan musim. Lihat Susiknan Azhari, 

Ensiklopedi ..., 119. 
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(solar). Di antara almanak yang masuk dalam jenis ini adaah 

Almanak Babilonia, Almanak Yahudi, dan Almanak Cina.
12

 

Fokus bahasan dalam tulisan ini adalah kalender sistem 

Bulan (lunar system) tepatnya yaitu kalender kamariah atau 

kalender hijriah. Pada awalnya, kalender kamariah ini digunakan 

oleh Umar ibn al-khatab dalam pemerintahannya setelah 2,5 tahun 

berkuasa. Ia melihat persoalan pada dokumen yang ia terima dari 

gubernurnya yang terjadi pada bulan Sya‟ban.
13

 Perhitungan tahun 

kalender Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari 

Makkah menuju Madinah dengan nama bulan yang telah disepakati 

oleh Masyarakat Arab. Nama-nama bulan yag disepakati satu tahun 

selama 12 bulan adalah Muharram, Shafar, Rabi‟ul Awwal, Rabi‟ul 

Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya‟ban, Ramadan, 

Syawwal, Zulqa’dah, dan Zulhijah.
14

 

Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah ada yang 

berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. 

Penetapan ini kalau berdasarkan hisab, sebab irtifa’ hilal pada hari 

Rabu 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 

derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah 

jatuh pada hari Jumat 16 Juli 622 M. Ini didasarkan pada rukyat, 

karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharram 1 

                                                             
12 Slamet Hambali, Almanak ..., 18-26. 
13 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak ..., 112. 
14 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak ..., 112. 
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Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satu pun 

didapati laporan rukyatul hilal.
15

 

Sistem yang digunakan dalam kalender ini berdasarkan 

peredaran Bulan mengelilingi Bumi yang lamanya 29
h

 12
j
 44

m
 3

d  

yang kemudian dibulatkan menjadi 29
h
 12

j 
maka dalam satu tahun 

umur bulan berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari. Untuk sisa 

perbulan sebesar 44
m

 3
d
, maka dalam jangka waktu selama satu 

tahun akan berjumlah sebesar 8
j
 48

m
 36

d
, dengan demikian jumlah 

hari dalam satu tahun selama 354
h
 8

j
 48

m
 36

d
. Apabila dijumlah 

dalam kurun waktu selama 30 tahun akan berjumlah 10631
h

 00
j
 18

m
 

00
d
. Total hari tersebut apabila dibagi dengan 354 hari, maka akan 

ada sisa 11 hari yang menjadi tahun kabisat. Sisa 11 hari itu 

dimasukkan dalam bilangan tahun sepanjang 30 tahun berselang-

selang yang ditetapkan sebagai tahun panjang (kabisat).
16

 

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah 

1. Dasar hukum al-Qur‟an 

a. Q.S. at-Taubah/9 :36  

                  

                   

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas 

bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia 

                                                             
15 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak ..., 112. 
16 Slamet Hambali, Almanak ..., 64-65. Tahun-tahun kabisat jatuh pada 

urutan  ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29 lihat Slamet Hambali, Almanak 

..., 63. 
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menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan 

haram ...”.
17

 

 
Dalam ayat ini Allah swt. menegaskan bahwa 

sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau 

dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah swt. yaitu 

menurut perhitungan dan ketetapan-Nya sebanyak 12 (dua 

belas) bulan tidak lebih dan tidak kurang, tidak juga dapat 

diputarbalikkan tempatnya. Bilangan itu berada dalam 

ketetapan Allah swt. sejak dahulu di waktu Allah swt. 

pertama kali menciptakan Langit dan Bumi yang atas 

keberadaannya waktu pun tercipta.
18

 Di antara 12 (duabelas) 

bulan itu terdapat empat bulan haram yang diharamkan 

berperang, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan 

Rajab.
19

 

b. Q.S. Yunus/10 : 5 

                

               

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan 

bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat 

                                                             
17 Kemenag RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 4, Jakarta : PT.Sinergi 

Pustaka Indonesia. 2012, 110. 
18 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian 

al-Qur’an, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, juz 5, 585-586. 
19

 Abul Fida‟ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim, 

(Mesir:Da>r Thayibah, 1999, juz 4), 144. 
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orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan (waktu) ...”.
20

 

 

Kata “ الضوء” dan “ النور” dari segi penggunaannya 

berdasarkan dalil ini memiliki arti berbeda. Kata “الضوء” 

digunakan untuk benda yang memiliki cahaya yang berasal 

dari benda tersebut semisal Marahari dan Api, sedangkan kata 

 digunakan untuk benda yang memiliki cahaya yang ”النور“

berasal dari benda lain sebagaimana Bulan yang bercahaya 

karena terkena sinar Matahari.
21

  

Selanjutnya, kalimat “وقدره منازل“ (dan ditetapkan-Nya 

manzilah-manzilah bagi perjalanan Bulan itu), yakni ditetapkan 

rotasi (jalur peredarannya) pada tempat-tempat tertentu, atau 

ditetapkan memiliki tempat-tempat tersendiri. Dhamir pada kalimat 

tersebut kembali kepada Bulan. Pada permulaannya tampak kecil di 

awal tempatnya, kemudian tampak membesar sedikit demi sedikit 

hingga akhirnya tampak sempurna. Di akhir tempat edarannya 

Bulan akan tampak tipis dan berbentuk busur (sabit), kemudian 

tidak tampak selama dua malam jika hitungan bulannya genap, atau 

selama satu malam jika hitungan bulannya kurang.
22 Ketetapan 

manzilah-manzilah ini memiliki maksud dan hikmah tertentu, yaitu 

agar manusia pada umumnya dan umat muslim secara khusus bisa 

                                                             
20 Kemenag RI, Al-Qur’an..., jili 4, 257. 
21 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsīr al-Marāgī, juz 11, (Kairo: Musthofa 

Al-Babi Al-Halabi, 1946), 66-67. 

22
 Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Fathul al-

Qadir, (Beirut:Da>rul Ma‟rifah, 2007), 611-612. 
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mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu untuk keperluan 

pelaksanaan ibadah maupun kebutuhan administrasi. Dipilihnya 

Bulan sebagai acuan waktu juga dikarenakan pengamatannya yang 

mudah, berbeda dengan pengamatan terhadap Matahari yang 

bentuknya relatif sama setiap harinya.
23

 

c. Q.S. Al-Baqarah/2 :185 

  ٍ ٍِدَ نِيكُمُ ٱلشَّ   ... ًُ  يَصُه  فَل   رَ فَهَو شَ
Barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka 

berpuasalah.....
24

 

 

Kemenag mentafsirkan ayat tersebut sebagai kewajiban 

berpuasa bagi setiap orang yang melihat hilal awal bulan Ramadan, 

atau mengetahui dari orang lain yang melihatnya yang dapat 

dipercayainya, atau telah ditetapkan oleh pemerintah
25

. Sementara 

dalam tafsir Jalalain شهد bermakna حضر yang berarti 

“hadir/berada”, dan الشهر bermakna شهر رمضان yang berarti “bulan 

Ramadan”
26

. Dapat dipahami bahwa dalam menentukan awal bulan 

                                                             
23 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsīr ..., 68. 

24 Kemenag RI, ..., jilid 1, 269. 
25

Kemenag RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, jil 1, 275. Begitu juga dalam 

tafsir Baidhowi dijelaskan bahwa kata شهد sebagai “melihat” lihat Nasiruddin 

Abu Sa‟id Abdillah Ibn Umar Ibn Muhammad al-Syairazi al-Baidhawi. Anwar 

al-Tanzil wa Asraru al-Takwil al-Ma’ruf bi Tafsir al-Baidhawi. (Beirut:Da>r 

ihya> al-tara>ts al-‘arabi>), juz 1, 124.. Lihat pula Abu „Abdillah Muhammad Ibn 

Umar Ibn al-Hasan Ibn al-Husain al-Taimy al-Razi. Tafsir al-Fakhru al-Razi. 

juz. 3. tt. hlm. 97. 
26 Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahally dan Jalaluddin 

Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthy. Tafsr al-Jalalain. Mauqi‟ al-Islam. tt. 

193. 



32 

Ramadan adalah dengan melihat hilal dan berlaku bagi setiap orang 

yang hadir atau berada pada daerah/negara tersebut
27

. 

Kata  شهد  يشهد (syahida-yasyhadu) merupakan kata dasar 

untuk isim masdar الشهادة (Asy-syahadah) yang artinya menghadiri, 

menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata 

syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan 

iqrar (pengakuan).
28

 Sedangkan menurut terminologi (istilah), Al-

Jauhari menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Ihsanudin, bahwa 

“kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang 

nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang 

orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian 

berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang 

dilihat dan didengarnya”
29

 

Dijelaskan dalam kamus Istilah fiqih, ”Saksi adalah orang 

atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk 

                                                             
27

 Abul Fida‟ Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir …, Juz 1, 503. Quraish 

Shihab menjelaskan mengetahui kehadirannya dengan melihat langsung atau 

melalui perhitungan, bahwa ia dapat dilihat dengan mata kepala--walaupun 

secara faktual tidak terlihat karena satu dan lain hal, misalnya karena awan atau 

kabut, maka hendak berpuasa. Yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas 

wajib berpuasa bila ia mengetahui kehadirannya melalui orang tepercaya. Lihat 

M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-

Qur’an, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, Volume 1, 404. Karena bisa 

terjadi hilāl dapat dilihat di suatu daerah namun tidak berhasil dilihat di daerah 

lain, lihat Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Matla‟ dan Urgensinya dalam 

Unifikasi Awal Bulan Qamariah”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam : al-Ahkam 

Vol. 23 No. 11, April 2013, 100.  
28 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 746-747.  
29

 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati, Panduan pengajaran Fiqh 

Perempuan di Pesantren, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), 93. 
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menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian 

dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam 

masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu 

tidak dicatat”.
30

 Dalam kamus ilmiah populer, kata “saksi berarti 

orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam 

suatu perjanjian”
31

 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

saksi (syahadah) adalah orang yang memberikan keterangan 

dengan benar tentang suatu peristiwa apa yang dilihat, didengar, 

dialami, dan disaksikan untuk dijadikan sebagai alat bukti di depan 

sidang pengadilan dengan kata khusus yang diawali ucapan 

sumpah.  

d. Q.S. Al-Baqarah/2 :189 

ٌلَِّثِ  لَُىََ  نَوِ   َ يسَ  
َ َٰقيِجُ للِيَّاسِ وَ  ٱلۡ  جِّ  قُل  هَِِ نَوَ َ   ٱلۡ 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan 

sabit. Katakanlah : "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi 

manusia dan (ibadat) haji ...”.
32

 

 
Latar belakang turunnya ayat ini adalah ketika para sahabat 

bertanya tentang Bulan sabit, mengapa Bulan pada mulanya terlihat 

seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam membesar hingga 

mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai 

menghilang dari pandangan? Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat 

                                                             
30 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi‟ah, Kamus Istilah Fiqih, 

(Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306. 
31 Burhani MS, Hasbi Lawrens, Kamus Ilmiah Populer, (Jombang: Lintas 

Media), 601. 
32 Kemenag RI, Al-Qur’an ..., Jilid 1, 282. 
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tersebut dan memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan kepada 

mereka, “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, 

dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian menjadi 

sempurnya, kemudian berkurang, lalu menyusut, adalah agar orang 

mengetahui dengan tanda-tanda itu waktu untuk berbagai aktivitas 

mereka.” Dengan adanya peredaran Bulan seperti kondisi-kondisi 

tersebut maka akan diketahui kapan waktu „iddah seorang 

perempuan dan kapan terjadinya permulaan Bulan sehingga kita 

pun dapat mengetahui kapan dimulainya Ramadan dan bulan haji.
33

 

2. Hadis 

a. Hadis Riwayat Bukhari 

حدثيا نتد الله ةو مسلهث نو نال  نو ىافع نو نتد الله ةو نهر 
رضي الله نيٍها أن رسَل الله صلى الله نليً و سلم ذكر رمضان فقال 
اَ حتى حروا الٍلال ولاحفطرواحتى حروه فإن غم نليكم  لا حصَم

(.رواه البخاري)فاقدرواله 
34 

“Abdullah Ibn Maslamah bercerita pada kita dari Malik dari 

Nafi‟ dari „Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. 

Menjelaskan tentang puasa Ramadan lalu Beliau bersabda : 

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan 

janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya lagi. Bila hilāl 

itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari) 

 

 

 

                                                             
33 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aisar al-Tafa>si>r li kala>mi al-‘ali> al-kabi>r, 

(Jeddah: Di’a >yati wa al-i’la>n, Jilid 1, Cet.III, 1990), 170-171. 
34

 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 2, (Mesir:al-

Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 32. 
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b. Hadis Riwayat Bukhari 

سهعج أةا ٌريرة  :حدثيا ادم حدثيا شعتث حدثيا محهد ةو زياد قال
قال  :أو قال :قال النبي صلى الله نليً وسلم :رضي الله نيً يقَل

اَ لرؤيخً وأفطروا لرؤيخً )) :اةَ القاسم صلى الله نليً وسلم صَم
اَ ندة شعتان ثلاثينفإن غبي  (رواه البخاري) ((نليكم فأكهل

35 
“Adam bercerita pada kita, Syu‟bah bercerita pada kita, 

Muhammad Ibn Ziyad bercerita pada kita, dia berkata : 

saya mendengar Abu Huraira berkata : Nabi Muhammad 

saw. atau Abu al-Qasim pernah bersabda “Berpuasalah 

kalian karena melihat (rukyat) hilāl, dan berbukalah 

karena melihat hilāl. Jika ia tertutup awan bagimu, maka 

sempurnakanlah bilangan Syakban tiga puluh.” (HR. 

Bukhari) 

 
c. Hadis Riwayat Muslim 

ب أخبرني يَنس نو اةو  حدثني حرملث ةو يحي أخبرىا اةو وٌ
قال حدثني سالم ةو نتد الله أن نتد الله ةو نهر رضي الله شٍاب 

هَ  نيٍها قال سهعج رسَل الله صلى الله نليً و سلم يقَل إذا رأيخه
هَ فأفطروا فإن غم نليكم فاقدرواله  اَ وإذا رأيخه رواه )فصَم

(مسلم
36 

Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, 

telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah 

memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab 

berkata : telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu 

                                                             
35 Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ ..., 32. 
36 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisaburi, al-Jami’ 

al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, juz 2, (Beirut:Da>r al-Kitab al-„ilmiyah, 

cet. 1, 1991), 760 
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Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata : saya 

mendengar Rasullullah saw bersabda : apabila melihat 

hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka 

berbukalah (beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan 

terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim) 

 
Tiga hadis di atas secara umum berbicara mengenai 

kewajiban memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, 

pada persoalan ini ulama bersepakat bahwa hukum kewajiban puasa 

dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari 

tanggal 29 Syakban. Selanjutnya mengenai keadaan hilal tertutup 

awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat 

mengartikan perintah “faqdurū lahu”. Imam Ahmad Ibn Hambal 

mengartikan “persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan”, 

Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn 

Qutaibah mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan 

posisi benda langit (qaddirū bi hisāb al-manāzil), sedangkan Imam 

Malik, Imam Syafi‟i, Imam Abu Hanifah mengartikan dengan 

“kira-kirakanlah hitungan sempurna 30 hari”.
37

 

C. Metode-metode Penentuan Awal Bulan Kamariah 

1. Rukyat 

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab   رؤية –يرى  –رأى  

yang berarti melihat
38

, Arti yang paling umum dari kata rukyat 

adalah melihat dengan mata kepala.
39

 Sedangkan secara 

                                                             
37 Abi Zakariya an-Nawawi, al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj,, 

(Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.), 681 
38 Ahmad Warson Munawwir, Kamus ..., 460. 
39 Susiknan Azhari, Ensiklopedi ..., 183. 
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terminologi, rukyat adalah suatu kegiatan atau usaha melihat 

hilal atau bulan sabit setelah terjadinya ijtima‟ di langit (ufuk) 

sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal 

bulan baru -khususnya menjelang Ramadan, Syawal, dan 

Zulhijah- untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.
40 

Rukyatul Hilal
41

 merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

awal bulan Qomariyah (Hijriyah), dikatakan salah satu cara, 

karena banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

posisi hilal sudah berada di atas ufuk pada saat magrib, baik 

dengan cara hisab, atau melihat dengan “software” tertentu di 

komputer, atau rukyat di lapangan.
42

 

                                                             
40 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: 

Buana Pustaka,tt.), 173. Lihat juga Ahmad Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat 

di Indonesia”, STAIN Jurai Siwo Metro: Istinbath Jurnal Hukum Vol 12, No 2 

(2015): Edisi November 2015, 2. Ada juga yang mendefinisikan hisab 

merupakan ru‟yat bil „ilmi, mengamati dengan “mata” ilmu, bukan mata fisik. 

Dalam hal ini, tidak ada keunggulan mata fisik daripada “mata” ilmu. Bahkan 

“mata” ilmu bisa “melihat” sebelum terjadi. Lihat Arino Bemi Sado, “Imkan al-

Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, ISTINBATH Vol 13, 

No 1 (2014), 27. 
41 Rukyatul hilal yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, 

Syawal dan Zulhijah adalah rukyat yang mu’tabar, yakni rukyat yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, selengkapnya lihat 

Jayusman, “Isyarat Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam al-Qur‟an; 

Mencermati Perbedaan Kriterian dan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah 

di Indonesia”, Al-Dzikra Vol. 5 No. 9 Juli - Desember Tahun 2011, 19-21. 
42 Sofwan Jannah, “Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 

2006”, Islamic University of Indonesia: Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 

17 (2007) 122. Rukyatul hilal merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan orang 

banyak, tetapi tidak setiap orang dapat melihat sasarannya, ketajaman mata dan 

pengalaman saja tidak dapat menjamin untuk dapat melihat hilal yang masih 

sangat tipis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, 

diantaranya: Tempat Observasi, iklim, posisi benda langit, penunjuk waktu, 
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Di Indonesia, salah satu kelompok umat Islam yang 

meyakini bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan 

Zulhijah dengan rukyat adalah Nahdlatul Ulama (NU).
43

 

Rukyatul hilal yang dilakukan NU sendiri, mengalami 

perkembangan dari masa ke masa, baik dari perspektif teknis 

maupaun teoretis. Dari perspektis teknis, rukyatul hilal 

mengalami perubahan dari mulai tanpa alat (mata telanjang) 

hingga memakai alat seperti gawang lokasi, teleskop, teodholite, 

dan alat mutakhir lainnya.
44

 Perubahan dari perspektif teknis ini 

sebenarnya tidak hanya dialami NU, tetapi juga umat Islam 

secara luas. Sedangkan dalam perspektif teoretis, perubahan 

yang dialami NU adalah digunakannya hisab kontemporer 

seperti New Comb dan Almanak Nautika setelah sebelumnya 

memakai kitab Sullamu al-Nayraini karangan Muhammad 

Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi 

                                                                                                                                        
cahaya bulan sabit, observasi bulan sabit, selengkapnya lihat Badan Hisab & 

Rukyat Dep. Agama, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta:Proyek Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 51-54. 
43 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul 

Ulama, Jakarta: LF PBNU, 2006, 14. 
44

 Diskusi panel tentang teknologi rukyat yang diselenggarakan oleh 

ICMI Orsat Kawasan PUSPITEK dan sekitarnya pada 4 September 1993 dan 

dilanjutkan seminar nasional penentuan tanggal 1 Syawal Hijriah yang 

diselenggarakan oleh Universitas Sultas Agung (Unissula) Semarang pada 11 

Oktober 1993, yang menghadirkan pemateri dari kalangan ilmuwan, peneliti, 

pejabat pemerintah, dan terutama para kiai dan pemuka ormas telah mendukung 

penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rukyat, sepanjang tidak memberatkan 

umat. Lihat Farid Ruskanda, “Teknologi untuk Pelaksanaan Rukyat”, dalam 

Selayang Pandang  Hisab Rukyat (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 77. 
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yang merupakan hisab haqiqi taqribi.45 Dalam kaitannya dengan 

garis batas pemberlakuan rukyat (maṭla’), prinsip pemikiran 

yang dipegangi NU adalah maṭla’ fī wilāyat al-ḥukmi.46
 

2. Hisab 

Hisab berasal dari bahasa arab  حسبا -يحسب  –حسب  yang 

berarti hitungan atau bilangan,
47

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengartikan kata hisab dengan hitungan, perhitungan, 

dan perkiraan.
48

 Kaitannya dengan penentuan awal bulan 

kamariah, hisab adalah memperkirakan kapan awal suatu bulan 

kamariah terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. 

Hisab yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang 

suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan 

awal bulan kamariah.
49

Seiring dengan berkembangnya zaman, 

ilmu hisab cenderung berkembang ke arah tingkat akurasi yang 

tinggi.  

                                                             
45

 Hisab hakiki taqribi berdasarkan metode dan tabel posisi matahari dan 

bulan yang disusun oleh Ulugh Beuk al-Samarqandi yang wafat pada tahun 804 

M. Sistem ini disusun berdasarkan teori Ptolomy atau geosentris yang meyakini 

bahwa pusat tata surya kita adalah bumi. Lihat Taufiq, “Perkembangan Ilmu 

Hisab di Indonesia”, dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat..., 18. 
46

 Siti Tatmainul Qulub, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan 

Awal Bulan Qamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih”, Al-Ahkam : 

Volume 25 No. 1, April 2015, 124. 
47

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus ..., hlm. 261. 
48

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, https:// 

kbbi.kemdikbud. go.id/entri/hisab diakses pada Jum‟at, 15 Desember 2017. 
49

 Farid Ruskanda, 100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, 

Sains, dan Teknologi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 29. 
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Di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Secara 

garis besar metode hisab awal bulan yang berkembang terbagi 

menjadi dua, yakni hisab urfi dan hisab haqiqi. Kemudian hisab 

haqiqi terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab haqiqi taqribi, 

hisab haqiqi tahqiqi dan hisab haqiqi kontemporer. 

a. Hisab Urfi 

Hisab ini berlandaskan kepada kaidah-kaidah yang 

bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam 

menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan 

anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran 

yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut;(a) 

Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, 

bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal 

masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 

1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M 

atau hari Jum‟at tanggal 16 Juli 622 M; (b) Ditetapkan pula 

bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga 

dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 

tahun panjang dan 19 tahun pendek; (c) Tahun panjang 

ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek 

ditetapkan 354 hari; (d) Tahun panjang terletak pada deretan 

tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan 

deretan yang lain sebagai tahun pendek; (e) Bulan-bulan 

gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-
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bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun 

panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.
50

 

b. Hisab Haqiqi 

Hisab haqiqi yaitu penentuan awal bulan kamariah 

dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran Bulan 

dan Bumi yang sebenarnya.
51

 Hisab haqiqi terbagi menjadi 3, 

yaitu: 

1) Hisab Haqiqi Taqribi 

Pengamatan hisab ini didasarkan pada teori 

Geosentris. Dalam mencari ketinggian hilal, dihitung dari 

titik pusat Bumi, bukan dari permukaan Bumi, serta 

berpedoman pada gerak rata-rata Bulan, yakni setiap hari 

12 derajat ke arah Timur, sehingga oprasionalnya adalah 

dengan memperhitungkan selisih waktu ijtima‟ 

(konjungsi) dengan waktu Matahari terbenam kemudian 

dibagi dua. Konsekwensinya adalah apabila Ijtima‟ terjadi 

sebelum Matahari terbenam, maka ketika Matahari 

terbenam praktis Bulan (hilal) sudah di atas ufuk. Hisab 

ini belum memberikan informasi tentang Azimuth Bulan 

maupun Matahari.
52

 

 

                                                             
50 Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Almanak Hisab Rukyat, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 

RI, 2010),  95-96. 
51

 Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Almanak Hisab 

Rukyat...,156. 
52

 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman ..., hlm. 50 
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2) Hisab Haqiqi Tahqiqi 

Hisab yang perhitungannya berdasarkan data 

astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola 

dengan koreksi-koreksi gerak Bulan maupun Matahari 

yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, 

metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang 

tempatnya), deklinasi Bulan dan sudut waktu Bulan. 

Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi 

(pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk 

dan semidiameter atau jari-jari bulan.
53

 

3) Hisab Haqiqi Kontemporer 

Metodenya sama dengan metode hisab haqiqi 

tahqiqi, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan 

kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. 

Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk 

menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal 

komputer.
54

 

3. Kriteria Imka>n al-rukyah 

Secara etimologis, Imka>n al-rukyah55
 berasal dari bahasa 

Arab  أمكه - يمكه - إمكاوا  yang berarti mungkin, boleh jadi, 

                                                             
53

 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman ..., hlm. 50-51. 
54

 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah…, hlm. 8. 
55 Menurut al-Syarwani, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Izzuddin, Ada 

3 keadaan posisi hilal pada saat terbenamnya Matahari. Pertama, Pasti tidak 

mungkin dilihat (istihalah al-rukyah). Kedua, mungkin dapat dilihat (Imka>n al-
rukyah). Ketiga, pasti dapat dilihat (al-qath’u bi al-rukyah).  Kemudian 

menurut K.H. Masrukin, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari menurut 

K.H. Masrukin, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari , 3 keadaan tersebut 



43 

barangkali
56

 dan الرؤية  yang berasal dari Arab   رؤية –يرى  –رأى 

yang berarti melihat, menyangka, menduga, dan mengira. Arti 

paling umum adalah melihat dengan mata kepala.
57

 Di 

Indonesia, Imka>n al-rukyah popular diterjemahkan dengan 

terminologi “visibiltas hilal”. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), visibilitas berarti keadaan dapat dilihat dan 

diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat 

dengan jelas pada jarak jauh); kejelasan.
58

 Sementara Thomas 

Djamaluddin mendefinisikan bahwa visibilitas hilal adalah 

ketampakan bulan sabit pertama sedangkan Imka>n al-rukyah 

adalah kemungkinan (hilal) bisa dilihat.
59

 

Kriteria visiblitas hilal (Imka>n al-rukyah) yang digunakan 

oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 

                                                                                                                                        
diartikan dengan kalimat lain. Yaitu: 1) Istihalal atau “ La> yura> ‛ yakni tidak 

bisa dilihat, 2) Usrin atau ‚ yura> bi usrin ‚, yakni bisa dilihat dengan sukar, dan 

#3) Yusrin atau ‚ yura> bi yusrin ‚, yakni bisa dilihat dengan mudah. Lihat al-

Syarwani, Hasyiah Syarwani, juz 3, (Mesir : at-Tijariyah al-Kubro, 1983), 373 

dan lihat Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis 

dan Solusi Permasalahannya), (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,  2012), 92-

93. Lihat Susiknan Azhari, Kalender Islam : Ke Arah Integrasi 

Muhammadiyah-NU, (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012), 81.  Pada 

dasarnya Imka>n al-rukyah merupakan bagian dari rukyat, namun dalam 

pembahasan ini dipisahkan dengan maksud untuk menjelaskan kriteria yang 

menjadi dasar dan pegangan PBNU menolak kesaksian hasil rukyat. Yaitu 

keadaan posisi hilal pada saat terbenam Matahari 
56

 AW. Munawwir, Kamus ..., 1353. 
57

 AW. Munawwir, Kamus..., 460. 
58

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, https://kbbi. 

kemdikbud.go.id/entri/visibilitas diakses pada Jum‟at, 15 Desember 2017. 
59

 Thomas Djamaluddin, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat, 

(Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 10-11. 
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24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan 

Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah 

minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit 

tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) 

Beda Azimut minimal 3°. Kriteria tersebut diperbarui pada 

tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel 

USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah 

menyepakati kriteria Imka>n al-rukyah sebagai berikut: (1) 

Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah minimal 2° dihitung 

menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer, (2) Umur 

Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3°.
60

 Kriteria 

tersebut berdasarkan penelitian Malaysia atas hasil rukyat di 

wilayah Asean
61

  

Pada saat ini, dalam beberapa pertemuan Tim Hisab 

Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS 

(Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) 

mengusulkan kriteria 2-3-8 (2011) untuk dirubah, karena dinilai 

sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin 

mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup 

kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam.  

                                                             
60 Rupi‟i Amri, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas 

Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. 

Lihat juga Sakirman, “Menelisik Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, Hunafa: 

Jurnal Studia Islamika Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389. 
61

 Uum Jumsa, Ilmu Falak (Panduan Praktis Menetukan Hilal), 

(Bandung:HUMANIORA, cet 1, 2006), 5. 
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Mempertimbangkan hasil rukyat jangka panjang selama 

ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal 

cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (diambil dari 

kriteria Odeh)
62

. Dan dari data rukyat global, diketahui bahwa 

tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang 

beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi 

bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 

derajat. Sementara Ilyas
63

 memberikan kriteria visibilitas hilal 

dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4
o
 (tinggi bulan 

minimum 3
o
). Dan dari data SAAO, Caldwell dan 

Laney
64

membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan 

pengamatan dengan mata telanjang dan dengan alat bantu optik. 

Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari 

menurut mereka adalah (dalt) > 4
o
 atau tinggi bulan > 3

o 

sehingga kriteria MABIMS yang diusulkan adalah tinggi hilal 

minimal 3
o
, dan elongasi bulan 6,4

o
. Usulan kriteria ini ditolak 

oleh NU, karena pada akhirnya kriteria tersebut akan 

meninggalkan rukyat dan menggantinya dengan hisab.  

 

                                                             
62

 Mohamad SH. Odeh, New Criterion for Lunar Crescent Visibility, 

Experimental Astronomy 18:39-64,  62. 
63 Ilyas, M. Limiting Altitude Separation in The New Moon’s First 

Visibility Criterion. Astron Astrophys, Vol.206. Tahun 1988, 134. 
64

 Caldwell, JAR and Laney, First Visibility of the Lunar crescent, 

MNASSA, Vol.58, Nos. 11&12, Tahun 2001, 157. 



46 

BAB III 

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH  

NAHDLATUL ULAMA 

 

A. Sekilas Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) dan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (LFPBNU) 

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 

1344H / 31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, 

melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam 

yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah dan menganut salah satu 

mazhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An-Nu‟man, 

Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi‟i dan 

Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah 

para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-

kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 

masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harta dan martabat 

manusia.
1
 Pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi 

defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis 

(Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif 

dalam gerakan politik (Serekat Islam).
2
 

                                                             
1
 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama 

ke 27 Situbondo,Semarang:Sumber Barokah, 1985, 102-103. 
2 Martin van Bruinessen, Traditionalist Muslim in A Modernizing World: 

The Nahdlatul Ulama Ana Indonesian’s New Order Politics, Fictional Conflict, 

and The Search for a New Discourse, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan 
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Sejak bedirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang 

utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan 

tujuannya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun 

kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah sebagai berikut:
3
 

1. Peningkatan silaturahmi / komunikasi / inter-relasi antar Ulama. 

Langkahnya dengan mengadakan perhubungan di antara ulama-

ulama yang bermadzhab. 

2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / 

pendidikan. Langkahnya dengan memeriksa kitab-kitab 

sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah 

dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah atau ahli bid‟ah. 

3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-

sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Langkahnya dengan 

menyiarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang halal; 

memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-

masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal 

ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. 

4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui 

kegiatan terarah. Langkahnya dengan mendirikan badan-badan 

untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan 

yang tidak dilarang oleh Syara‟ agama Islam.  

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, Nahdlatul 

Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu 

                                                                                                                                        
judul “NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta : 

LKiS, 1994, 13. 
3 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar..., 106-107. 
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yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang 

bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan dengan menempatkan 

tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.
4
 

Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, 

Syuriyah dan Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasehat yang 

terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ 

Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. 

Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah 

adalah pelaksana. Sementara struktur organisasi tertinggi Nahdlatul 

Ulama adalah Pengurus Besar. Adapun Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama terdiri dari:
 5

 

a. Mustasyar Pengurus Besar. 

b. Pengurus Besar Harian Syuriyah. 

c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah. 

d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah. 

e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah. 

f. Pengurus Besar Pleno. 

Dalam bidang ibadah, salah satu wewenang PBNU adalah 

ikhbar menginformasikan kapan mulainya masuk bulan baru, 

sebagaimana ditegaskan dalam buku “Laporan Lajnah Falakiyah 

PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H”, 

                                                             
4 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar..., 108-107. 
5
 Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul 

Ulama, (Jakarta:Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU, 2015), 42-44. 
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Ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan 

menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal Ramadan, Syawal 

dan Zulhijah sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan 

dari LFNU mengenai hasil rukyat dan sidang isbat. Kedudukan 

ikhbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat isbat jika isbat 

dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NU. 

Dan ada kalanya berbeda dengan isbat jika yang terjadi sebaliknya.
6
 

Selain Pengurus Besar, dalam melaksanakan tujuan dan 

usahanya, Nahdlatul UIama membentuk perangkat organisasi yang 

meliputi: Lembaga
7
, Badan Khusus

8
 dan Badan Otonom

9
 yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi 

Jam‟iyah Nahdlatul Ulama.
10

 Salah satu Lembaga yang dibentuk 

                                                             
6
 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 

1427 H, (Jakarta: LF PBNU 2006), 8. 
7
 Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama 

yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan 

kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. 

Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar..., 70. 
8
 Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, 

penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan 

dengan bidang tertentu Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar...,78. 
9
 Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang 

berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan 

kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lihat Anggaran 

Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 

Anggaran Dasar..., 75. 
10

 Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar..., 43. 
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adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, 

bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan pengembangan iImu 

falak.
11

 

Lembaga Falakiyah ini ditetapkan oleh Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan memiliki tugas pokok yaitu 

mengurus masalah hisab dan rukyat termasuk persoalan yang 

berkaitan dengan pengembangan astronomi. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut Lembaga Falakiyah 

melaksanakan kegiatan antara lain:
12

 

a) Menyelengarakan rukyat pada setiap waktu yang telah 

ditentukan serta menindaklanjuti hasil rukyat untuk 

kepentingan umum; 

b) Menyusun, menyerasikan dan menerbitkan hasil hisab dalam 

sebuah almanak Nahdlatul Ulama; 

c) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hisab dan 

Rukyat untuk semua tingkatan; 

d) Mengadakan Penelitian dan Pengembangan di bidang falak 

pada umumnya; 

e) Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan 

kesempurnaan terlaksananya tugas pokok Lembaga 

Falakiyah. 

                                                             
11 Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar..., 74. 
12 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman 

Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama , (Jakarta: LF 

PBNU 2006), 1-2. 
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Kepengurusan Lembaga Falakiyah terdiri atas unsur 

Penasehat, Pengurus Harian dan Biro. Penasehat adalah orang yang 

memiliki keahlian, pengalaman dan kepedulian di bidang ilmu 

falak, sedangkan Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua dan 2 

(dua) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta 

Bendahara dan Wakil Bendahara. Adapun Biro terdiri atas Biro 

Penyiaran dan Publikasi, Biro Pendidikan dan Pelatihan, Biro 

Penelitian dan Pengembangan, serta Biro lain menurut keperluan.
13

 

Masing-masing Biro memiliki tugas tersendiri. Biro 

Penyiaran dan Publikasi bertugas menyelenggarakan siaran dan 

publikasi baik melalui media cetak, elektronik, grafika atau 

penerbitan sendiri, Biro Pendidikan dan Pelatihan bertugas 

menyelenggarakan proses pendidikan secara berjangka di bidang 

astronomi khususnya tentang hisab dan rukyat secara bertingkat, 

Biro Penelitian dan Pengembangan bertugas menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan di 

bidang astronomi khususnya tentang hisab dan rukyat.
14

 

Dalam memenuhi tugas pokoknya, Lembaga Falakiyah 

mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
15

 

1) Menyelenggarakan Halaqah Masail Fiqhiyyah falakiyah di 

kalangan ulama ahli hisab dan rukyat Nahdlatul Ulama; 

                                                             
13 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman 

Penyelenggaraan..., 4-6. 
14 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman 

Penyelenggaraan..., 6. 
15

 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman 

Penyelenggaraan..., 24-25. 
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2) Menyelengarakan diskusi dan seminar tentang astronomi dan 

ilmu falak di kalangan ulama ahli hisab dan rukyat Nahdlatul 

Ulama serta para pakar astronomi di luar Nahdlatul Ulama; 

3) Penyerasian Hisab Tahunan dengan tersusunnya hisab resmi 

Nahdlatul Ulama (bukan perorangan) untuk kalender dan 

panduan rukyat; 

4) Penyelengaraan rukyatul hilal bil fi‟li dengan sarana dan 

prasarana yang modern; 

5) Pengembangan standarisasi lokasi-lokasi rukyat yang 

strategis; 

6) Membuat sertifikasi perukyat di kalangan Nahdlatul Ulama; 

7) Pembentukan studio falakiyah; 

8) Membuat pedoman pendidikan dan pelatihan hisab rukyat 

untuk kalangan warga Nahdlatul Ulama; 

9) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab rukyat 

secara berjengjang baik untuk kalangan umum maupun 

warga Nahdliyyin; 

10) Inventarisasi alumni pendidikan dan pelatihan hisab rukyat; 

11) Inventarisasi pustaka hisab rukyat; 

12) Ikhbar rukyatul hilal bil fi‟li melalui media cetak dan 

elektronik serta SMS via hand phone dan internet NU on 

line; 

13) Pelayanan informasi dan konsultasi mengenai hisab rukyat 

seperti penentuan arah kiblat, waktu salat, kelahiran dan lain-

lain; 
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14) Penerbitan kalender PBNU dan jadwal waktu salat serta 

imsakiyah Ramadan; 

15) Penerbitan buku-buku tentang hisab rukyat. 

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ualam didirikan dengan tujuan untuk 

memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan 

ajaran Islam yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu 

bentuk mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlus sunnah 

wal jamaah adalah penentuan awal bulan kamariah. Pada dasarnya 

NU berpegang pada putusan Muktamar NU ke-27 tahun 1405 

H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul 

Ulama di Cilacap tahun 1409 H/1987 M bahwa penentuan awal 

bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 

wajib didasarkan atas Rukyatul Hilal bil Fi’li atau Istikmal
16

. 

Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam 

melakukan rukyat.
17

 Rukyatul hilal inilah yang menjadi asas pokok 

yaitu asas ta’abbudi (تعبدي) atau asas kepatuhan, yakni patuh 

memberlakukan seluruh nash yang ada dalam Al-Qur‟an dan As-

                                                             
16 Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai 

tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil 

melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang 

berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas 

dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya), Lajnah 

Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., v. 
17 SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional 

Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi‟li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam 

Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, 

(Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14. 
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Sunnah, untuk kesempurnaannya, NU menggunakan asas ta’aqquli 

 atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu (تعقلً)

hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan 

untuk menggantikan rukyat.
18

 

Dijelaskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama 

Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada tanggal 13-16 Rabiul 

Awwal 1404/ 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo 

Jawa Timur bahwa: 

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal 

Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib 

diikuti. Sebab menurut Jumhur Salaf bahwa tsubut awal 

Ramadan dan awal Syawal itu hanya birru’yah au 

itmamil adadi tsalatsina yauman.”19
 

 

Selanjutnya, keputusan tersebut dikukuhkan dalam Munas 

Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah 

NU di Pelabuhan Ratu 1992: 

1. Bahwa dasar ru’yah al-hilal atau istikmal dalam penetapan 

awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah adalah 

dasar yang diamalkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin 

dan dipegangi oleh seluruh ulama mazahib al-arba’ah. 

Sedang dasar hisāb falak untuk penetapan tiga hal ini ialah 

dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan 

Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di 

kalangan para ulama. 

                                                             
18 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif 

NU, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 1. 
19 Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 

Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah 

dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke 

Khittah Perjuangan 1926, (Semarang:Sumber barokah, 1985), 27. 
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2. Bahwa isbat ‘am (penetapan secara umum) oleh Qadli atau 

penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul 

Adha atas dasar hisāb tanpa dihasilkan rukyat al-hilāl atau 

istikmāl adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat 

(Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali). 

3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam’iyah yang berhaluan 

Aswaja (AD pasal 4), yaitu jam’iyah yang menjunjung 

tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan 

sahabat serta ijtihad para ulama mazhab empat. 

4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul awal 

1404 H/18 - 21 Desember 1983 di Situbondo telah 

mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadan 

dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar 

rukyat al-hilāl atau istikmāl. Keputusan ini telah 

dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 th. 1405 H/1984 M. 

5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam 

melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal 

penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama 

yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul awal 1408 H/15-16 

November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin 

Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil 

keputusan sebagai berikut : 

a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, 

dan Idul Adha oleh Qadli atau penguasa yang 

diberlakukan kepada masyarakat setempat (isbat al-‘ām) 

dapat dibenarkan jika berdasarkan rukyat al-hilāl atau 

istikmāl. 

b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak 

membedakan matla’ dalam penetapan awal Ramadan, 

Idul Fitri, dan Idul Adha, yakni rukyat al-hilāl di salah 

satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah 

sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan 

Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia 

walaupun berbeda matla’nya. 

c. Melakukan rukyat al-hilāl untuk penetapan awal 

Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah fardu kifayah 

menurut mazahib alarba’ah kecuali mazhab Hambali 

yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. 

Pelaksanaan rukyat al-hilāl yang diusahakan 
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pemerintah/Depag adalah sudah cukup sebagai 

pelaksanaan fardlu kifayah tersebut bagi seluruh umat 

Islam Indonesia. 

d. Lajnah Falakiyah PBNU perlu melakukan upaya bagi 

terlaksananya prinsip rukyat al-hilāl atau istikmāl antara 

lain dengan cara : 

i. Membuat kepastian awal Syakban dengan rukyat al-

hilāl atau istikmāl untuk keperluan awal Ramadan. 

ii. Melakukan rukyat al-hilāl pada malam 30 Syawal 

dan 30 Zulhijah selanjutnya menanyakan hasil rukyat 

al-hilāl tanggal 1 Zulhijah kepada pemerintah. Hal 

ini dilakukan sebab sering kali pemerintah tidak 

mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 

Zulhijah secara rinci, kemudian hasilnya diumumkan 

kepada wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia 

untuk keperluan Idul Adha segera . 

e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadan, 

melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul 

Adha, maka kepada warga NU terutama anggota 

pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat 

ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan 

penetapan pemerintah/Depag melalui RRI dan TVRI 

mengenai tiga hal. Jika pengumuman dan penetapannya 

berdasarkan rukyat al-hilāl atau istikmāl, maka warga 

NU wajib mengikuti dan menaatinya, tetapi jika 

pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata 

berdasarkan hisāb, maka warga NU tidak wajib 

mengikuti dan menaatinya, selanjutnya menyuruh puasa 

Ramadan, melaksanakan Idul Fitri, dan menjalankan 

Idul Adha pada hari berikutnya.
20

 

 
Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di 

kalangan NU mengikuti pendapat yang mu’tamad/rajih, harus 

                                                             
20 Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat : Menyatukan NU & 

Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, 

(Jakarta : Erlangga, 2007), 107-110. 
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didasarkan atas rukyatul hilal atau istikmal.
21

 Dalam 

pelaksanaannya, melalui 4 tahap yaitu: pertama, tahap penyerasian 

hisab awal bulan; kedua, tahap penyelenggaraan rukyatul hilal 

bilfi‟li; ketiga, mengikuti sidang isbat; keempat, menerbitkan 

ikhbar.
22

 

Hisab NU memiliki ciri khas yaitu metode hisab 

penyerasian secara jama‟i atas metode-metode hisab yang 

tahqiqi/tadqiqi/’ashri dengan pendekatan imka>n al-rukyah. 

Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli 

hisab dan ahli astronomi internal NU. Hisab penyerasian terdiri dari 

hisab yang dihasilkan atas berbagai sistem hisab yang mempunyai 

tingkat akurasi tinggi (tahqiqi/tadqiqi/’ashri) dengan pendekatan 

rukyat. Diantara hisab tahqiqi atau tadqiqi yang digunakan NU 

dalam hisab penyerasian adalah sebagai berikut:
23

 

1. Al-Khulashah al-Wafiyah, karya K.H. Zubair Umar. 

2. Durus al-Falakiyah, karya K.H. Ma‟shum Ali. 

3. Badi’at al-Mitsal, karya K.H. Ma‟shum Ali. 

4. Irsyad al-Murid, karya K.H. Ghozali Muhammad. 

5. Nur al-Anwar, karya K.H. Noor Ahmad SS. 

6. Al-Mawaqit, karya Dr. Eng. H. Hafid. 

7. Hisab Rukyat dalam Teori dan Praktek, karya Drs. Muhyiddin 

Khazin, M.Si. 

                                                             
21 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat ..., 2. 
22 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 17. 
23 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 18-19. 
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Selain hisab yang berasal dari pesantren, NU juga 

memasukkan beberapa hisab modern dalam penyerasiannya, 

diantaranya Ephemeris, Ascript Calculation, Javascript Eclipse dan 

New Com.
24

 Hasil hisab penyerasian tersebut diterbitkan dalam 

bentuk almanak
25

. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan 

pemandu rukyat. Sebaliknya rukyat sebagai instrumen koreksi 

terhadap hitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan 

kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi 

catatan “menunggu hasil rukyatul hilal bil fi‟li”.
26  

Pada dasarnya, ilmu hisab secara keseluruhan memiliki 

kecenderungan perkembangan ke arah semakin tingginya tingkat 

akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Natijah dari 

perkembangan itu ialah ditentukannya data, perhitungan dan alat 

perhitungan bermacam-macam yang melahirkan perbedaan hasil 

perhitungan, bahkan perbedaan tersebut sering terjadi sangat 

mencolok yang dari ilmu pasti sulit ditolerir.
27

 Oleh sebab itu, maka 

                                                             
24

 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah ..., 8. 
25 Dalam tahap hisab penyerasian menggunakan  markaz (lokasi) kantor 

PBNU di Jakarta Pusat , sedangkan untuk pelaksanaan rukyat di masing-masing 

lokasi dihitung dengan menggunakan koordinat tempat tersebut menggunakan 

salah satu metode perhitungan yang termasuk dalam kategori tahkiki. 

Wawancara bersama K. Sirril Wafa pada tanggal 4 April  2018, serta 

wawancara bersama Nahari Muslih pada tanggal 24 Febuari 2018. 
26 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 19-20. 
27

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil perhitungan berbeda, 

pertama, faktor data, pengambilan data awal seperti lintang tempat dan bujur 

tempat yang ditampilkan masing-masing metode berbeda, ada yang secara 

keseluruhan menampilkan data yang sebenarnya sampai ke nilai detik busur, 

ada juga yang hanya menampilkan sampai menit busur hasil dari pembulatan 

detik busur; kedua,  faktor metode, jelas akan terlihat perbedaan dari metode 
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NU mengunakan metode hisab yang merupakan hasil dari usaha 

penyerasian dan pengembangan dari metode-metode yang sudah 

ada dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
28

 

a. Mempunyai tingkat akurasi yang memadai. 

b. Hasil perhitungannya mempunyai tingkat perbedaan yang relatif 

dekat dan bisa ditoleransi. 

Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan rukyat. Rukyat 

diselenggarakan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang 

                                                                                                                                        
yang dipakai, misalnya dalam metode perhitungan ketinggian hilal, menurut 

metode Qawaidul Falakiyah, Sullamun Nayyirain, Tadzkiratul Ichwam dan 

Fathul Rauf al-Manan, ketinggian hilal dihitung dengan cara membagi dua 

selisih waktu antara saat terjadi ijtima‟ dan terbenam Matahari pada hari yang 

bersangkutan. Dengan demikian asal ijtima‟ terjadi sebelum Matahari terbenam, 

maka hilal pasti di atas ufuk. Tetapi menurut metode hisab Haqiqi bittahqiq 

untuk menghitung ketinggian hilal harus mempertimbangkan posisi Matahari, 

posisi Bulan dan posisi tempat, jari-jari Bulan, kerendahan ufuk, refraksi, 

parallaks dan sebagainya, sehingga sekalipun ijtima‟ terjadi sebelum Matahari 

terbenam belum tentu pada hari itu hilal berada di atas ufuk; Ketiga,  faktor alat, 

dalam menyelesaikan perhitungan perlu adanya alat sebagai pembantu, antara 

lain al—Rubu‟ Mujayyab, daftar logaritma, kalkulator. Karena berbedanya alat 

yang digunakan, sedikit banyaknya akan menimbulkan hasil perhitungan yang 

berbeda, seperti kesulitan menempatkan benang pada alat Rubu‟, adanya 

pembulatan angka pada daftar logaritma, berbeda dengan menggunakan 

kalkulator yang dinilai lebih mudah dan lengkap sekalipun antara kalkulator 

satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan muatan digit akan 

memungkinkan terjadinya hasil perhitungan yang berbeda; keempat, faktor 

Hasib, yaitu orang yang melakukan perhitungan. Berbagai kondisi dan situasi 

yang ada pada Hasib akan mempengaruhi hasil kerjanya. Lihat Lajnah 

Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 5-9. 
28 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 9-10. Ilmu-ilmu hisab 

dari semua kelompok yang memiliki derajat ketelitian yang berbeda-beda 

tersebut sama-sama  ikut mengambil bagian untuk “didengar suaranya”  dalam 

menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Lihat Abd Salam Nawawi, 

Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam 

Menetapkan Hilal), (Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 

2004), 48. 
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sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada 

malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar 

rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka 

malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan 

kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas 

dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).
29

 

NU meyakini bahwa rukyat atau pengamatan hilal akan 

menambah kekuatan iman, karena merupakan bagian dari 

melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan  Allah. Sealin itu, 

rukyat memiliki nilai ilmiah, pengamatan atau penelitian/observasi 

terhadap bulan terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga 

berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat 

akurasinya.
30

 

Pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia dikendalikan oleh 

PP LFNU (Pimpinan Pusat Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama), 

sedangkan di daerah-daerah dikoordinasikan oleh PWNU/LFNU. 

Anggota PP LFNU ada yang ditugaskan di daerah tempat rukyat, 

ada yang ditugaskan di sekretariat untuk memproses hasil rukyat 

                                                             
29 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., v. Sebagai konsekuensi 

dari prinsip ta’abbudi, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi‟li di 

lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk 

atau di atas ufuk tapi belum mencapai Imka>n al-rukyah. Hal demikian 

dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem 

rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. 

Ahmad Junaidi, “Imkan al-Ru‟yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: 

Memadukan Ru‟yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam menentukan 

Kalender Islam”. Dimuat dalam Dialogia, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, hal. 197-198. 
30 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat...,v-vi. 
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sebanyak 10 (sepuluh) orang dan bekerjasama dengan NU Online
31

, 

serta pelaksanaan rukyat ini melibatkan lebih dari 100 perukyat 

bersertifikat nasional, disamping para ulama ahli rukyat, ahli hisab, 

ahli astronomi, ahli fikih dan ummat setempat. Rukyat 

diselenggarakan di berbagai lokasi rukyat yang strategis di seluruh 

Indonesia seperti pantai, laut lepas, bukit/gunung, dan menara.
32

 

Dalam melaksanakan rukyat, ada beberapa persiapan teknis yang 

dilakukan oleh NU, diantaranya adalah sebagai berikut:
33

 

a. Menetapkan medan rukyat yang memenuhi syarat, yaitu bebas 

hambatan dan terletak di lokasi yang mengarah ke Ufuk Mar’i di 

Barat. Medan rukyat terbaik menghadap ke laut.
34

 

b. Membuat rincian tentang arah dan kedudukan Matahari serta 

hilal sesuai dengan hisab Bulan dan disertai Peta Proyeksi 

Rukyat. 

c. Menentukan peta kedudukan perukyat dan memasang alat bantu 

guna melokalisir/menta’yin jalur tenggelamnya Matahari sesuai 

dengan Peta Proyeksi Rukyat yang sudah ditentukan. 

                                                             
31 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan 

Lajnah..., 4. 
32

 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 22-23. 
33 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 3-4. 
34 Pada dasarnya lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa di lokasi dimaksud telah terbukti adanya 

keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara 

geografis dan astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat; c. 

Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat. Selengkapnya lihat 

Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 16-17. 
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d. Membentuk Posko Rukyat di setiap kepengurusan (PBNU, 

PWNU, PCNU, MWCNU) sebagai pusat komunikasi antara 

petugas lapangan dengan pihak-pihak terkait. 

e. Mempersiapkan logistik untuk mendukung penyelenggaraan 

rukyat. 

f. Menghubungi dan mengajak Pengadilan Agama setempat untuk 

bersama-sama melakukan rukyat.
35

 

Pelaksanaan rukyat ini dilakukan oleh perukyat yang 

memenuhi syarat-syarat ‘adalah dan berpengalaman
36

. Dalam 

pelaksanaan tersebut, perukyat melakukan observasi dengan 

konsentrasi penuh beberapa menit sebelum Matahari menyentuh 

ufuk, selama waktu rukyat yang diperhitungkan dan perukyat 

diperbolehkan menggunakan alat yang diyakini bisa membantu 

memperjelas pandangan
37

. Selain itu, perukyat merumuskan hasil 

observasi secara lengkap dan astronomis kemudian 

memberitahukan/melaporkan hasil rukyat kepada PBNU dan pihak-

                                                             
35 Muhyiddin Khazin menambahkan bahwa selain Pengadilan Agama, 

harus ada juga dari unsur-unsur yang lain, seperti Organisasi Masyarakat, ahli 

hisab, orang yang memiliki keterampilan rukyat, lihat Muhyiddin Khazin, Ilmu 

Falak dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta:Buana Pustaka, 2004), 175 
36 Ini dimaksudkan untuk menggaransi bahwa ia akan memberikan 

keterangan yang jujur. Kejujuran tentu saja harus disertai kecermatan. Kalau 

tidak, validitas hasil rukyatnya bisa masykukah (disangsikan). Objek rukyat atau 

hilal disyaratkan harus sudah wujud atau eksis, lihat Abd Salam Nawawi, 

Rukyat Hisab..., 92-93. 
37

 Berdasarkan SK PBNU No. :311/A.II.03/I/1994 Selengkapnya lihat 

Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 14-15.  
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pihak terkait serta melaporkan secara resmi kepada Pengadilan 

Agama setempat.
38

 

Laporan rukyat harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

secara astronomis yang disepakati oleh jumhurul „ulama hisab. 

Apabila jumhurul ulama hisab telah bersepakat bahwa hari itu hilal 

tidak dapat dilihat secra astronomis, kemudian ada laporan bahwa 

hilal dapat dilihat, maka laporan ini ditolak.
39

 Laporan hasil 

pelaksanaan rukyatul hilal bilfi‟li dari daerah-daerah selanjutnya 

disimpulkan oleh LF PBNU dan kemudian menjadi pedoman 

PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadan, awal Syawal, dan 

awal Zulhijah bagi ummat Nahdiyyin dan ummat lain yang 

mempercayainya. Ini adalah rukyat berkualitas yang dikehendaki 

oleh NU.
40

 

Dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas, NU tidak lagi 

menggunakan rukyat murni, namun dikombinasikan dengan hisab 

Imka>n al-rukyah. Kriteria Imka>n al-rukyah yang dipakai oleh NU 

adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 

                                                             
38 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 4. Mengenai tashdiq 

terhadap berita rukyat, para ulama memperselisihkan jumlah pembawa berita. 

Imam Maliki dan Abu Hanifah: tidak boleh kurang dari dua orang yang adil, 

baik untuk memulai maupun menyudahi puasa. Kecuali jika langit tertutup 

awan, persaksian satu orang dapat diterima. Imam as-Syafi‟i: untuk memulai 

puasa cukup dengan persaksian satu orang,tetapi untuk menyudahi puasa harus 

dengan persaksian minimal dua orang, lihat Abd Salam Nawawi, Rukyat 

Hisab..., 71. 
39 Hasil rukyat hanya dapat ditolak dengan syarat; pertama, jika para ahli 

hisab dengan dasar-dasar yang qath‟i (pasti) sepakat tidak adanya Imka>n al-
rukyah (dapat dirukyat);kedua, jika jumlah ahli hisab mencapai batas 

mutawatir. Lihat Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 39. 
40 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 24-25. 
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1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah 

(BHR) telah menyepakati kriteria Imka>n al-rukyah sebagai berikut: 

(1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah minimal 2° dihitung 

menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan 

minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal 3°. Kriteria tersebut 

diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 

2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah 

(BHR) telah menyepakati kriteria imkan arrukyat sebagai berikut: 

(1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah minimal 2° dihitung 

menggunakan hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan 

minimal 8 jam atau elongasi minimal 3°.
41

 Kriteria tersebut 

berdasarkan penelitian Malaysia atas hasil rukyat di wilayah 

Asean
42

. 

Kriteria Imka>n al-rukyah bukan dimaksudkan untuk 

menggantikan rukyat, tetapi sebagai instrumen untuk mengecek 

laporan rukyatul hilal, sehingga tidak semua laporan observasi hilal 

                                                             
41 Rupi‟i Amri, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas 

Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. 

Lihat juga Sakirman, “Menelisik Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, Hunafa: 

Jurnal Studia Islamika Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389. 
42

 Uum Jumsa, Ilmu Falak (Panduan Praktis Menetukan Hilal), 

(Bandung:HUMANIORA, cet 1, 2006), 5. Memang persoalan Imka>n al-rukyah 

ini adalah persoalan yang amat nisbi karena banyaknya variabel yang 

mempengaruhinya. Syeckh Mahmud di dalam  kitab Natijah-nya, sebagaimana 

dikutip di dalam Fathur Raufil Mannan, menyebutkan bahwa ahli-ahli hisab 

mutaakhirin memberikan kriteriaImka>n al-rukyah manakala tinggi hilal minimal 

2
o
. KH Sya‟rani Abdul Hamid, dari Modung Bangkalan, bahkan pernah 

mengalami hilal berhasil dirukyat, padahal menurut hasil hisabnya tinggi hilal 

hanya sebesar 1 derajat, lihat Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab..., 70 dan 96. 
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diterima begitu saja
43

. Apabila secara ilmiah terdapat 

perkembangan mengenai standar ukuran kriteria Imka>n al-rukyah, 

bagi NU tidaklah menjadi masalah karena yang menjadi dasar 

bukan kriteria Imka>n al-rukyah tetapi hasil rukyat di lapangan atau 

ẓuhur al-hilāl.44 Hasil rukyat yang dipandu hisab penyerasian serta 

menggunakan pendekatan Imka>n al-rukyah ini berlaku satu wilayah 

hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku 

bagi seluruh wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan walaupun 

berbeda matla’ secara astronomis
45

, meskipun keputusan ini 

berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.
46

 Jelasnya, rukyat yang 

dianut NU adalah rukyat nasional dalam bingkai NKRI.
47

 

                                                             
43 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 27 Oktober 2017 
44 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 19. 
45 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 44. 
46 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 20. 
47 Secara empirik permukaan Bumi sesudah Matahari terbenam paska 

ijtimak di setiap akhir bulan, selalu terbagi dua, yakni kawasan yang mengalami 

penampakan hilal dan kawasan yang tidak mengalami penampakan hilal. 

Karena itu daerah-daerha di dalam kawasan yang mungkin  mengalami 

penampkakan hilal bisa memasuki bulan baru berdasarkan rukyat hilal, 

sedangkan daerah-daerah yang berada di luarnya harus memasuki bulan baru 

berdasarkan istikmal. Kawasan rukyat dan non rukyat tersebut dipisah secara 

dikotomik oleh garis matla’. Dengan bantuan ilmu hisab garis tersebut dapat 

ditentukan posisinya dengan cermat. Boleh jadi garis tersebut pada kenyataanya 

membelah kampung-kampung yang dihuni kaum muslimin menjadi dua bagian. 

Jika dipedomani secara ketat, maka penghuni dua rumah yang hanya berjarak 

sejauh lemparan batu harus merayakan „idul fitri pada hari yang berbeda karena 

wilayah domisili keduanya dipisah oleh garis matla’, lihat Abd Salam Nawawi, 

Rukyat Hisab..., 99-100. 
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Setelah laporan hasil rukyat masuk dan dikontrol secara 

astronomi, maka di PBNU sebetulnya sudah bisa langsung disimbolkan 

dengan keluarnya ikhbar. Namun, NU menghendaki agar penentuan 

awal bulan kamariah dengan metode rukyat ini tidak hanya dilakukan 

oleh NU, harapannya bisa berlaku untuk seluruh umat Islam di 

Indonesia, sedangkan yg punya kewenangan utk memaksa menurut fikih 

siyasah adalah al ima>matul ‘udhma> (الامامة العظمى) yaitu negara, yang 

pelaksanaan otoritasnya kepala negara didelegasikan kepada Menteri 

Agama dilakukan dengan sidang isbat, karena itu NU kemudian 

memberikan partisipasi dan kontribusi mengikuti sidang isbat dengan 

harapan hasil rukyatnya ini bisa dijadikan pedoman oleh pemerintah, 

sehingga bisa berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, ini adalah tahap 

yang ketiga.
48

 

Abd Salam Nawawi menyampaikan, dalam sidang isbat dapat 

mengambil putusan secara aklamasi dalam dua keadaan. Pertama, dalam 

keadaan posisi Bulan menurut hisab sudah memenuhi syarat untuk 

melahirkan hilal (imka>n al-rukyah) dan ada laporan bahwa hilal berhasil 

dirukyat. Kedua, dalam keadaan posisi Bulan menurut hisab masih di 

bawah ufuk dan tidak ada laporan yang sah bahwa hilal berhasil 

dirukyat. Sebaliknya, sidang isbat tidak bisa mengambil putusan secara 

aklamasi dalam dua keadaan pula. Pertama, dalam keadaan Bulan 

menurut hisab sudah memenuhi syarat untuk melahirkan hilal, tetapi 

tidak ada laporan bahwa hilal berhasil dirukyat. Kedua, dalam keadaan 

Bulan menurut hisab sudah di atas ufuk tetapi tidak memenuhi syarat 

                                                             
48

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
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untuk melahirkan hilal, dan tidak ada laporan yang sah bahwa hilal 

berhasil dirukyat. Jika sidang, untuk keadaan pertama ini, memutuskan 

esok harinya sebagai tanggal 1 bulan baru, maka NU tidak bisa 

menerima putusan itu dan memilih jalan istikmal. Sedangkan untuk 

keadaan kedua, kalau sidang isbat memutuskan istikmal, maka 

Muhammadiyah yang menetapkan esok harinya sebagai awal bulan 

baru.
49

 NU berpendapat, bahwa isbat yang didasarkan pada dalil rājih 

yakni berdasarkan pada rukyat dan hisāb berlaku bagi seluruh umat 

Islam di Indonesia dan mengatasi perbedaan
50

 yang merupakan amanat 

dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004.
51

 

                                                             
49 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab..., 145. 
50 Menurut konsep al-imāmat al-uẓmā pula, ketika Menteri Agama telah 

mengisbatkan yang didasarkan kepada tuntunan Rasulullah saw. yakni atas 

dasar rukyat al-hilāl bi al-fi’li atau istikmāl, maka isbat mempunyai daya paksa 

mengatasi segala perbedaan dan berlaku untuk seluruh kaum muslimin dalam 

NKRI, lihat A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 27. 
51 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri dalam wawancara di 

kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 

2018. Diceritakan oleh K. H.  A. Ghazalie Masroeri bahwa latar belakang 

keluarnya fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang sidang isbat harus 

diputuskan beradasarkan rukyat dan hisab, bermula pada tahun 2003 diadakan 

ijtima‟ ulama yang kemudian dibentuk setere komite, dalam pelatihan ini yang 

menjadi ketua adalah A. Ghazalie Masroeri. Beliau menyadari bahwa yang 

hadir dalam acara tersebut tidaklah dari organisasi NU semata, maka supaya 

para ahli hisab juga terakomodir diputuskanlah sidang isbat harus berdasarkan 

rukyat dan hisab. Meskipun terlihat sederhana, tetapi keputusan ini tidak 

gampang, karena terjadi perdebatan penulisan dalam naskah, “hisab dulu atau 

rukyat dulu menulisnya ?”,  Masroeri menyampaikan harus rukyat terlebih 

dahulu. Sedangkan tokoh ahli hisab membantah bahwa harus hisab dulu atas 

dasar ada ilmu dahulu baru dipraktekan, kemudian dibantah kembali oleh 

Masroeri bahwa pengalaman dulu baru muncul ilmu. Perdebatan tersebut terus 

memanas hingga akhirnya sampai pada pertanyaan dalil apa yang dipakai, ahli 

hisab menyampaikan Yunus ayat 5 sebagai dalil landasan mereka, dan Masroeri 

menyampaikan al-Baqarah ayat 189 sembari berkata,”di dalam mushaf mana 



68 

Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengeluarkan 

ikhbar, ini adalah tahap keempat. Ikhbar merupakan sikap NU 

menilai secara jernih sesuai degan pedoman yg dipegang NU
52

. 

Ikhbar PBNU ini memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal, 

dan Zulhijah. 

2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan 

rukyat. 

3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan 

dengan mengabaikan rukyat. 53
 

Walaupun NU ikut andil dalam sidang isbat, tetapi ikhbar 

NU tidak selamanya mengikuti hasil isbat pemerintah, pada saat 

tertentu bisa berbeda. Dalam hal isbat Menteri Agama mengabaikan 

rukyat, maka kedudukan ikhbar PBNU mempunyai nilai isbat, 

yakni dapat berlaku umum bagi umat Islam di Indonesia.
54

 

Empat tahap ini merupakan proses penentuan awal bulan 

kamariah NU khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. 

                                                                                                                                        
dulu nulisnya ?”. Thomas Djamaluddin menambahkan fatwa ini menegaskan 

bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan 

sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-

masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri. 

Selengkapnya lihat https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-

membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/ diakses tanggal 17 Mei 2018 pukul 

9.36 WIB. 
52 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
53 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 28. 
54

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/
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Adapun sisa bulan lainnya cukup melalui 3 (tiga) tahap saja, tanpa 

adanya sidang isbat.
55

 Dalam praktek di lokasi rukyat, tahap 

pertama adalah melakukan perhitungan menurut data koordinat 

setempat, sehingga hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan 

pada tahap kedua yaitu pelaksanaan rukyat untuk mengarahkan 

pandangan atau teropong ke titik dimana posisi hilal berada. 

Selanjutnya, hasil pelaksanaan rukyat dilaporkan kepada Lembaga 

Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) untuk 

diikhbarkan/ diinformasikan kepada seluruh umat islam di 

Indonesia, jika berhasil dan telah memenuhi syarat Imka>n al-rukyah 

maka malam tersebut sudah masuk tanggal 1 bulan baru, sedangkan 

jika hasil rukyatnya berhasil tetapi tidak memenuhi syarat Imka>n al-

rukyah atau tidak ada laporan yang berhasil melihat hilal maka 

malam tersebut digenapkan menjadi tanggal 30.
56

 

C. Penolakan-penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Imka>n al-

rukyah dari Tahun 1998-2017 

Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal konsisten dengan 

rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah
57

, dalam prakteknya 

sekarang NU sudah maju selangkah. Muktamar NU ke-27 tahun 

1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU tahun 1987 di 

                                                             
55 Wawancara dengan  Nahari Muslih di kediaman beliau pada tanggal 

24 Febuari 2018 
56 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri pada tanggal 22 

Febuari 2018, wawancara dengan Nahari Muslih pada tanggal 24 Febuari 2018 

dan wawan cara dengan K. Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018. 
57

 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul 

Ulama, (Jakarta: LF PBNU, 2006), V. 
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Cilacap memutuskan untuk menempatkan hisab sebagai pembantu 

dalam melaksanakan rukyat. Perkembangan implementasinya, NU 

mulai memfungsikan hisab sebagai pengontrol keabsahan rukyat
58

, 

yaitu menggunakan kriteria Imka>n al-rukyah dengan indikator 

minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau jarak 

Matahari-Bulan 3 derajat
59

. NU menolak keabsahan hasil rukyat 

bila menurut hisab Bulan masih belum melahirkan hilal
60

, sehingga 

tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima oleh PBNU
61

, 

dimana PBNU sebagai pemegang wewenang ikbar/inforomasi
62

 

Penolakan kesaksian rukyat pertama terjadi pada tahun 

1998
63

. Dijelaskan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 

                                                             
58

 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah 

(Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal), (Surabaya:Diantama dan Lajnah 

Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004), 146. 
59 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 19. 
60 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 146. Secara astronomis, 

kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai 

keredupan 8 magnitudo dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari 

antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan 

kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang 

dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, 

walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan 

faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar. Lihat 

Arino Bemi Sado, “ Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender 

Hijriah”, dimuat dalam ISTINBATH, Vol 13, No 1 (2014), 27. 
61 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 27 Oktober 2017 
62 Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan 

Awal Muharram 1439 H/2017 M, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 8. 
63 Ahmad Wahidi, “Menyatukan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di 

Indonesia”, Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 2, 

Desember 2011, 89. Lihat juga Slamet Hambali, “Fatwa Sidang dan Penyatuan 
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tahun 1998 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M, 

bahwa ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 3 orang 

di Cakung Jakarta Timur dan 3 orang di Pantai Prapat Tunggal 

Bawean. Adapun data hisab menurut Badan Hisab dan Rukyat 

Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas 

Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan 

Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, 

Almanak Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad 

dan Persatuan Umat Islam menyatakan bahwa ijtimak akhir 

Ramadan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 

1998 pukul 13.02 WIB, sementara menurut Almanak Chairiyah Al-

Mansuriyah menyatakan bahwa ijtimak terjadi pada pukul 12.46 

WIB. Berdasarkan waktu terjadinya ijtimak tersebut, maka 

ketinggian hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0 derajat 

sampai dengan 1 derajat 45 menit. Oleh karena itu, laporan tersebut 

ditolak karena laporan tersebut diragukan, hilal masih di bawah 

batas minimal Imka>n al-rukyah dan laporan hasil rukyat yang 

demikian dianggap tidak kuat. pemerintah menetapkan 1 Syawal 

1418 jatuh pada hari Jumat tanggal 30 Januari 1998 atas dasar 

istikmal dan menolak kesaksian rukyat.
64

Dalam Surat Keputusan 

                                                                                                                                        
Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional Penyatuan 

Kalender Hijriyah:Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif 

Ilmiah, (Semarang: Elsa Press, 2012), 138-139. Lihat juga Thomas 

Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan 

Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, Bandung: Kaki Langit, 2005, 61. 
64 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 dalam 

Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhiijah, 1381 H-

1432 H/1962 M-2011 M, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal 
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Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 635/A.II.03.b/1/1998 

tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1418 H. 

Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul 

hilal PBNU/ Lembaga Falakiyah di daerah-daerah lokasi rukyat 

pada hari Rabu malam 28 Januari 1998 M melaporkan bahwa hilal 

tidak berhasil dilihat
65

. Atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan 

awal Syawal 1418 H jatuh pada hari Senin tanggal 30 Januari 1998 

M.
66

  

Penolakan kedua terjadi pada tahun 2001
67

, tepatnya dalam 

menentukan awal bulan Zulhijah 1421 H/ 2001 M. Terdapat 

                                                                                                                                        
Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, 2011, h. 263-266. Jika melihat catatan Slamet Hambali, kasus 1 

Syawal 1418 H merupakan salah satu kasus yang menarik. Pasalnya, PBNU 

saat itu mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jumat tanggal 30 Januari 

1998 M sementara PWNU Jawa Timur mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh 

pada Kamis 29 Januari 1998 M. PBNU saat itu menolak kesaksian rukyat 

karena posisi hilal masih di bawah imka>n al-rukyah sementara PWNU Jawa 

Timur menerimanya. Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang dan Penyatuan 

Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional Penyatuan 

Kalender Hijriyah:Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif 

Ilmiah, (Semarang: Elsa Press, 2012), 138.  
65 Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal 

tidak berhasil dilihat. 
66 Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 28 Januari 1998 M. 
67 Ghozalie Masroeri menjelaskan, pada jaman presiden Abdurrahman 

Wahid (Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, ikhbar PBNU dengan 

isbatnya pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H. PBNU 

menolak kesaksian rukyat, karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi 

tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, umur bulan baru 2
j 

52
m 

48
d
, 

hanya elongasi yang sudah mencapai 4
o 
13‟ 18,8”. Wawancara dengan K. H. A. 

Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada 

tanggal 22 Febuari 2018.  
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laporan bahwa hilal berhasil dilihat oleh H. Hafidz AR, BA 

(Muhammadiyah Blitar), K. Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. 

Maftuh, SH (Hakim PA Trenggalek), Abd Salam (Kandepag Kota 

Blitar), Drs. Abd Azim (Pondok Pesantren Team Rukyat), drs. 

Munibal Al-Fathah (Pondok Pesantren Jamseran Kediri) hilal 

terlihat pada jam 17:57 WIB lama hilal terlihat sekitar 3-5 menit 

posisi hilal miring ke kiri, lokasi di Pantai Serang Panggung Rejo, 

Blitar. Atas dasar rukyat tersebut, pemerintah melalui Menteri 

Agama menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada  hari Sabtu tanggal 24 

Februari 2001, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 

Maret 2001. Ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 47 Tahun 2001 tentang penetapan Idul Adha tanggal 10 

Zulhijah 1421 H/ 2001 M, dijelaskan bahwa Badan Hisab dan 

Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, 

Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, 

Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak 

Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 

(PERSIS), menyatakan bahwa ijtimak akhir Zulkaidah 1421 

H/2001 M jatuh pada hari Jum‟at tanggal 23 Februari 2001 sekitar 

pukul 15:21 WIB, sementara menurut Almanak Al-Chairiyah Al-

Mansyuriyah Jakarta, ijtimak jatuh pada pukul 13:21 WIB. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, posisi hilal di seluruh 

wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara 0
o
 53‟ sampai 

dengan 2
o
 36‟.

68
 Walaupun pada tanggal 29 Zulkaidah 1421 H/ 23 

                                                             
68

 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 293-296. 
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Februari 2001 terdapat kesaksian bahwa hilal dapat dilihat di Blitar, 

PBNU menolak kesaksian tersebut, karena menurut perhitungan, 

posisi hilal di lokasi tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, 

umur bulan baru 2
j 
52

m 
48

d
, hanya elongasi yang sudah mencapai 4

o 

13‟ 18,8”. Penolakan tersebut dapat dipahami dari Surat Keputusan 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 535/A.II.03/2/2001 

tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyat bil fi‟li awal 

Zulhijah 1421 H. Memperhatikan laporan Tim Rukyatul Hilal PP. 

Lembaga Falakiyah NU tentang penyelenggaraan rukyatul hilal bil 

fi‟li pada hari Jum‟at tanggal 23 Februari 2001 di daerah-daerah 

lokasi rukyat ternyata tidak berhasil melihat hilal
69

. Dengan 

demikian umur bulan Zulkaidah 1421 H tigapuluh hari (istikmal). 

Atas dasar istikmal, NU menetapkan awal bulan Zulhijah jatuh 

pada hari Ahad tanggal 25 Februari 2001 dan Idul Adha jatuh pada 

hari Selasa tanggal 6 Maret 2001 M.
70

 

Tepat satu tahun selanjutnya, yaitu dalam menentukan awal 

Zulhijah 1422 H menjadi penolakan PBNU yang ketiga
71

. Dalam 

ikhbar PBNU dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Februari 2002 NU 

melaksanakan rukyatul hilal di 34 (tigapuluh empat) lokasi, antara 

lain Kenjeran (Surabaya), Ambet (Pamekasan), Tanjung Kodok 

                                                             
69

 Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal 

tidak berhasil dilihat. 
70 Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijjah 1421 H 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Februari 2001 M. 
71 Penolakan tersebut dapat dilihat dari Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 47 Tahun 2001  dalam Keputusan Menteri Agama ..., 307-309 dengan 

ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama tanggal 12 Februari 2002 M. 
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(Tuban), Tanjung Awar-awar (Tuban), Pantai Marina (Semarang), 

Pantai Binangon (Rembang), Prapat Tunggal (Bawean), Pelabuhan 

Ratu (Sukabumi) ternyata tidak berhasil melihat hilal
72

. Sementara 

itu, dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2002 

tentang penetapan Idul Adha Tanggal 10 Zulhijah 1422H / 2002 M 

dijelaskan terdapat laporan hilal berhasil dilihat dari lokasi rukyat 

Cakung Jakarta Timur oleh 3 orang saksi, yaitu H. M. Labib, umur 

20 tahun, santri pesantren al-Huzimiyah Cakung, Mugni Hujdi, 

umur 22 tahun, santri pesantren al Huzimiyah cakung dan Ahmad 

Zain, umur 22 tahun, santri al-Huzimiyah Cakung. Pemerintah 

menerima kesaksian tersebut dan menetapkan awal Zulhijah jatuh 

pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002
73

. Sedangkan NU menolak 

kesaksian tersebut karena lokasi rukyat Cakung memiliki banyak 

kelemahan dan dinilai tidak layak sebagai tempat rukyat
74

 ditambah 

                                                             
72 Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 12 Februari 2002 M. 
73 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 307-309. 
74 Di antara kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut;Pertama,Cakung berjarak 10 km dari laut dan merupakan dataran 

rendah. Kedua,Cakung sudah sejak lama dinilai tidak layak dijadikan tempat 

rukyat karena sudah banyak gedung bertingkat. Ketiga, Metode yang dipakai 

dalam perhitungan adalah Sullam an Nayyirain yang tingkat akurasinya rendah, 

dan tidak digunakan oleh LF PBNU dan Kementrian Agama. Keempat, 

Perukyat di Cakung tidak pernah melakukan rukyat, yang ada adalah ilhaq, dan 

orang-orang yang disebut perukyat hanya itu-itu saja. Kelima, Hakim yang 

menyumpa adalah hakim wilayah Jakarta Utara, padahal Cakung berada di 

wilayah Jakarta Timur. Keenam, Pejabat Kementrian Agama yang selalu 

menyertai di lokasi itu selalu dari pejabat Kementrian Agama Jakarta Utara. 

Ketujuh, Tidak pernah berhubunga dengan PBNU, padahal 2 orang ahli falak 
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lagi menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat hilal belum 

mencapai batas minimal kriteria imka>n al-rukyah yaitu baru 

mencapai 1
o 

53‟ 25,5”, umur bulan 3
j 
32

m 
24

d 
dan elongasi 4

o 
39‟ 

15,4”. Namun, karena pemerintah menetapkan awal Zulhijah 

berdasarkan rukyatul hilal bukan berdasarkan hisab, maka NU 

menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002, 

sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama dilaksanakan 

pada hari Jum‟at tanggal 22 Februari 2002. 

Penolakan ketiga terjadi pada tahun 2006
75

. Rukyat di 

Gebang Bangkalan oleh tim rukyat hilal PCNU kota Surabaya yang 

dinyatakan berhasil melihat hilal oleh KH. M. Djaelani Chudlori, H. 

Achmad Ichsan, H. Abd. Azis, Satur Hadi, Zakaria dan Nasir dan 

sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Bangkalan serta di Pantai 

Cakung, Jakarta yang melihat adalah Bp. Musdi, H. M. Moch. 

Labib, Djihan dan Achmad Zain,  sebagaimana dimuat dalam 

ikhbar PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006 untuk 1 

                                                                                                                                        
dari warganya menjadi tim pengendalian rukyat LF PBNU. Lihat Lajnah 

Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah Falakiyah..., 21. 
75 Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ..., 139. Lihat juga Lajnah 

Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah Falakiyah ..., 10. 

Lihat juga T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua 

Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam https:// tdjamaluddin. 

wordpress.com/category/2-hisab- rukyat/page/12/? iframe= true& preview= 

true%2Ffeed%2F diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Ahmad Syafi‟i 

Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniah Cakung pada saat 

diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2006 tersebut terdapat perbedaan 

dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah 

begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. Wawancara 

dengan Ahmad Syafi‟i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018. 
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Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2006
76

. 

Hilal terlihat pada pukul 17:38 WIB atau 17:35 WIB selama 10 

sampai 30 detik dan sebagai pendukung rukyat tersebut perukyat 

menggunakan data hisab metode Sullam al-Nayyirain
77

. Ketika 

sidang isbat tengah berjalan, laporan tersebut disampaikan oleh 

PWNU Jawa Timur ke PBNU bahwa  rukyatul hilal di Bangkalan 

pada pukul 17:38 WIB berhasil dilihat. Selanjutnya, LFNU 

meneruskan laporan dari Bangkalan ini ke Departemen Agama 

tanpa melalui dan tidak diketahui oleh fungsionaris NU yang 

sedang mengikuti jalannya sidang isbat disebabkan adanya 

gangguan teknis komunikasi dan dalam sidang isbat tidak ada 

pembicaraan mengenai rukyat di Bangkalan. Satu jam setelah 

selesai sidang isbat baru diketahui oleh fungsionaris NU yang hadir. 

Jadi, yang mengesampingkan laporan tersebut pada saat sidang 

isbat adalah Departemen Agama, bukan LFNU/PBNU
78

. Namun 

demikian, PBNU akan tetap menolak kesaksian rukyat yang belum 

memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah sekalipun kesaksian tersebut 

dilaporkan pada saat sidang isbat sedang berlangsung dan yang 

bersaksi sudah disumpah
79

. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 

                                                             
76 Ikhbar hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H PWNU Jawa Timur 

pada tanggal 22 Oktober 2006. 
77 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah ..., 11-12. 
78 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah ..., 10. 
79

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 



78 

2006 dilakukan pengkajian hasil rukyat di Bangkalan yang 

menghasilkan bahwa hasil rukyat tersebut dinilai sebagai rukyat 

yang bermasalah.
80

 Penolakan tersebut dapat dipahami dari isi Surat 

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 

692/A.II.03/10/2006 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal 

Syawal 1427 H. Dalam rangka penentuan awal Syawal 1427 H, 

maka Tim Rukyatul Hilal PBNU/Lembaga Falakiyah pada hari 

Minggu, 22 Oktober 2006 M telah melakukan Rukyat bil Fi‟li di 

daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, dan ternyata hilal tidak 

berhasil dilihat
81

. Atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal 

Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 

M
82

. Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 

tahun 2006 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H, bahwa 

perhitungan yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat 

Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan ijtima‟ 

akhir Ramadan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 

2006 M sekitar pukul 12:14 WIB, posisi hilal pada saat terbenam di 

Wilayah Indonesia Timur masih di bawah ufuk dan sebagian 

Wilayah Indonesia Barat hilal sudah di atas ufuk, antara -0
o 

30‟ 

                                                             
80 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah ..., 11. 
81 Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal 

tidak berhasil dilihat. 
82

 Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 2006 M. 
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sampai 1
o
. Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H 

jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.
83

 

Penolakan keempat terjadi pada tahun 2007
84

. Pada saat itu 

Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang 

isbat menetapkan 1 Syawal 1428 H, jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 

Oktober 2007 M, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat 

dari Cakung, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal
85

. 

Ijtimak akhir Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 

2007 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H 

sekitar pukul 12.02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal 

tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah, dan 

sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, 

sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal di bawah ufuk, sedangkan 

                                                             
83 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 Tahun 2006  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 367-371. 
84 Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ..., 140. Thomas Djamaluddin 

menjelaskan bahwa NU mau berubah, kembali menerapkan imkan rukyat 

seperti tahun 1418/1998. Pada Idul Fitri 1427/2006, 1428/2007, dan 1432/2011 

NU menolak kesaksian Cakung yang sering kontroversial karena tidak mungkin 

ada rukyat saat bulan terlalu rendah. Bahkan NU kini sudah melengkapi diri 

dengan fasilitas hisab-rukyat yang canggih seperti NUMO (NU Mobile 

Observatory) dan fasilitas lainnya untuk menghindari salah lihat dalam 

mengamati hilal. Lihat T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita 

Semua Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam https:// 

tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab- rukyat/page/12/? iframe= true & 

preview =true%2Ffeed%2F diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Ahmad 

Syafi‟i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniah Cakung pada 

saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2007 tersebut terdapat 

perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh 

pemerintah. Wawancara dengan Ahmad Syafi‟i Abdul Hamid pada tanggal 14 

Juni 2018. 
85 Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ..., 140. 
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sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat ( NTB, Bali, 

Jawa dan Sumatera) di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 

sampai dengan 0 derajat 45 menit.
86

 Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) mengikhbarkan bahwa 1 Syawal 1428 H jatuh pada 

hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. Ikhbar ini sama dengan 

keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian 

rukyat dari Cakung karena dinilai kesaksian tersebut belum 

memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah dan dianggap bertentangan 

dengan hisab muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. 

Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa 

Timur tidak lagi membuat ikbar.
87

 

Penolakan kelima terjadi pada tahun 2011
88

, tepatnya dalam 

mengawali 1 Syawal 1432 H. Lokasi rukyat di pantai Kartini dan 

Cakung melaporkan berhasil melihat hilal. Pada saat itu Menteri 

Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat 

menetapkan 1 Syawal 1432 H., atas dasar istikmal dan menolak 

                                                             
86 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2007  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 385-389. 
87 Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ..., 140. 
88 Lihat T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua 

Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam https://tdjamaluddin. 

wordpress.com/category/2-hisab- rukyat/page/12/?iframe= true&preview= 

true%2Ffeed%2F diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Lihat juga Slamet 

Hambali, “Fatwa Sidang ..., 140. Ahmad Syafi‟i Abdul Hamid selaku ketua 

Lajnah Falakiyah al-Husiniah Cakung pada saat diwawancara membenarkan 

bahwa pada tahun 2011 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana 

kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah begitu juga disampaikan oleh 

M. Labib selaku orang yang bersaksi. Wawancara dengan Ahmad Syafi‟i Abdul 

Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018. 
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kesaksian rukyat dari Cakung dan Jepara
89

. Tim rukyat hilal di 

Pondok Pesantren al-Husainiah Kampung Baru Cakung Jakarta 

Timur yakni H. Maulana Latif, Nabil Ss dan Rian Apriano dengan 

motode masing-masing mengaku melihat hilal. Namun, menurut 

KH. Maulana Kamal Yusuf, ternyata petugas dari Pengadilan 

Agama Jakarta Timur yang saat itu juga berada di lokasi, tidak 

bersedia mengambil sumpah ketiga saksi yang telah melihat hilal. 

Bahkan ia meninggalkan tempat rukyat sebelum mengambil 

sumpah. Akhirnya, KH. Maulanan Kamal Yusuf (Rois Suriah 

PWNU DKI Jakarta) bersama dengan Habib Rizieq Shihab (Ketua 

FPI) dan KH Mahfud Assirun (Pimpinan Ponpes al-itqon) 

mengambil sumpah ketiga saksi tersebut. Hasil rukyat cakung itu 

kemudian disampaikan oleh Ahmad Jauhari (Direktur Urusan 

Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementrian Agama) di depan 

Sidang Isbat. Namun, ditolak Pemerintah
90

. Sementara di Jepara, 

Posisi hilal diketahui oleh Saeful Mujab (merupakan tim rukyat dari 

                                                             
89  Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa pengamat di Cakung dan 

Jepara mendasarkan pada hasil hisab taqribi (perhitungan aproksimasi yang 

lebih usang dari hisab wujudul hilal) yang menyatakan bulan sudah di atas 3 

derajat, sehingga sudah memungkinkan bisa dirukyat. Mereka berani disumpah 

karena merasa yakin itu bisa dirukyat dan merasa melihat hilal. Tetapi berani 

disumpah bermakna tidak berbohong, walau belum tentu benar. Lihat T. 

Djamaluddin, “Wujudul Hilal Tidak Ada Dasar Pembenaran Empiriknya” 

dalam https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab- rukyat/page/12/? 

iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 

WIB. 
90 Muhammad Nuh, “Di Balik “Permainan” Penentuan Idul Fitri 1432 

H”,dalam https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/di-balik-

permainan- dalam-penentuan-idul-fitri.htm#.Ww4hhDSFPIU diakses  tanggal 

30 Mei 2018 pukul 10:40 WIB. 

https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-%20rukyat/page/12/?%20iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F
https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-%20rukyat/page/12/?%20iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F
https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/di-balik-permainan-%20dalam-penentuan-idul-fitri.htm#.Ww4hhDSFPIU
https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/di-balik-permainan-%20dalam-penentuan-idul-fitri.htm#.Ww4hhDSFPIU
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akademisi dan juga dosen sekolah tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Kudus ) disebelah kiri Matahari pada pukul 17.39 selama 

5 detik dengan mata telanjang tanpa bantuan alat
91

.  Data hisab 

menyatakan, bahwa ketinggian hilal saat Matahari terbenam masih 

di bawah kriteria Imka>n al-rukyah sehingga kesaksian rukyat 

tersebut ditolak. Namun, kali ini PWNU Jawa Timur tidak 

mengikbarkan tetapi menunggu PBNU melakukan sidang isbat 

dengan pemerintah dan hasilnya PBNU mengikbarkan bahwa 1 

Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011.
92

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 

tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1432 H, pemerintah 

menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 

Agustus 2011. Ijtimak menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada 

hari Senin, 29 Agustus 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 

Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10.04 WIB. Pada saat matahari 

terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah 

                                                             
91 Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di 

Pascasarjana UIN Walisongo. Diceritakan oleh Mashudi (Ketua MUI 

Kabupaten Jepara), pada saat pelaksanaan rukyat Senin Petang, secara legal-

formal prosesi rukyat telah selesai dilaksanakan dengan proses penglihatan 

sekitar 20 menit setelah Matahari terbenam untuk mencari hilal. Namun, tidak 

ada satu pun yang bersaksi melihat hilal, sehingga pelaksanaan rukyat ditutup 

dengan doa yang dipimpin beliau dan laporan bahwa hilal tertutup awan. 

Tetapi, tiba-tiba di tayangan running text televisi terdapat berita Jepara berhasil 

melihat hilal. Kesaksian tersebut justru tidak diketahui semua orang yang sama-

sama melaksanakan rukyat di lokasi tersebut. Wawancara bersama Mashudi di 

kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018. 
92

 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 27 Oktober 2017. Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 

11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo. 
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Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 0 derajat 08 

menit sampai dengan 1 derajat 53 menit
93

.  

Penolakan keenam terjadi pada tahun 2012
94

. Pada saat 

sidang isbat, laporan hilal berhasil dilihat  dari Cakung ditolak oleh 

NU dan Pemerintah, karena kesaksian tersebut dinilai merupakan 

rukyat yang bermasalah dan belum mencapai kriteria Imka>n al-

rukyah 95
. Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada 

hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 

1433 H jatuh pada hari Kamis, 19 Juli 2012 yang bertepatan dengan 

29 Syakban 1433 H sekitar pukul 11.24 WIB. Pada saat matahari 

terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh Indonesia di 

atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 30 menit sampai 

dengan 1 derajat 41 menit. Pemerintah mengistikmalkan bulan 

Syakban 1433 H dan menetapkan 1 Ramadhan pada Sabtu, 12 Juli 

2012.
96

 

                                                             
93 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011  dalam  

Keputusan Menteri Agama ..., 437- 441. 
94 Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ..., 142. Ahmad Syafi‟i Abdul 

Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniah Cakung pada saat 

diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 20012 tersebut terdapat 

perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh 

pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. 

Wawancara dengan Ahmad Syafi‟i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 

Juni 2018. 
95 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
96 Lihat Keputusan Menteri Agama No 99 Tentang Penetapan 1 

Ramadhan 1433 H. Lihat juga catatan Moedji Raharto, “Awal Ramadan dan 

Awal Syawal 1433 H” http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-

awal-syawal-1433-h/  diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 8:30 WIB. 

http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/
http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/
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Penetapkan 1 Ramadan 1434 H / 2013 M. menjadi 

penolakan kesaksian rukyat yang kedelapan
97

. Dalam sidang isbat 

kembali muncul laporan dari Cakung (Jakarta). Tiga anggota tim 

Cakung, masing-masing HM Labib, Nabil M, dan Afriyano, 

menyatakan telah melihat hilal pada Senin, 8 Juli 2013, pukul 17.52 

WIB di langit Cakung. Hilal dinyatakan terlihat selama 1,5 menit 

dengan tinggi 2,5 derajat. Terhadap Matahari, hilal itu berada di sisi 

kiri atasnya. Ketiga saksi mata ini telah diambil sumpahnya oleh 

Drs Amril L Mawardi, SH, MA, Ketua Pengadilan Agama Jakarta 

Timur. Namun, laporan yang dikirimkan ke forum sidang isbat 

ternyata ditolak. Tim Lakjnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama meneropong untuk melihat rukyat hilal di Jakarta dan di 

beberapa lokasi yang telah ditentukan hasilnya tidak melihat hilal. 

Seperti telah diduga sebelumnya, sidang isbat penetapan 1 

Ramadhan 1434 H akhirnya merekomendasikan kepada Menteri 

Agama RI untuk menyatakan 1 Ramadhan 1434 H di Indonesia 

bertepatan pada Rabu, 10 Juli 2013.
98

 Dalam Keputusan Menteri 

                                                             
97 Muh Ma'rufin Sudibyo, “Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (Lagi-lagi) 

Ditolak” dimuat di Kompas.com  pada tanggal  17Juli 2013, selengkapnya 

https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.

Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak diakses tanggal 17 Mei 2018 Pukul 9.32 WIB 
98 Muh Ma'rufin Sudibyo, “Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (Lagi-lagi) 

Ditolak” dimuat di Kompas.com  pada tanggal  17Juli 2013, selengkapnya 

https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.

Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak diakses tanggal 17 Mei 2018 Pukul 9.32 WIB. Ahmad 

Syafi‟i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniah Cakung pada 

saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2013 tersebut terdapat 

perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh 

pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. 

https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak
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Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 

Ramadan 1434 H menyatakan bahwa ijtimak terjadi pada tanggal 8 

Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H, sekitar 

pukul 14:16:06 WIB dengan ketinggian hilal pada saat Matahari 

terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara -0
o 

56‟ sampai 0
o 

38‟.
99

  

Penolakan kesaksian rukyat kesembilan terjadi pada tahun 

2017
100

. Tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H 

berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah yang 

diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 terdapat 1 pos 

(lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang menyatakan berhasil 

melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah Gedung ponpes Baitul 

Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa 

hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan 

menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin 

Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU justru menolak kesaksian 

tersebut dan melakukan istikmal,
101

 sehingga terjadi perbedaan awal 

bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain 

sepakat jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU 

                                                                                                                                        
Wawancara dengan Ahmad Syafi‟i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 

Juni 2018. 
99 Keputusan Menteri Agama No 132 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 

1434 H. 
100 Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan 

Awal Muharram 1439 H/2017 M, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5. 
101

 Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan 

Awal Muharram 1439 H/2017 M, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5. 
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melalui LFNU mengikhbarkan jatuh pada hari Jum‟at, 22 

September 2017. 

Penolakan hasil rukyat 1 Muharram 1439 H ini sempat 

menjadi viral. Padahal jika dilihat dari ritual ibadah pada bulan 

tersebut tidaklah sebesar bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. 

Tetapi penolakan ini menjadi perbincangan anggota masyarakat NU 

khususnya dan para pemerhati ilmu falak pada umumnya. 

Alasannya, pertama, pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat (THR) 

beserta organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah, Persis 

sepakat bahwa 1 Muharram 1439 H jatuh pada Kamis, 21 

September 2017 karena menurut data perhitungan menyatakan di 

bagian Barat Indonesia telah memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah.
102

 

Kedua, orang yang berhasil melihat hilal adalah orang yang selama 

ini kesaksiannya selalu diterima oleh PBNU dan dijadikan penentu 

atas dasar rukyat sebagai masuknya bulan baru, kredibilitasnya 

berdasarkan pengalaman rukyat tidak diragukan, tetapi karena di 

lokasi rukyat tersebut posisi hilal belum mencapai kriteria Imka>n 

al-rukyah maka PBNU menolak kesaksian tersebut dan melakukan 

istikmal. 

Dapat dipahami bahwa penolakan Nahdlatul Ulama 

terhadap kesaksian rukyat di bawah Imka>n al-rukyah dari tahun 

1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 

                                                             
102

 Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo 

pada tanggal 29 September 2017. Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul 

hilal awal Muharram 1439 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 23 September 

2017 M. Pada saat itu, ikhbar PBNU telat karena mendiskusikan terkait laporan 

kesaksian rukyat dari Pasuruan Jawa Timur. 
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2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Kesaksian 

rukyat tersebut dilaporkan dari 6 lokasi rukyat, yaitu Pantai Prapat 

Tunggal Bawean Jawa Timur (5
o
50‟56,52” LS 112

o
39‟45,01 BT), 

Cakung Jakarta Timur (6
o
9‟35,22” LS 106

o
55‟52,18 BT), Pantai 

Serang Panggung Rejo Blitar (8
o
19‟53,66” LS 112

o
13‟22,58 BT), 

Gebang Bangkalan Madura (6
o
59‟20,7” LS 112

o
47‟22,7 BT), 

Pantai Kartini Jepara (6
o
35‟20,76” LS 110

o
38‟41,80 BT) dan 

Pasuruan Jawa Timur (7
o
39‟39,68” LS 112

o
54‟48,17 BT). Dari 6 

lokasi tersebut, Cakung Jakarta Timur sebanyak 7 kali 

menyampaikan bahwa hilal dapat dilihat, yaitu pada tahun 1998, 

2002, 2006, 2007, 2011, 2012, dan 2013 sedangkan sisa lokasi 

rukyat lainnya hanya sekali melaporkan hilal dapat terlihat. 

Tabel 1 
Penolakan Kesaksisan Rukyat 

No. Tahun 

Penolakan dalam Penetapan 

Sidang  

Isbat PBNU Pemerintah PBNU 

1 1998  - Istikmal Istikmal 

2 2001 -  Tidak Istikmal Istikmal 

3 2002 -  Tidak Istikmal Tidak Istikmal 

4 2006    - Istikmal Istikmal 

5 2007   -  Istikmal Istikmal 

6 2011   -  Istikmal Istikmal 

7 2012    - Istikmal Istikmal 

8 2013    - Istikmal Istikmal 

9 2017  -   Tidak Istikmal Istikmal 

Sementara menurut perhitungan kontemporer di masing-

masing lokasi rukyat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1998 M 

dalam mengawali Syawal 1418 H, menurut hisab, data hilal di 

lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur adalah ketinggian hilal dari 
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horizon 0
o 
20‟ 3,8”, umur Bulan 5

j 
13

m 
48

d 
dan elongasi 3

o 
52‟ 48,6”. 

Sedangkan di lokasi rukyat Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa 

Timur ketinggian hilal 0
o 
9‟ 31”, umur Bulan 4

j 
51

m 
36

d 
dan elongasi 

3
o 

44‟ 28”. Kemudian, pada tahun 2001, tepatnya dalam 

menetapkan 1 Zulhijah 1421 H, ketinggian hilal  1
o 
36‟ 30,4”, umur 

Bulan 2
j 
31

m 
48

d 
dan elongasi 4

o 
10‟ 0,6” di lokasi rukyat Pantai 

Serang Panggung Rejo Blitar. Dan satu tahun kemudian, yaitu 1 

Zulhijah 1422 H di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur, data hilal 

menunjukan ketinggian hilal 1
o 
53‟ 25,5”, umur bulan 3

j 
32

m 
24

d 
dan 

elongasi 4
o 
39‟ 15,4” 

Selanjutnya, pada penolakan ketiga tahun 2006 dalam 

mengawali Syawal 1427 H, data hisab menunjukan bahwa 

ketinggian hilal 0
o
16‟ 19,2”, umur Bulan 5

j 
6

m 
36

d 
dan elongasi 

3
o
51‟ 6” di lokasi Gebang Bangkalan Madura dan di Cakung 

ketinggian hilal 0
o
19‟ 57”, umur Bulan 5

j 
28

m 
48

d 
dan elongasi 3

o
57‟ 

57,8”. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007 di lokasi Cakung 

Jakarta Timur melaporkan bahwa hilal dapat dilihat, dimana 

menurut data hisab di lokasi tersebut tinggi hilal 0
o
8‟ 14,1”, umur 

Bulan 5
j 
42

m 
36

d
 dan elongasi 4

o 
24‟ 15,4”. 

Pada tahun 2011 dalam mengawali bulan Syawal 1432 H, 

data hisab menunjukan bahwa di lokasi Pantai Kartini Jepara  

ketinggian hilal 1
o
20‟ 14,5”, umur Bulan 7

j 
31

m 
48

d 
dan elongasi 

mencapai 
 
6

o
34‟ 30,8”. Sedangkan di lokasi Cakung Jakarta Timur 

ketinggian hilal 1
o
23‟25,8”, umur Bulan 7

j 
46

m 
12

d
 dan elongasi 

mencapai 6
o
40‟ 14,9”. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2012 di 

lokasi Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat 
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dilihat, sementara data hisab menunjukan ketinggian hilal 1
o
22‟ 

29,8”, umur Bulan 6
j 
25

m 
48

d
 dan elongasi 5

o
17‟ 16,7”. Di tahun 

berikutnya, dalam rukyat 29 Syakban 1434 H / 2013 M, kembali 

Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat dilihat, 

sementara data hisab menunjukan ketinggian hilal 0
o
19‟ 47,6”, 

umur Bulan 3
j 
33

m 
36

d
 dan elongasi 4

o
47‟ 15,1”. 

Dalam menetapkan 1 Muharram 1439 H / 2017 M, NU 

kembali menolak kesaksian rukyat. Laporan disampaikan dari 

lokasi rukyat Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan 

krampyangan kota Pasuruan. Data hisab tanggal 29 Zulhijah 

menunjukan ketinggian hilal di lokasi tersebut adalah 1
o
34‟ 15,5”, 

umur Bulan 4
j 
52

m 
48

d
 dan elongasi 3

o
56‟ 58,4”. 

Tabel 2 

Data Hilal di Lokasi Rukyat yang Ditolak 
No. Lokasi Rukyat Tahun Tinggi Hilal Umur Bulan Elongasi 

1. Cakung 1998 0
o 
20‟ 3,8” 5

j 
13

m 
48

d
 3

o 
52‟ 48,6” 

2. Bawean 1998 0
o 
9‟ 31” 4

j 
51

m 
36

d
 3

o 
44‟ 28” 

3. 
Pantai Serang 

Blitar 
2001 1

o 
36‟ 30,4” 2

j 
31

m 
48

d
 4

o 
10‟ 0,6” 

4. Cakung 2002 1
o 
53‟ 25,5” 3

j 
32

m 
24

d
 4

o 
39‟ 15,4” 

5. Gebang Bangkalan 2006 0
o
16‟ 19,2” 5

j 
6

m 
36

d
 3

o
51‟ 6” 

6. Cakung 2006 0
o
19‟ 57” 5

j 
28

m 
48

d
 3

o 
57‟ 57,8” 

7. Cakung 2007 0
o
8‟ 14,1” 5

j 
42

m 
36

d
 4

o 
24‟ 15,4” 

8. Pantai Kartini 2011 1
o
20‟ 14,5” 7

j 
31

m 
48

d
 6

o
34‟ 30,8” 

9. Cakung 2011 1
o
23‟ 25,8” 7

j 
46

m 
12

d
 6

o
40‟ 14,9” 

10. Cakung 2012 1
o
22‟ 29,8” 6

j 
25

m 
48

d
 5

o
17‟ 16,7” 

11. Cakung 2013 0
o
19‟ 47,6” 3

j 
33

m 
36

d
 4

o
47‟ 15,1” 

12. Pasuruan 2017 1
o
34‟ 15,5” 4

j 
52

m 
48

d
 3

o
56‟ 58,4” 

 
Dari data di atas, dapat dipahami bahwa memang betul data 

hilal pada saat pelaksanaan rukyat belum mencapai kriteria Imka>n 

al-rukyah, sehingga kesaksian pada saat itu ditolak dan dianggap 
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sebagai rukyat yang bermasalah. Namun, jika diperhatikan lebih 

seksama, ternyata elongasi Bulan dari 9 kasus penolakan sudah 

melewati batas minimal Imka>n al-rukyah yang hanya 3
o
, semua 

tempat rukyat menunjukan data elongasi di atas 3
o 

bahkan ada yang 

mencapai 2 kali lipat batas minimal Imka>n al-rukyah, yaitu 6
o
. 
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BAB IV 

ALASAN DAN IMPLIKASI PENOLAKAN KESAKSIAN 

HASIL RUKYAT 

A. Alasan Imka>n al-rukyah Dijadikan Dasar Penolakan Kesaksian 

Rukyat 

Berangkat dari kasus perbedaan dalam mengawali 1 Syawal 

tahun 1412 H (1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M) 

antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dan Pemerintah, 

rukyat yang menjadi pedoman penetapan NU mulai dipertanyakan 

validitasnya. Pada tahun 1992, NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada 

hari Sabtu 4 April 1992, sedangkan pemerintah dan  

Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari 

Ahad 5 April 1992, kemudian tahun 1993 NU menetapkan Idul Fitri 

jatuh pada hari Rabu 24 Maret 1993, sedangkan pemerintah dan 

Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari 

Kamis 25 Maret 1993, dan pada tahun 1994 NU menetapkan Idul 

Fitri jatuh pada hari Ahad 13 Maret 1994, sedangkan pemerintah 

dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari 

Senin 14 Maret 1994.
1
 

                                                             
1 Susiknan Azhari, Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-

NU, (Yogayakarta : Museum Astronomi Islam, 2012), 141. Perbedaan ini 

disebabkan karena perbedaan pendekatan. Pendekatan ahli hisab adalah 

empirikal-objektif, sedangkan pendekatan ahli fikih (rukyat) adalah legal-

formal. Pendapat seorang ahli hisab adalah benar manakal dapat dibuktikan 

secara empirik-objektif. Sebaliknya pendapat ahli fikih adalah benar manakala 

didasarkan atas dalil atau bukti yang secara legal-formal sah. Ahli hisab 

berpendirian bahwa hilal tidak mungkin dirukyat karena ketinggiannya masih di 

bawah ambang batas imkan ar-rukyat. Sementara ahli fikih tidak berani 
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Pada saat itu, menurut hasil hisāb Haqīqī Tahqīqī dan 

kontemporer menunjukkan bahwa ijtimak menjelang awal bulan 

Syawal 1412, 1413, dan 1414 H terjadi sebelum Matahari terbenam 

sedang ketinggian hilal masih di bawah ufuk (negatif)
2
, akan tetapi 

berdasarkan laporan dari Tim Rukyatul Hilal yang menyatakan hilal 

dapat terlihat, NU menerima kesaksisan tersebut dan menetapkan 

malam itu sudah masuk tanggal 1 Syawal
3
. Pada akhirnya dalam 

rangka meningkatkan kualitas hasil rukyat, NU mulai mengadopsi 

hisāb sebagai pembantu dengan asas ta’aqqulī. Sikap ini kemudian 

ditetapkan secara formal melalui SK PBNU No. 311/ A.II. 03/I / 

1994.
4
 

Namun perlu diperhatikan, dalam perspektif NU, dasar 

rukyat al-hilāl ini menjadi asas pokok bagi penetapan awal bulan 

                                                                                                                                        
menolak kesaksian terlihatnya hilal karena saksi-saksinya secara formal yuridis 

memenuhi syarat, lihat Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab di Kalangan NU 

Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal), 

(Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004), 41-42. 
2
 Susiknan Azhari, Kalender Islam..., 145. Secara astronomis, 

kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai 

keredupan 8 magnitudo dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari 

antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan 

kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang 

dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, 

walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan 

faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar. Lihat 

Arino Bemi Sado, “ Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender 

Hijriah”, dimuat dalam ISTINBATH, Vol 13, No 1 (2014), 27 
3 Susiknan Azhari, Kalender Islam..., 146-150.  
4 SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional 

Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi‟li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam 

Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, 

(Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14. 
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Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yaitu asas ta’abbudī atau asas 

kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh nas yang terdapat 

dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang rukyat al-hilāl. Adapun 

untuk kesempurnaannya, NU menerapkan asas ta’aqqulī atau asas 

penalaran, yakni menggunakan ilmu hisāb atau astronomi dengan 

pendekatan imkān ar-rukyat (yang tertuang dalam bentuk Almanak) 

sebagai instrumen dan pemandu rukyat, dan bukan sebagai 

pengganti rukyat.5
 

Semula, pelaksanaan rukyat sangatlah sederhana. Pada 

tanggal 29 Sya‟ban dan Ramadan saat Matahari terbenam, umat 

Islam mendatangi pantai-pantai dan gunung-gunung atau tempat 

tinggi lainnya untuk melihat hilal di atas ufuk sebelah Barat tanpa 

mengetahui posisi hilal itu sendiri. Bahkan, arah pandanganpun 

tidak tertuju pada posisi tertentu, namun tertuju pada arah yang 

berbeda-beda. Ada yang melihat ke titik Barat, ada yang ke arah 

agak Selatan atau ke Utara. Hilal awal bulan yang masih tipis, tidak 

begitu kontras dengan langit yang melatar belakanginya dan cepat 

terbenam setelah terbenamnya Matahari, sehingga sangat sulit 

untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, ditambah lagi arah 

pandangan yang tidak tertuju pada posisi hilal dimana ia berada. 

Kemudian, setelah umat Islam mengenal ilmu falak, serta bisa 

memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyat hilal secara 

bertahap mengalami perkembangan. Kini pelaksanaan rukyat tidak 

lagi didasarkan pada perkiraan semata, namun sudah didasarkan 

                                                             
5
 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif 

NU, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2011), 1 dan 19. 
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pada perhitungan-perhitungan para ahli hisab. Perhitungan-

perhitungan yang menyatakan berapa derajat ketinggian hilal di atas 

ufuk, berapa jauhnya dari posisi Matahari, berapa lamakah ia 

berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam, berapa besarkah 

bagian hilal yang dapat dilihat, menghadap ke arah manakah hilal 

tersebut dan data lainnya, sangat membantu keberhasian 

pelaksanaan rukyat.
6
  

Perkembangan implementasinya, NU mulai memfungsikan 

hisab sebagai pengontrol keabsahan rukyat
7
. Ketetapan NU 

menjadikan hisāb sebagai pengontrol ini menjadi pedoman untuk 

memilah hasil rukyat al-hilāl yang sah dan yang tidak sah. Secara 

syar’ī sikap NU ini didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami 

yang menyatakan bahwa syahadat (kesaksian melihat hilal) dapat 

ditolak jika ahli hisāb sepakat memustahilkannya, dan dapat 

diterima jika para ahli hisāb masih memperselisihkannya
8
, sehingga 

                                                             
6 Lihat Ditbinbapera Islam, “Hisab dan Rukyat Permasalahannya di 

Indonesia”, dalam Selayang Pandang  Hisab Rukyat (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan 

Peradilan Agama, 2004), 1-2. 
7 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 146. 
8  

والذي ٌخجه منه أن الحساب إن احفق أهله على أن مقذماحه قطعٍت و كان المخبزون منهم بذلك 

 (.٣٨٣ص  ٣اج: ج خعذد الخىاحز ردث الشهادة وإلا فلا. )ححفت المح

Yang dituju dari padanya ialah bahwa hisāb itu apabila para ahlinya 

sepakat bahwa dalil-dalilnya qaṭ’ī (pasti) dan orang-orang yang memberitakan  

mengumumkan) hisāb tersebut mencapai jumlah mutawatir maka 

persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian maka tidak ditolak.” Lihat 
Ibn Hajar al- Haitami, Tuḥfat al-Muḥtāj bī Syarḥ al-Minhāj, juz 3, (Mesir : at-

Tijariyah al-Kubro, 1983), 382. Maksud dari ahli hisab mencapai batas 

mutawatir adalah kriteria imka>n al-rukyah yang sudah disepakati oleh 
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tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima oleh NU
9
. NU 

menolak keabsahan hasil rukyat bila menurut hisab Bulan masih 

belum melahirkan hilal
10

. 

Pendapat Ibn Hajar al-Haitami ini adalah jalan tengah yang 

ditawarkan ketika hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab
11

. 

Apabila terjadi rukyat tersebut bertentagan denga hisab qath‟i maka 

rukyat tersebut harus ditolak/tidak diterima, sebab rukyat itu 

berdasarkan hissi (pandangan mata), sedangkan hissi statusnya 

dhanni. Yang dimaksud dengan hisab qath‟i ialah apabila tercapai 

kesepakatan diantara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab 

mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat dirukyat pada tempat 

tersebut. Sebaliknya, apabila ahli hisab berselisih maka rukyat 

dimenangkan. Sebab di sini berarti terjadi perlawanan antara dua 

dhan (rukyat) dan satu dhan (hisab). Maka yang dimenangkan tentu 

                                                                                                                                        
MABIMS yang menyatakan bahwa kemungkinan hilal dapat dilihat dengan 

indikator 2 derajat tinggi hilal, 8 jam umur bulan sejak ijtimak atau 3 derajat 

elongasi.  
9
 Thomas Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab 

Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, Bandung: Kaki Langit, 

2005, hal. 114. 
10 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 146. 
11 Sementara itu, aliran yang menjadikan hasil hisab sebagai pegangan 

berpendirian bahwa kalau ada orang bersaksi telah melihat hilal, sementara 

menurut hisab tidak mungkin, maka kesaksiannya ditolak. Penghulu aliran ini 

adalah Imam al-Subki, al-„Abbdi, dan al-Qalyubi. Bertolak belakang dengan 

aliran itu ialah aliran jumhur ulama yang dengan tegas menyatakan la ‘ibrata li 

qaul al-hussab (pendapat ahli hisab tidak diperhitungkan). Pegangan mereka 

adalah hasil rukyat secara mutlak. Hanya saja mereka belum menyepakati 

jumlah minimal saksi hilal yang memadai. Ada yang berpendapat satu orang 

sudah memadai, ada juga yang berpendapat harus dua orang, lihat Abd Salam 

Nawawi, Rukyat Hisab ..., 39-40. 
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yang memiliki dua dhan (rukyat). Dengan adanya pertentangan 

dikalangan ahli hisab berarti ada dua dhan dalam rukyat, yaitu satu 

dhan dari pihak yang menyatakan rukyat dan satu dhan lagi dari 

pihak ahli hisab yang menyatakan tidak mustahil rukyat.
12

 

Hisab pengontrol yang dipegangi oleh NU sekarang ini 

adalah kriteria Imka>n al-rukyah. Kriteria Imka>n al-rukyah yang 

dipakai oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada 

tanggal 24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota 

Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria Imka>n al-

rukyah sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah 

minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit 

tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda 

Azimut minimal 3°. Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, 

yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, 

rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati 

kriteria imkan arrukyat sebagai berikut: (1) Tinggi hilal mar’i di 

lokasi perukyah minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit 

tahqiq/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi 

minimal 3°.
13

 

                                                             
12 Lihat Ibrahim Hosen, “Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut 

Islam dan Permasalahannya”, dalam Selayang Pandang  Hisab Rukyat (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat 

Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 32-33. 
13 Rupi‟i Amri, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas 

Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. 

Lihat juga Sakirman, “Menelisik Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, Hunafa: 

Jurnal Studia Islamika Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389. 
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Oleh karena itu, 9 (sembilan) kasus penolakan yang dilakukan NU 

dari tahun 1998-2017 yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 

2012, 2013 dan 2017, semuanya data hilal pada saat pelaksanaan rukyat 

di lokasi rukyat tersebut belum mencapai Imka>n al-rukyah, maka 

kesaksian tersebut ditolak dan dianggap sebagai rukyat yang bermasalah. 

Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama menuturkan bahwa rukyat di lokasi 

Cakung memiliki beberapa kelemahan, sehingga yang disebut sebagai 

hilal berhasil dilihat adalah bukan cahaya hilal sebenarnya melainkan 

cahaya benda di sekitar ufuk karena polusi cahaya dari daerah sekitar. 

Di antara kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut;Pertama,Cakung berjarak 10 km dari laut dan merupakan 

dataran rendah. Kedua,Cakung sudah sejak lama dinilai tidak layak 

dijadikan tempat rukyat karena sudah banyak gedung bertingkat. Ketiga, 

Metode yang dipakai dalam perhitungan adalah Sullam an Nayyirain 

yang tingkat akurasinya rendah, dan tidak digunakan oleh LF PBNU dan 

Kementrian Agama. Keempat, Perukyat di Cakung tidak pernah 

melakukan rukyat, yang ada adalah ilhaq, dan orang-orang yang disebut 

perukyat hanya itu-itu saja. Kelima, Hakim yang menyumpa adalah 

hakim wilayah Jakarta Utara, padahal Cakung berada di wilayah Jakarta 

Timur. Keenam, Pejabat Kementrian Agama yang selalu menyertai di 

lokasi itu selalu dari pejabat Kementrian Agama Jakarta Utara. Ketujuh, 

Tidak pernah berhubungan dengan PBNU, padahal 2 orang ahli falak 

dari warganya menjadi tim pengendalian rukyat LF PBNU.
 14

 

                                                             
14 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 

1427 H, (Jakarta: LF PBNU 2006), 21. 
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Oleh karena itu, Kementrian Agama dalam sidang isbat 

mengabaikan Cakung. Atas dasar itu, tidak tepat menggunakan Cakung 

sebagai dasar dalam ikhbar sebagai telah berhasil melihat hilal. 

Selain itu, penolakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama dengan 

mengadopsi kriteria Imka>n al-rukyah (kemungkinan hilal dapat dilihat) 

ini bukan tanpa alasan, karena selain memperhitungkan wujudnya hilal 

di atas ufuk, dalam hisab Imka>n al-rukyah juga memperhitungkan 

faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal seperti 

ketinggian hilal, posisi hilal dari arah Matahari, dan pembiasan cahaya, 

serta mempertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan 

rukyat
15

. Adapun alasan NU memilih kriteria Imka>n al-rukyah sebagai 

hisab pengontrol dan menjadikan dasar penolakan kesaksian rukyat 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas Rukyat. 

Rukyat yang berkualitas adalah rukyat yang secara astronomis 

dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan
16

. Adanya laporan 

bahwa hilal berhasil dilihat dalam mengawali Syawal tahun  1412 H 

(1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M) yang kemudian 

oleh NU dijadikan dasar penentuan awal bulan kamariah dan 

                                                             
15 Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat : Telaah Syariah, Sains 

dan Teknologi, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, h. 32 
16 Rukyatulhilal yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, 

Syawal dan Zulhijjah adalah rukyat yang mu’tabar, yakni rukyat yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, selengkapnya lihat 

Jayusman, “Isyarat Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam al-Qur‟an; 

Mencermati Perbedaan Kriterian dan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah 

di Indonesia”, Al-Dzikra Vol. 5 No. 9 Juli - Desember Tahun 2011, 19-21. 
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menyebabkan perbedaaan antara NU dan pemerintah, secara 

astronomis rukyat tersebut tidak dapat dibenarkan dan 

dipertanggungjawabkan. Secara astronomis, sangatlah tidak 

mungkin hilal dapat terlihat pada saat Matahari terbenam, hilal 

sudah di bawah ufuk, bahkan sebelum Matahari terbenam, hilal 

sudah lebih dahulu terbenam. 

NU yang pada saat itu masih berpegang teguh pada dasar 

rukyat murni mulai dipertanyakan validitas hasil rukyat-nya. Maka 

kemudian, langkah yang ditempuh oleh NU dalam mewujudkan 

rukyat yang berkualitas adalah mengadopsi kriteria Imka>n al-

rukyah. Dengan kriteria ini, rukyat dapat dipertanggungjawabkan 

secara astronomis, digunakan untuk memilah hasil rukyat al-hilāl 

yang sah dan yang tidak sah. Ada beberapa hal yang mendukung NU 

dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas, diantaranya: 

a. Metode Hisab Tahkiki Tadkiki/Ashri 

Perbedaan yang terjadi antara NU dan Pemerintah pada 

tahun 1992,1993 dan 1994 disinyalir karena hisab yang 

digunakan adalah taqribi, tingkat akurasinya rendah dan belum 

menggunakan koreksi-koreksi, sehingga data hisab yang 

disajikan menyatakan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk 

dengan ketinggian yang cukup tinggi, maka terdapat laporan 

rukyat dari Jawa Timur dan Cakung yang kemudian dijadikan 

dasar atas masuknya bulan Syawal, padahal menurut data hisab 

kontemporer atau hisab hakiki yang memiliki tingkat akurasi 

tinggi, sudah menggunakan koreksi-koreksi justru posisi hilal 



100 

masih di bawah ufuk. Tidak heran pada saat itu ritual rukyat NU 

menjadi bahan cibiran dan cemoohan. 

Berangkat dari pengalaman tersebut, akhirnya NU berusaha 

meningkatkan kualitas rukyat. Salah satu caranya adalah dengan 

meninggalkan metode hisab taqribi secara keseluruhan dan 

beralih menggunakan metode hisab tahkiki tadkiki/ashri atau 

kontemporer. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa 

dalam menentukan awal bulan kamariah, NU melalui 4 (empat) 

tahap, dimana tahap pertamanya adalah hisab. Menurut NU, 

hisab dapat dijadikan sebagai pendukung dalam menentukan 

awal bulan kamariah, tidak sebagai penentu karena hisab sifatnya 

prediktif. 

b. NUMO 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan 

rukyat dijajaran perukyat Nahdiyyin, Lembaga Falakiyah 

Nahdlatul Ulama membuat sebuah sarana rukyat modern yang 

disebut NUMO, singkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile 

Observatory ataupun Nusantara Mobile Observatory. NUMO 

merupakan generasi kedua setelah Indonesia Mobile Observatory 

(IMO) yang diprakarsai oleh seorang pegiat astronomi, Hendro 

Setyanto, M.si. yang juga anggota Penelitian dan Pengembangan 

LFNU.
17

 

Dalam konteks program, NUMO akan menjadi program 

unggulan dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama khususunya 

                                                             
17

 Wawancara dengan Nahari Muslih di kediaman beliau pada tanggal 24 

Febuari 2018. 
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berkaitan dengan program pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya Ilmu Falak serta pelayanan masyarakat. Urgensi 

kehadiran NUMO menjadi penting ketika dihadapkan pada 

persoalan minimnya sebagian masyarakat yang “melek” IT dan 

pengayaan teori yang kadang tidak berbanding lurus dengan 

praktek. 

Dalam melaksanakan programnya, NUMO akan menjelajah 

dalam bentuk mobil yang dilengkapi dengan berbagai perangkat 

IT khususnya tentang dunia astronomi. NUMO merupakan 

wahana bergerak yang dirancang untuk melakukan penelitian, 

pendidikan dan sosialisasi ilmu falak (Rukyat dan Hisab) secara 

bersamaan. Untuk melaksanakan fungsinya, NUMO dilengkapi 

dengan perangkat penelitian astronomi dan sosialisasi sebagai 

berikut:
18

 

1) Teleskop APO yang dengan spesifikasi diameter < 100 mm 

dan panjang fokus < 500 mm merupakan teleskop yang 

optimal untuk keperluan rukyat sekaligus menikmati 

keindahan benda-benda langit, seperti permukaan Bulan, 

Matahari, gugus bintang, serta planet. Teleskop tersebut 

dipasang pada sebuah dudukan teleskop yang disebut Mount. 

2) Goto Mount merupakan  dudukan teleskop yang dilengkapi 

dengan kemampuan pointing dan tracking benda-benda 

langit secara otomatis. Pointing merupakan kemampuan 

                                                             
18 Lajnah Falakiyah PBNU, “Arship LF PBNU” di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat dan wawancara dengan K. H. A. Ghazalie 

Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 

22 Febuari 2018.  
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mount untuk menggerakan teleskop ke arah benda langit 

sedangkan tracking, merupakan kemampuan mount  untuk 

mengikuti gerak benda langit. 

3) Komputer kontrol yang terhubung dengan mount 

memungkinkan perukyat mengontrol pergerakan teleskop 

secara remote. Di samping itu komputer kontrol dapat 

digunakan untuk mengolah citra yang diperoleh dari detektor 

yang dipasang pada teleskop. 

4) TV 32 inch digunakan sebagai monitor komputer sehingga 

aktivitas untuk mengontrol gerak teleskop dan menampilkan 

objek yang dibidik oleh teleskop dapat dilihat bersama-sama. 

Hal ini merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran 

terhadap publik yang sangat efisien. 

5) Detektor merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi 

dalam bentuk citra. Detektor yang digunakan berupa kamera 

digital dan video CCD. 

6) Teleskop manual dimaksudkan untuk keperluan 

pembelajaran publik dan sosialisasi akan hakikat ilmu falak. 

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan baik 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ilmu falak. 

7) Theodolite digunakan untuk keperluan pengukuran arah 

kiblat dan juga rukyatul hilal. 

8) Navigator GPS yang merupakan perangkat digital yang 

dimaksudkan untuk menunjukan posisi (lintang-bujur). 

Informasi posisi yang akurat merupakan salah satu point 

penting yang menunjang kesuksesan pengamatan secara 
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digital. Disamping itu, sebagai sebuah Navigator perangkat 

tersebut dapat menuntun arah perjalanan NUMO menuju 

lokasi yang diharapkan dengan tepat. 

c. Rukyat Setiap Bulan Kamariah 

NU menetapkan bahwa penentuan awal bulan kamariah 

selain Ramadan dan Syawal adalah tetap berdasarkan rukyat 

berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan lain pada hadis 

nabi tentang rukyat dan adat kebiasaan masyarakat arab
19

. 

Dengan adanya almanak NU yang merupakan hasil dari hisab 

jama‟i atau hisab penyerasian dari berbagai hisab kontemporer 

dapat membantu LF PBNU untuk memberikan intruksi kapan 

dilaksanakannya rukyat, selain masing-masing lokasi rukyat juga 

sudah pasti melakukan perhitungan sendiri sebelum rukyat 

dilaksanakan. 

Ada intruksi ataupun tidak ada dari LF PBNU, warga 

Nahdlatul Ulama yang bertugas di lokasi-lokasi rukyat setiap 

tanggal 29 bulan kamariah pasti melaksanakan rukyat, 

bagaimanapun keadaaan hilalnya baik sudah di atas ufuk maupun 

di bawah ufuk
20

. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka 

pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar 

rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka 

malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan 

                                                             
19 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama 

RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementrian Agama RI, 2010), 34 
20

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
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kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru 

atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan 

sebelumnya)
21

. Ketika di bawah ufuk, rukyat dilaksanakan untuk 

mendapatkan dasar penetapan istikmal. 

d. Lokasi Rukyat 

 Rukyat yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama dalam 

setiap bulannya tidak kurang dari 59 lokasi rukyat yang tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia. lokasi-lokasi penyelenggaraan 

rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa di lokasi 

dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada 

waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara geografis dan 

astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat; c. 

Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat.
22

 Di 

bawah ini adalah nama lokasi rukyat yang konsisten 

melaksanakan rukyat, baik dalam menentukan bulan Ramadan, 

Syawal dan Zulhijah maupun bulan yang lainnya.
23

 

                                                             
21 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., v. Sebagai konsekuensi 

dari prinsip ta’abbudi, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi‟li di 

lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk 

atau di atas ufuk tapi belum mencapai Imka>n al-rukyah. Hal demikian 

dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem 

rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. 

Ahmad Junaidi, “Imkan al-Ru‟yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: 

Memadukan Ru‟yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam menentukan 

Kalender Islam”. Dimuat dalam Dialogia, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, hal. 197-198. 
22 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman 

Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama , (Jakarta: LF 

PBNU 2006), 16-17. 
23

 Lajnah Falakiyah PBNU, “Arship LF PBNU” di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat 
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Tabel 2 

Lokasi Rukyat Hilal Se-Indonesia 

No.  Lokasi Kota 

1 Pantai Pancur Banyuwangi 

2 Pantai Serang Blitar 

3 Bukit Banjarsari Blitar 

4 Satradar Auri Kabuh Jombang 

5 Pantai Tanjung Mulya Bawean 

6 Bukit Watukosek Pasuruan 

7 Pantai Tanjung Garindo Ambat Tlanakan Pamekasan 

8 Pantai Gebang Bangkalan 

9 Pelabuhan Taddan Sampang 

10 Bukit Congdrodipo Gresik 

11 Sunan Drajat Tanjung Kodok Lamongan 

12 PP. Matholiul Anwar Lamongan 

13 

Watoe Dhakon Observatory STAIN 

Ponorogo Ponorogo 

14 Gunung Sekekep Pulung Ponorogo 

15 Bukit G Sadeng Jember 

16 Bukit Wonocolo-Kedewan Bojonegoro 

17 

Masjid Jami' PP. Roudlotut Tholibin 

Sendangduwur Pacitan 

18 Pantai Kwagean Kediri 

19 Pantai Kanjeran Surabaya 

20 Pantai Camplong Sampang 

21 Pantai Ngliyep Malang 

22 Pantai Tanjung Tembaga Probolinggo 

23 Pantai Kalbut Situbondo 

24 Pantai Srau Pacitan 

25 Satuan Radar 222 Ploso Jombang 

26 IAIN Tulungagung Tulungagung 

27 Dermaga Pantai Baro, Gebang Cirebon 

28 Pantai Santolo Lapan Garut 

29 Pantai Pengempue Garut 

30 Gunung Tampomas Sumedang 

31 Gn. Babakan Banjar 

32 POB Cibeas Sukabumi 

33 Bosscha Lembang Bandung 

34 Pantai Eretan Indramayu 

35 Pulau Biawak Indramayu 
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36 POB Cidadap   

37 Pelabuhan Ratu Sukabumi 

38 Pantai Kartini Jepara 

39 POB Pedalen Kec. Ayah Kebumen 

40 MAJT Semarang Semarang 

41 Gedung J lantai 6 UMK Kudus Kudus 

42 Pantai Karang Jahe   

43 Pos Observasi Hilal gednung 2 lantai Lampung Selatan 

44 Pantai Selalau Kerui Lampung 

45 Dataran Tinggi Lemong Lampung 

46 POB Belabelu Yogyakarta 

47 Watu Amben (Bukit Brambang) Gunung Kidul 

48 Apartemen Season City Tower A lantai 32 Jakarta Barat 

49 

Masjid Al Musariin/Pesantren Al-Hidayah 

Basmol Jakarta Barat 

50 Pantai Karya Kep. Seribu 

51 Menara Banten 

52 Pantai Bayah Lebak 

53 Pantai Anyer   

54 Pantai Takisung Palaihari 

55 Lantai 7 Gedung Bank Kalsel Banjarmasin 

56 Dataran Sungai Buluh Amuntai 

57 Gedung Hisab Rukyat lt.3 Kubu Baya 

58 Lt. IX Anjungan Kantor Gubernur Sumut Medang 

59 Pantai Binasi Tapanuli Tengah 

 

2. Bersama-sama Mengawali Awal Bulan dengan Pemerintah 

Jika Pemerintah menetapkan awal Ramadan, Syawal dan 

Zulhijah beradasarkan landasan al-qur‟an dan al-sunah yakni rukyat, 

maka keputusan atau isbat pemerintah tersebut oleh Nahdlatul Ulama 

akan diikuti, sehingga NU dan Pemerintah bersama-sama memulai 

awal bulan. Namun, apabila keputusannya mengabaikan rukyat 

hanya berlandaskan hisab saja, maka NU akan berbeda dengan 

Pemerintah. Ini bukti bahwa NU berdiri sendiri, mempunyai dasar 

pegangan, bukan selalu mengikuti Pemerintah. Sikap NU ini tertuang 
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dalam ikhbar, dimana ikhbar dikeluarkan setelah NU ikut andil dalam 

sidang isbat. 

Ikhbar merupakan sikap NU menilai secara jernih sesuai 

degan pedoman yg dipegang NU
24

. Ikhbar PBNU ini memiliki 

fungsi sebgaia berikut: 

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal, 

dan Zulhijah. 

2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan 

rukyat. 

3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan 

dengan mengabaikan rukyat. 25
 

Walaupun NU ikut andil dalam sidang isbat, tetapi ikhbar NU 

tidak selamanya mengikuti hasil isbat pemerintah, pada saat tertentu 

bisa berbeda. Dalam hal isbat Menteri Agama mengabaikan rukyat, 

maka kedudukan ikhbar PBNU mempunyai nilai isbat, yakni dapat 

berlaku umum bagi umat Islam di Indonesia.
26

 

Disampaikan oleh Ghozalie Masroeri dan Nahari Muslih bahwa 

pada saat data hilal sudah mencapai kriteria imka>n al-rukyah namun 

tidak ada yang berhasil melihat hilal, sesuai perintah Nabi adalah 

harus diistikmalkan, sehingga apabila Pemerintah justru 

mengisbatkan berdasarkan hisab data hilal tersebut, maka NU akan 

                                                             
24 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
25 A. Ghazalie Masroeri, Penentuan ..., 28. 
26

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. 
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berbeda dengan Pemerintah. Perbedaan ini bukan berarti NU 

melawan Pemerintah dan tidak mengikuti kodifikasi Madza>hibul 

Arba’ah yang menyatakan isbat hakim (pemerintah) wajib diikuti 

karena dapat menghilangkan perbedaan. Perbedaan ini disebabkan 

karena pemerintah yang menetapkan awal bulan tidak sesuai dengan 

landasan al-qur‟an dan hadis dengan mengabaikan rukyat maka tidak 

wajib diikuti
27

. Sebagaimana dijelaskan dalam Musyawarah Nasional 

                                                             
27 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. Dan 

wawancara dengan Nahari Muslih tanggal 24 Februari 2018. Selanjutnya, 

Ghozalie menjelaskan bahwa sikap ini berlandaskan pada hadis Nabi tentang 

Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya. Tersurat dalam Shahih Bukhari, Muhammad Ibn 

Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, 

cet. 1, 1403 H), 612. 

رَيرَْةَ  َُ بِِ 
َ
مَِْ لََ ظِلَّ إلََِّ  عَيْ أ ُ فِِ ظِنٍِِّ يَ هْ اللََّّ ُُ ُ غَنَيٍِْ وسََنَّهَ كَالَ سَتْػَثٌ يظُِنُّ عَيْ النَّبِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَامُ امػَْادِلُ وشََ  ٍُ الِْْ ِ ظِنُّ ٍُ وُػَنَّقٌ فِِ الىَْسَاجِدِ وَرجَُلََنِ تَََاةَّا فِِ اللََّّ  فِِ غِتَادَةِ رَبٍِِّ وَرجَُلٌ كَنتُْ
َ
ابٌّ نشََأ

 َ خَافُ اللََّّ
َ
ةٌ ذَاتُ وٌَصِْبٍ وجََََالٍ فَلَالَ إنِِّّ أ

َ
ٍُ امْرَأ  وَرجَُلٌ اجْخَىَػَا غَنيٍَِْ وَتَفَرَّكَا غَنَيٍِْ وَرجَُلٌ طَنَتَخْ

ٌَاهُ حصََدَّ  َ خَالًِِا فَفَاضَجْ عَيْ ٍُ وَرجَُلٌ ذَكَرَ اللََّّ ٌُ خْفََ حَتََّّ لََ تَػْنهََ شِىَالُُُ وَا تٌُفِْقُ يىَِي
َ
رواه ) .قَ أ
 (البخاري

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: Tujuh golongan 

yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan 

kecuali naungan-Nya: (1) imam yang adail, (2) seorang pemuda yang tumbuh 

dewasa dalam beribadah kepada Allah, (3) seorang yang hatinya bergantung ke 

masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya 

berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang 

diajak berzina seorang perempuan yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu 

ia berkata, “sesungguhnya aku takut kepada Allah”. Dan, (6) seseorang yang 

bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa 

yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berzikir kepada 

Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” Hadis riwayat 

Bukhari. 
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Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada tanggal 13-16 

Rabiul Awwal 1404/ 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, 

Situbondo Jawa Timur bahwa: 

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal 

dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab 

menurut Jumhur Salaf bahwa tsubut awal Ramadan dan awal 

Syawal itu hanya birru’yah au itmamil adadi tsalatsina 

yauman.”28
 

 

Kriteria Imka>n al-rukyah merupakan kriteria yang dipakai oleh 

Pemerintah sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah. Pada saat 

ini, NU pun menggunakannya sebagai pengontrol rukyat untuk 

menghasilkan rukyat yang berkualitas. Namun, perlu diperhatikan 

bahwa NU bukan berarti underbook mengikuti pemerintah. Karena 

Imka>n al-rukyah merupakan hisab, dan hisab menurut NU tidak 

dapat dijadikan sebagai penentu. 

Pada prinsipnya, selama metode yang digunakan untuk 

menentukan awal bulan kamariah masih berbeda, maka perbedaan 

pun masih akan tetap terjadi. NU dan Pemerintah menggunakan 

                                                                                                                                        
Dari hadis ini, Ghozalie menekankan pada nomor 4, yaitu dua orang 

yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan 

berpisah karena-Nya. Ghozalie menjelaskan dua laki-laki ini bisa diartikan 2 

golongan, 2 pihak, 2 organisasi, 2 partai, 2 kubu yg bersetuju berkompak 

bercinta kasih termasuk suami istri itu didasarkan fillah bukan karena materi 

ataupun bagi-bagi kekuasaan, maka ketika fajtama’a, bukan karena materi 

karena memang menurut ajaran Allah sama, kalau tidak sama karena tidak 

sesuai degan ajaran Allah, begitu jadi NU tidak pernah mengikuti Pemerintah. 
28 Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 

Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah 

dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke 

Khittah Perjuangan 1926, (Semarang:Sumber barokah, 1985), 27. 
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metode yang berbeda. NU tetap dengan rukyat dibantu hisab Imka>n 

al-rukyah, sedangkan pemerintah murni hisab Imka>n al-rukyah. Di 

dalamnya ada kesamaan acuan dasar, yaitu Imka>n al-rukyah, 

sehingga potensi kebersamaan pun tinggi. Terbukti pada tahun 

1998,2002, 2006, 2007, 2011, 2012, dan 2013 NU dan Pemerintah 

bersama-sama mengawali bulan baru. Akan tetapi, ada perbedaan 

metode lain yang digunakan, yaitu rukyat, maka perbedaan pun 

terjadi pada tahun 2001 dalam menentukan awal Zulhijah 1421 H dan  

2017 dalam mengawali 1 Muharram 1439 H.  

Penyebab perbedaan tersebut adalah metode Imka>n al-rukyah 

pemerintah menerapkan konsep wilayatul hukmi, artinya apabila di 

suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai 

Imka>n al-rukyah maka pada malam itu sudah masuk bulan baru, 

sedangkan NU mengadopsi Imka>n al-rukyah bersifat lokal, artinya 

kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing lokasi 

rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga jika di 

daerah Barat sudah Imka>n al-rukyah tetapi di tempat rukyat 

berdasarkan hisab belum memenuhi Imka>n al-rukyah, maka 

kesaksian akan ditolak. Walaupun demikian, kecenderungan NU dan 

Pemerintah bersama-sama lebih besar dibandingkan perbedaan yang 

terjadi. 

3. Praktek di Lapangan 

Kriteria Imka>n al-rukyah MABIMS
29

 yang dianut oleh 

pemerintah dan diadopsi oleh NU, tersusun berdasarkan pengalaman 

                                                             
29 MABIMS merupakan himpunan Menteri Agama Brunei, Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura. 
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empirik pengamatan hilal awal Ramadan 1394 H/16 September 1974 

yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada 

indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan 

tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur 

bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, 

dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat 

untuk manusia rata-rata.
30

 

Sejak tahun 1964 yang tercatat di Departemen Agama (sekarang 

Kementerian Agama), sudah puluhan kali hilal dapat dilihat. Bahkan 

terjadi beberapa kali hilal di bawah 5
o 

dapat dilihat di berbagai 

tempat. Sebagai contoh, hilal awal Syawal 1404 H yang 

ketinggiannya sekitar 2
o 

dengan saat ijtimak jam 10.18 WIB, 29 Juni 

1984, dapat dilihat oleh: (1) Muhammad Arief, 33 tahun Panitera 

Pengadilan Agama Pare-Pare, (2) Muhadir, 30 tahun, bendahara 

Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah Hamid, 56 tahun Guru 

Agama Jakarta, (4) H.. Abdullah, 61 tahun, Guru Agama Jakarta, (5) 

K. Ma‟mur, 55 tahun, Guru Agama Sukabumi, (6) Endang Effensi, 

45 tahun, Hakim Agama Sukabumi.
31

 

4. Menghindari Orang-Orang yang Berlaku Manipulatif 

Menurut Ghozalie Masroeri, untuk menghindari orang-orang 

yang berlaku manipulatif penting adanya kriteria Imka>n al-rukyah. 

                                                             
30 Thomas Djamaluddin, Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab 

Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, (Bandung: Penerbit Kaki 

Langit, 2005), 61. 
31 Lihat Wahyu Widiana, “Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia”, 

dalam Selayang Pandang  Hisab Rukyat (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas 

Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 

2004), 29-30. 
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Sebab, rukyat diperbolehkan adalah rukyat yang dalam prosesnya 

benar-benar membidik dan melihat hilal secara langsung, baik 

menggunakan alat bantu modern seperti teleskop maupun dengan 

mata telanjang. Tidak dibenarkan rukyat dengan melihat ke cermin 

atau air karena yang dilihat bukanlah hilal secara langsung melainkan 

pantulannya, ini dapat menimbulkan kekeliruan bahwa yang 

dianggap cahaya hilal ternyata cahaya polusi di sekitar lokasi.
32

 

Dengan adanya kriteria Imka>n al-rukyah, maka ketika ada 

laporan hilal dapat terlihat dan memiliki bukti berupa foto, padahal 

menurut hisab hakiki tadkiki ashri atau kontemporer data hilal 

menunjukan masih di bawah Imka>n al-rukyah, kesaksian tersebut 

dapat ditolak. Lain halnya ketika data hilal sudah mencapai Imka>n al-

rukyah, langkah selanjutnya adalah menguji keorisinilan rukyat 

tersebut. Sebagai contoh Ghozalie Masroeri menyampaikan bahwa 

ada kiriman foto dari lokasi rukyat Masjid Agung Jawa Tengah, 

kemudian dipertanyakan apakah orisinil atau tidak, kalau orisinil apa 

yang menjadi indikator orisinilitasnya. Setelah diteliti dan dikontrol 

ternyata dalam proses rukyatul hilal tersebut hasil foto merupakan 

                                                             
32 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. Lihat juga 

LF PBNU, Pedoman Rukyat ..., 18 dan 29. Dijelaskan oleh Ma‟ruf Amin bahwa 

pada prinsipnya Syariah tidak menolak keikutsertaan IPTEK dalam proses 

penentuan awal dan akhir Ramadan, selama tidak bertentangan dengan syariah 

atau mengabaikan petunjuk yang telah diberikan syariah. Namun syariah tidak 

menuntut sejauh itu supaya tidak memberatkan umat, selengkapnya lihat K.H. 

Ma‟ruf Amin, “Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut 

Pandangan Syariah dan Sorotan IPTEK” dalam Rukyah dengan Teknologi 

(Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan 

Syawal), (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), 74. 
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tangkapan langsung dari lubang pengintai teleskop tanpa adanya 

olahan citra yang dapat memanipulasi sesuatu (hilal) yang tidak ada 

menjadi ada.
33

 

Pada dasarnya, NU tidak mematok kriteria 2 derajat tinggi hilal, 

3 derajat elongasi dan 8 jam umur Bulan. Karena MABIMS 

menentukan kriteria tersebut dan ternyata secara empirik ada warga 

NU yang dapat melihat hilal pada kriteria itu, maka oleh NU kriteria 

tersebut dijadikan sebagai pengontrol untuk mewujudkan rukyat yang 

berkualitas. Adapun tawaran kriteria baru dengan indikator tinggi 

hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, NU menolaknya, karena pada 

akhirnya kriteria tersebut akan meninggalkan rukyat dan 

menggantinya dengan hisab.  

 

B. Implikasi Penolakan Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria 

Imka>n al-rukyah Terhadap Konsistensi Rukyat Sebagai Penentu 

Awal Bulan Kamariah 

Nahdlatul Ulama (NU) masih dikenal sebagai pengawal 

rukyat. Tetapi sekarang NU sudah maju selangkah. Muktamar NU 

ke-27 tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU tahun 

1987 di Cilacap memutuskan untuk menempatkan hisab sebagai 

pembantu dalam melaksanakan rukyat
34

. Pandangan NU yang 

menempatkan hisāb sebagai pembantu ini pada akhirnya 

melahirkan lima konsekuensi: Pertama, bahwa meskipun hilal 

                                                             
33 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018. 
34 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 146. 
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menurut hisāb sudah imkān al-rukyat, tetapi kalau faktanya tidak 

ada yang berhasil melihat hilal, maka bulan yang sedang berjalan, 

menurut NU, digenapkan (istikmāl) 30 hari. Kedua, bahwa hitungan 

hari ke-29 untuk pelaksanaan rukyat tidaklah mengacu pada urutan 

hari berdasarkan istikmāl tersebut, melainkan pada hitungan hari 

berdasarkan hisāb imkān al-rukyat35
. Ketiga, bahwa meskipun hilal 

menurut hisāb tidak mungkin dilihat, NU tetap melakukan rukyat 

untuk mendapatkan dasar bagi penetapan istikmāl. Keempat, bahwa 

hisāb pada prinsipnya dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memilah hasil rukyat al-hilāl yang sah dan yang tidak sah. Kelima, 

bahwa hisāb juga bisa digunakan sebagai dasar penetapan wilayah 

berlakunya akibat hukum rukyat al-hilāl.36
 

Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan awal 

bulan kamariah ini memiliki implikasi. Tampak jelas dari catatan sejarah 

semula NU menjadikan rukyat murni sebagai dasar penentu dengan 

konsekuensi setiap kesaksian rukyat selalu diterima, kini mulai 

mengadopsi kriteria imka>n al-rukyah sebagai pengontrol sah dan 

                                                             
35 Pendapat kedua ini disampaikan oleh Abd Salam Nawawi atas dasar 

kekhawatianya apabila data hilal menunjukan sudah memenuhi imka>n al-rukyat 

bahkan lebih besar sedangkan pada saat rukyat tidak ada yang berhasil melihat 

hilal yang kemudian bilangan bulan tersebut digenapkan menjadi 30, maka ada 

kemungkinan rukyat di bulan selanjutnya adalah tanggal 28 menurut hitungan 

istikmal dan tanggal 29 menurut hisab kontemporer, yang pada akhirnya umur 

bulan selanjutnya bisa jadi  hanya28 hari, lihat Abd Salam Nawawi, Rukyat 

Hisab ..., 63. Pendapat ini bertentangan dengan yang disampaikan Ghozalie 

Masroeri dan Nahari Muslih, bahwa hitungan hari ke 29 (malam ke-30) 

terhitung dari bulan yang sedang berjalan, lihat A. Ghazalie Masroeri, 

Penentuan ..., 24 dan wawancara dengan Nahari Muslih tanggal 24 Februari 

2018. 
36 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 91-92. 
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tidaknya kesaksian rukyat. Secara garis besar, perkembangan ini 

memiliki 2 implikasi, yaitu implikasi positif dan negatif. 

1. Implikasi Positif 

a. Meningkatnya Kualitas Rukyat 

Rukyat yang berkualitas adalah tujuan NU dari 

dijadikannya kriteria imka>n al-rukyah sebagai dasar penolakan 

kesaksian rukyat, sehingga dapat memilah antara rukyat yang sah 

dan tidak sah. Adapun indikator suatu rukyat dikatakan 

berkualitas yaitu apabila rukyat tersebut memenuhi persyaratan al-

qur‟an dan as-sunnah (fikih) dan didukung oleh perhitungan 

astronomi yang berkualitas.
37

 

Adapun rukyat yang dapat diterima adalah apabila 

memenuhi syarat:
38

 

1) Pelaku rukyat itu adil dalam persaksiannya. 

2) Pelaku rukyat mengucapkan kalimat Syahadat, seperti: 

 اشهذ أنً رأٌج الهلال

3) Dalam memberi syahadat, pelaku rukyat harus didampingi 

oleh dua orang saksi adil pula. 

Abd Salam Nawawi menuturkan bahwa kualitas adil 

seorang perukyat dimaksudkan untuk menggaransi bahwa ia akan 

memberikan keterangan yang jujur. Kejujuran tentu saja harus 

disertai kecermatan. Kalau tidak, validitas hasil rukyatnya bisa 

masykukah (disangsikan). Objek rukyat atau hilal disyaratkan 

                                                             
37 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018. 
38 Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat ..., 30. 
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harus sudah wujud atau eksis.
39

 Sedangkan mengenai tashdiq 

terhadap berita rukyat, para ulama memperselisihkan jumlah 

pembawa berita. Imam Maliki dan Abu Hanifah: tidak boleh 

kurang dari dua orang yang adil, baik untuk memulai maupun 

menyudahi puasa. Kecuali jika langit tertutup awan, persaksian 

satu orang dapat diterima. Imam as-Syafi‟i: untuk memulai puasa 

cukup dengan persaksian satu orang,tetapi untuk menyudahi puasa 

harus dengan persaksian minimal dua orang.
40

 

Sementara itu, perhitungan astronomi yang berkualitas 

menurut Nahdlatul Ulama adalah hisa>b jama’i (bukan hisabnya 

perorangan) berbasis pada hakiki tadkiki ashri kontemporer 

dengan pendekatan imka>n al-rukyah, tidak didasarkan pada 

Sullamu al-Nayraini atau hisa>b taqribi. Tujuannya supaya tidak 

ada kasus seperti rukyat di Cakung yang mengatakan bahwa 

menurut perhitungan mereka yaitu hisa>b taqribi Sullamu al-

Nayraini, data hilal sudah memenuhi batas minimal kriteria imka>n 

al-rukyah, sehingga kesaksian rukyat disana dapat diterima dan 

dijadikan dasar penentuan awal bulan. Padahal menurut hisab 

kontemporer, justru data hilal belum mencapai kriteria imka>n al-

rukyah. Jadi kriteria imka>n al-rukyah ini tidak serta merta 

menerima begitu saja kesaksian rukyat, tetapi dilihat terlebih 

dahulu metode perhitungan apa yang dipakai.
41

 

                                                             
39 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 92-93. 
40 Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab ..., 71. 
41

 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018. 
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Sirril Wafa menjelaskan mengenai hisa>b jama’i atau 

hisab penyerasian Nahdlatul Ulama, bahwa hasil hisab tersebut 

diterapkan dalam bentuk almanak NU bukan digunakan pada 

masing-masing lokasi rukyat. Almanak NU inilah yang menjadi 

panduan awal untuk adanya instruksi pelaksanaan rukyat kepada 

warga NU. Sedangkan di lokasi rukyat, mereka berhak memilih 

salah satu metode perhitungan asalkan perhitungan tersebut 

termasuk kategori tahkiki atau kontemporer bukan taqribi.42 Maka 

jelas, bahwa dengan bantuan hisab, suatu kesalahan apabila 

menurut hisab hilal belum wujud tetapi ada yang bersaksi melihat 

hilal, seperti kasus yang terjadi dalam mengawali 1 Syawal tahun 

1412 H (1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M). 

b. NU dan Pemerintah Cenderung Bisa Bersama Dibandingkan 

dengan Terjadinya Perbedaan 

Perbedaan jatuhnya awal dan akhir bulan kamariah 

(khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah) tidak hanya 

disebabkan oleh adanya perbedaan antara kelompok hisab dan 

kelompok rukyat saja, melainkan sering pula terjadi disebabkan 

adanya perbedaan intern. Perbedaan intern kalangan yang 

berpegang pada rukyat antara lain disebabkan dua hal. Pertama, 

karena adanya perbedaan mathla’. Ada yang berpendapat bahwa 

hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia, sebab 

hadis Nabi:”Berpuasalah kamu jika melihat hilal... “ adalah 

ditujukan untuk seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh 

                                                             
42

 Wawancara dengan Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018. Dan 

wawancara dengan Nahari Muslih pada tanggal 24 Februari 2018. 
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perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. 

Konsekuensinya, jika rukyat berhasil di suatu tempat, maka hasil 

rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini 

dipegang Komisi Penyatuan Kalender Internasional. Selain itu, 

ada juga yang berpendapat bahwa hasil rukyat suatu tempat hanya 

berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan 

hasi rukyat tersebut. Pendapat ini berlaku di Indonesia. Pendapat 

lainnya mengatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya 

berlaku untuk daerah-daerah dimana posisi hilal memungkinkan 

dirukyat
43

. 

Kedua, karena berbedanya penilaian terhadap keabsahan 

hasil rukyat. Ini dapat disebabkan karena diragukannya sifat 

‘adalah (keadilan) orang yang berhasil melihat hilal atau karena 

diragukannya kemungkinan hilal bisa dirukyat. Diantara contoh 

konkret adanya perbedaan terlihat pada kasus penetapan awal 

Syawal 1410 H. Dalam surat Keputusan Menteri Agama RI 

                                                             
43 Lihat Ditbinbapera Islam, “Hisab dan Rukyat Permasalahannya di 

Indonesia”, dalam Selayang Pandang ..., 3. Secara empirik permukaan Bumi 

sesudah Matahari terbenam paska ijtimak di setiap akhir bulan, selalu terbagi 

dua, yakni kawasan yang mengalami penampakan hilal dan kawasan yang tidak 

mengalami penampakan hilal. Karena itu daerah-daerha di dalam kawasan yang 

mungkin  mengalami penampkakan hilal bisa memasuki bulan baru berdasarkan 

rukyat hilal, sedangkan daerah-daerah yang berada di luarnya harus memasuki 

bulan baru berdasarkan istikmal. Kawasan rukyat dan non rukyat tersebut 

dipisah secara dikotomik oleh garis matla’. Dengan bantuan ilmu hisab garis 

tersebut dapat ditentukan posisinya dengan cermat. Boleh jadi garis tersebut 

pada kenyataanya membelah kampung-kampung yang dihuni kaum muslimin 

menjadi dua bagian. Jika dipedomani secara ketat, maka penghuni dua rumah 

yang hanya berjarak sejauh lemparan batu harus merayakan „idul fitri pada hari 

yang berbeda karena wilayah domisili keduanya dipisah oleh garis matla’, lihat 

Abd Salam Nawawi, Rukyat Hisab..., 99-100. 
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nomor 62 tahun 1990 menetapkan bahwa 1 Syawal 1410 H jatuh 

pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990, berdasarkan hisab dan 

rukyat. Hasil rukyat yang dijadikan dasar penetapan tersebut 

adalah hasil rukyat yang diselenggarakan di Gresik Jawa Timur 

dan Cakung Jakarta Timur. Dari Gresik, Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya melaporkan bahwa 3 orang dari Tim Rukyat 

Nahdlatul Ulama Jawa Timur melihat hilal dengan ketinggian 

sekitar 2 derajat, sama halnya dengan apa yang dilaporkan oleh 

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa 

2 orang guru Agama dan seorang pegawai swasta telah melihat 

hilal dengan ketinggian 2 derajat
44

. Penetapan Menteri Agama ini, 

ditolak oleh sekelompok umat Islam yang menyelenggarakan salat 

Idul Fitri pada hari Jum‟at, 27 April 1990 dibanyak mesjid di 

Kudus Jawa Tengah. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa 

hasil rukyat pada saat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan 

perhitungan. Menurut perhitungan mereka, posisi hilal awal 

Syawal tersebut masih tidak mungkin dirukyat, baik di Cakung 

apalagi di Surabaya.
45

 

                                                             
44 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 dalam 

Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhiijah, 1381 H-

1432 H/1962 M-2011 M, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan 

Syariah, 2011, 193-196. 
45 Lihat Ditbinbapera Islam, “Hisab dan Rukyat Permasalahannya di 

Indonesia”, dalam Selayang Pandang ..., 3-4. Pada tahun 1990 Nahdlatul Ulama 

masih menggunakan rukyat murni dalam menentukan awal bulan kamariah, 

sehingga dalam mengawali Syawal 1410 H Nahdaltul Ulama bersama-sama 

dengan pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis, 26 April 1990. 
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Perbedaan semacam itu seharusnya sudah berakhir ketika 

telah diisbatkan oleh pemerintah yang didasarkan pada rukyat atau 

istikmal.46
 Berdasarkan rukyat, apabila kesaskisan tersebut 

diperkuat dengan data hilal yang menunjukan hilal mungkin 

dilihat, sedangkan berdasarkan istikmal, jika terdapat laporan 

yang meyakinkan bahwa rukyat di seluruh Indonesia tidak 

berhasil. 

Pernah terjadi para sahabat berbeda pendapat mengenai 

mengakhiri Ramadan. Kemudian selesai perbedaan itu ketika 

Rasulullah saw mengisbatkan atas dasar adanya laporan yang 

meyakinkan tentang adanya rukyatulhilal. Laporan yang 

meyakinkan itu ditandai dengan kata”Demi Allah, bahwa 

sesungguhnya Hilal telah tampak”, sebagaimana hadis di bawah 

ini: 

دٌ، وخََنَفُ بْيُ َشَِامٍ الىُْلْرئُِ، كاَلََ  ٌَا مُسَدَّ ثَ اًثََ، عَيْ  :حَدَّ َِ ةُِ غَ
َ
ٌَا أ ثَ حَدَّ

صْحَابِ النَّبِِّ صَلََّّ الُلَّ 
َ
ِ ةيِْ حِرَاشٍ، عَيْ رجَُلٍ، وِيْ أ وٌَصُِْرٍ، عَيْ ربِعِّْ

ِْمٍ وِيْ  :غَنَيٍِْ وسََنَّهَ كاَلَ  رَمَضَانَ، فَلَدِمَ  اخْخَنَفَ النَّاسُ فِِ آخِرِ يَ
مْسِ 

َ
ُِلََلَ أ

ْ ََلََّ ال ِ لَََ ُِدَا غٌِدَْ النَّبِِّ صَلََّّ الُلَّ غَنَيٍِْ وَسَنَّهَ ةاِللََّّ غْرَابيَِّانِ، فَشَ
َ
أ

نْ يُفْطِرُوا»غَشِيَّثً، 
َ
ِ صَلََّّ الُلَّ غَنَيٍِْ وَسَنَّهَ النَّاسَ أ مَرَ رسَُِلُ اللََّّ

َ
رواه ،«فأَ

هْ » :نَفٌ فِِ حَدِيثٍِِ،زَادَ خَ  ,اةِا داوود َُ نْ يَغْدُوا إلََِ مُصَلََّ
َ
 47«وَأ

 

                                                             
46 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 

1427 H, (Jakarta: LF PBNU 2006), 22. 
47

 Abu> da>wud Sulaima>n bin al-Asy’ats al-Sijistani>, Sunan Abi> Da>wud, 
(Riya>d: Maktabah Ma’a>rif, 1424 H), 411. 
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“Musaddad dan Khalfu bin Hisam al-Muqriu bercerita pada kita, 

mereka berkata : Abu „Awanah bercerita pada kita dari Manshur 

dari Rib‟i bin Hirasy dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah saw 

berkata: orang-orang berbeda pendapat tentang hari terakhir 

Ramadan. Lalu datanglah dua orang a‟robi dan bersaksi dihadapan 

Rasulullah saw, demi Allah, sungguh telah tampak hilal kemarin 

petang. Kemudian Rasulullah saw (setelah yakin dengan kesaksian) 

memerintahkan orang-orang berhari raya. Hadis riwayat Abu 

Dawud. Abu Dawud menambahkan di belakang hadisnya: dan 

hendaklah besok harinya mereka melaksanakan salat ditempatnya.” 

 

Menurut Nahdlatul Ulama, hadis ini menunjukan bahwa 

ucapan   َُِلََل
ْ لََّ ال ََ ِ لَََ  merupakan salah satu cara untuk ةاِللََّّ

mewujudkan keyakinan. Di zaman modern ini untuk mendapatkan 

keyakinan atas laporan rukyat perlu didukung dengan data hisab 

yang tingkat akurasinya tinggi yang disampaikan oleh ahlinya.
48 

Oleh karena itu, dari 9 kasus penolakan, terdapat 7 kali 

NU dan Pemerintah menetapkan awal bulan bersama-sama, 

yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, 2007, 2011,2012 dan 

2013. Pada tahun 1998, Pemerintah (baca Menteri Agama) 

dan NU sama-sama menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada 

Jum‟at Kliwon, 30 Januari 1998 M. Begitu juga, tahun 2006, NU 

dan Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari 

Selasa, 24 Oktober 2006 M. Tahun 2007, 1 Syawal 1428 H 

ditetapkan jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M oleh 

NU dan Pemerintah. Tahun 2011, NU dan Pemerintah 

menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 

                                                             
48

 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah..., 23. 
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2011 M. Dan terakhir, pada tahun 2012, 1 Ramadan ditetapkan 

jatuh pada hari Sabtu, 12 Juli 2012 M oleh NU dan Pemerintah. 

Tanggal 10 Juli 2013 ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan 1434 

H oleh NU dan Pemerintah. Semua penetapan tersebut didasarkan 

atas istikma>l dan menolak hasil rukyatul hilal karena kesaksian 

tersebut dianggap belum memenuhi kriteria Imka>n al-rukyah dan 

dianggap bertentangan dengan hisab muktabar yang telah 

mencapai tingkat mutawatir.  

Berbeda dengan kasus-kasus di atas. Pada tahun 2002, NU 

dan Pemerintah sama-sama menetapkan 1 Zulhijah pada hari 

Rabu tanggal 13 Februari 2002. Pemerintah menetapkan 

berdasarkan hasil rukyat dari Cakung oleh 3 orang saksi, 

sedangkan NU menolak kesaksian tersebut karena lokasi rukyat 

Cakung memiliki banyak kelemahan dan dinilai tidak layak 

sebagai tempat rukyat
49

 ditambah lagi menurut hisab kontemporer 

di lokasi rukyat hilal belum mencapai batas minimal kriteria 

imka>n al-rukyah yaitu baru mencapai 1
o 

53‟ 25,5”, umur bulan 3
j 

32
m 

24
d 

dan elongasi 4
o 

39‟ 15,4”. Namun, karena pemerintah 

menetapkan awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal bukan 

berdasarkan hisab, maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari 

Rabu tanggal 13 Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan 

Pemerintah sama-sama dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 22 

Februari 2002. 

                                                             
49

 Kelemahan-kelemahan tersebut telah dibahas di atas. Lihat Lajnah 

Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah Falakiyah..., 21. 
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Sementara itu, 2 kasus penolakan yaitu tahun 2001 dan 2017, 

NU dan Pemerintah berbeda dalam mengawali awal bulan. Pada 

tahun 2001 tepatnya dalam menetapkan awal Zulhijah 1421 H. NU 

menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Februari 

2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2001 M, 

sedangkan Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada  hari Sabtu 

tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin 

tanggal 5 Maret 2001. Dalam mengawali tahun baru Islam 1439 H / 

2017, NU menetapkan 1 Muharram 1439 H jatuh pada hari Jum‟at, 

22 September 2017, sedangkan Pemerintah melalui BHR (Badan 

Hisab Rukyat) beserta organisasi masyarakat lainnya sepakat 1 

Muharram 1439 H jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017. 

Penyebab perbedaan ini seperti telah dijelaskan di atas, yaitu metode 

Imka>n al-rukyah pemerintah menerapkan konsep wilayatul hukmi
50

, 

sedangkan NU mengadopsi Imka>n al-rukyah bersifat lokal
51

. 

2. Implikasi Negatif 

a. Ikhbar Terlambat 

Tidak semua ikhbar PBNU dikeluarkan terlambat karena 

adanya laporan hilal dapat dilihat pada ketinggian di bawah imka>n 

al-rukyah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada ikhbar 

PBNU yang dikeluarkan dan disebarkan terlambat, yaitu dalam 

                                                             
50 Artinya apabila di suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan 

telah mencapai Imka>n al-rukyah maka pada malam itu sudah masuk bulan baru, 
51 Artinya kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing 

lokasi rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga jika di daerah 

Barat sudah Imka>n al-rukyah tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum 

memenuhi Imka>n al-rukyah, maka kesaksian akan ditolak. 
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menentukan 1 Muharram 1439 H, laporan disampaikan dari 

Pasuruan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin 

Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan 

Ust. H. Inwanudin Gresik dengan kasat mata. Ikhbar justru 

dikeluarkan dan beredar 2 hari setelah laporan disampaikan. Ini 

dapat dimengerti karena dalam almanak NU dengan markaz 

kantor PBNU Jakarta menurut hisab penyerasian sudah memenuhi 

imka>n al-rukyah, hanya saja di Pasuruan tempat hilal berhasil 

dilihat masih di bawah imka>n al-rukyah, ditambah lagi tidak 

adanya laporan hilal berhasil dilihat dari lokasi rukyat lain, 

sehingga PBNU tidak serta merta melakukan penolakan, tetapi 

perlu mengkaji, mempertimbangkan laporan tersebut. Dan, 

beruntung ikhbar telat  ini hanya terjadi pada saat menentukan 

bulan Muharram, tidak terjadi pada bulan Ramadan Syawal dan 

Zulhijah dimana ritual ibadah pada 3 bulan ini membutuhkan 

ketetapan yang cepat, mengingat dengan masuknya bulan baru 

tersebut ritual ibadah sudah langsung dimulai. 

Walaupun demikian, seharusnya ikhbar dikeluarkan dan 

disebarkan tidaklah terlambat, baik dalam menentukan bulan 

Ramadan, Syawal dan Zulhijah maupun bulan-bulan lainnya. 

Karena pada dasarnya, NU sudah memiliki almanak yang 

merupakan hasil hisa>b jama’i dengan pendekatan imka>n al-

rukyah. Dengan alamanak NU ini, selain dapat dijadikan panduan 

dan pedoman kapan dilaksanakannya rukyat, juga dapat menjadi 

pedoman dalam mengeluarkan ikhbar. Siriil Wafa menambahkan 

bahwa pada saat ketinggian hilal kritis (2 derajat di daerah Barat), 
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NU juga menyiapkan peta lokasi ketinggian hilal atau peta garis 

tanggal kamariah di Indonesia, sehingga dapat mengkontrol 

laporan rukyat dengan baik.
52

 

b. Berbedanya antara PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 

1998, 2001 dan 2006 

Sejak 1994, PBNU telah membuat pedoman bahwa 

kesaksian rukyat bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat 

menyatakan hilal tidak mungkin dilihat. Lebih tegasnya, 

kesaksian rukyat dapat ditolak bila tidak didukung ilmu 

pengetahuan atau hisab yang akurat. Prinsip penolakan itu telah 

dilakukan dalam sidang isbat penentuan Idul Fitri 1418 H/1998 M 

yang menolak kesaksian di Cakung dan Bawean. Saat itu hilal 

masih di bawah kriteria imka>n al-rukyah 2 derajat. Namun prinsip 

itu belum secara konsisten dilaksanakan, kaena PWNU Jawa 

Timur justru menerima kesaksian tersebut. Tampaknya pada saat 

itu kriteria imka>n al-rukyah 2 derajat belum diterima di seluruh 

jajaran NU atau belum disosialiasikan.
53

 

Selain tahun 1998, perbedaan antara PBNU dan PWNU 

Jawa Timur juga terjadi pada tahun 2001. Ghozalie Masroeri 

menambahkan, pada jaman presiden Abdurrahman Wahid 

(Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, ikhbar PBNU 

dengan isbatnya pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 

Zulhijah 1421 H. Pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan 

1 Zulhijah jatuh pada  hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001 atas 

                                                             
52 Wawancara dengan Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018. 
53 Thomas Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi..., 61. 
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dasar kesaksian rukyat di Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar, 

sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001, 

dan kesaksian rukyat tersebut juga diterima oleh PWNU Jawa 

Timur
54

. Sementara itu, PBNU menolak kesaksian tersebut, 

karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum 

mencapai ketinggian 2 derajat, umur bulan baru 2
j 
52

m 
48

d
, hanya 

elongasi yang sudah mencapai 4
o 

13‟ 18,8”. Atas dasar istikmal, 

NU menetapkan awal bulan Zulhijah jatuh pada hari Ahad tanggal 

25 Februari 2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 6 

Maret 2001 M. 

Dan terkahir, perbedaan itu terjadi pada tahun 2006. 

Tepatnya dalam mengikhbarkan 1 Syawal 1427 H. Dalam Ikhbar 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 692/A.II.03/10/2006 

tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1427 H. 

Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim 

Rukyatul hilal PBNU/ Lembaga Falakiyah di daerah-daerah lokasi 

rukyat pada hari Minggu, 22 Oktober 2006 M melaporkan bahwa 

hilal tidak berhasil dilihat
55

. Atas dasar istikmal, NU 

mengikhbarkan awal Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa 

tanggal 24 Oktober 2006 M
56

. Sedangkan dalam ikhbar Pengurus 

                                                             
54 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018. 
55 Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal 

tidak berhasil dilihat. Pada saat itu rukyat di Gebang Bangkalan dan Cakung 

Jakarta Timur ditolak oleh NU. 
56

 Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 2006 M. 
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Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, rukyat di Gebang 

Bangkalan dan Cakung Jakarta Timur yang dinyatakan berhasil 

melihat hilal dan diterima untuk dijadikan dasar penetapan awal 

Syawal 1427 H, sebagaimana dimuat dalam ikhbar PWNU Jawa 

Timur pada tanggal 22 Oktober 2006 untuk 1 Syawal 1427 H 

jatuh pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2006
57

 

Adanya ikhbar PWNU Jawa Timur yang mendahului ikhbar 

PBNU dan beredarnya di luar wilayah Jawa Timur, secara internal 

membingungkan warga NU dan secara ekternal NU dinilai tidak 

kompak dan kurang mempunyai komitmen terhadap isbat 

pemerintah yang NU sendiri terlibat di dalam sidang isbat.
58

  

Terlambatnya ikhbar PBNU adalah disebabkan karena laporan 

rukyat dari Jawa Timur terlambat disampaikan sedangkan sidang 

isbat sudah dimulai. Dari 3 perbedaan antara PBNU dengan 

PWNU Jawa Timur, terjadi 2 kali PBNU hasil ikhbarnya sama 

dengan isbat Pemerintah dan 1 kali berbeda, sedangkan PWNU 

Jawa Timur sebaliknya, yaitu 2 kali hasil ikhbar PWNU Jawa 

Timur berbeda dengan isbat Pemerintah dan 1 kali sama. 

Dalam memecahkan permasalahan intern NU ini, pada 

tahun 2006 diadakan diklat di Semarang yang salah satu hasilnya 

adala menegaskan bahwa ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU 

untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang 

                                                             
57 Ikhbar hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H PWNU Jawa Timur 

pada tanggal 22 Oktober 2006. 
58

 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

..., hlm. 26. 
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awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang isbat dan 

setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat 

dan sidang isbat59. Kemudian ditegaskan kembali oleh oleh 

Wakil Khatib Syuriyah PBNU KH Malik Madany bahwa Sebagai 

puncak dari struktur organisasi, hanya Pengurus Besar Nahdlatul 

Ulama (PBNU) yang nantinya berhak memutuskan kapan awal 

bulan Ramadan atau Syawal, sedangkan pengurus wilayah, 

pengurus cabang dan di bawahnya harus mengikuti. Ketua 

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) KH Ghozalie 

Masroeri meminta agar jajaran pengurus NU di daerah tidak 

sembarangan mengumumkan hasil rukyat karena ini akan 

mempersulit posisi PBNU. 60  

Dengan adanya ketegasan terkait wewenang ikhbar 

tersebut, maka PWNU Jawa Timur tidak lagi mengeluarkan 

ikhbar sendiri walaupun setelah tahun 2006 terdapat 5 laporan 

kesaksian rukyat dan ditolak oleh PBNU, yaitu 2007, 2011, 2012, 

2013, 2017, sehingga perbedaan intern NU antara PBNU dengan 

PWNU Jawa Timur sampai saat ini sudah tersesaikan. 

c. Menurunnya Semangat Rukyat 

Disampaikan oleh Inwanuddin bahwa pada saat 

perhitungan menunjukan ketinggian hilal yang masih rendah dan 

                                                             
59 Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

..., 8. 
60 NU Online, “Hanya PBNU yang Berhak Keluarkan Ikhbar Hasil 

Rukyat” dalam http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-

keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat diakses pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 9:40 

WIB. 

http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat
http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat
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belum mencapai kriteria imka>n al-rukyah, biasanya orang yang 

datang ke lokasi rukyat lebih sedikit dibandingkan dengan saat 

posisi hilal tinggi di atas kriteria imka>n al-rukyah. Namun, perlu 

diketahui bahwa dalam 1 lokasi rukyat sudah terbentuk tim 

rukyat, yang terdiri dari ha>sib (orang yang bertugas menyediakan 

perhitungan), pemegang alat-alat rukyat seperti theodolit, 

teleskop, gawang lokasi dan lain-lain, perukyat, pencatat laporan 

kesaksian rukyat yang selalu siap dengan penunjuk waktu 

ditangan untuk mencatat jam berapa hilal teramati dan berapa 

lama cahayanya masih dapat dilihat.  Dengan adanya tim ini, 

maka proses pelaksanaan tukyat bisa lebih kondusif.
61

 

Lebih lanjut, Inwanuddin menjelaskan, tim rukyat tersebut 

melaksanakan rukyat setiap akhir bulan, dan tidak mengurangi 

semangat walaupun pada saat ketinggian hilal masih rendah atau 

bahkan di bawah ufuk. Hanya orang-orang pendatang atau tamu 

saja yang semangatnya turun manakala hilal rendah. Dalam 

pelaksanaan rukyat, khususnya di Congdrodipo, setiap akhir bulan 

bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Pada saat posisi hilal sudah 

memenuhi batas minimal imka>n al-rukyah dan ada yang berhasil 

melihat hilal, maka keesokan harinya dilakukan rukyat lagi untuk 

memantapkan kesaksisan itu, sedangkan pada saat tidak berhasil 

dilihat dikarenakan mendung atau tinggi hilal yang pas 2 derajat, 

esok harinya dilaksanakan rukyat dengan harapan hilal pada saat 

itu sudah tinggi dan dapat teramati sebagai bagian dari proses 

                                                             
61 Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018. 
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penelitian, pelaksanaan rukyat ini cukup dilakukan 2 kali. 

Sementara itu, apabila posisi hilal masih di bawah ufuk, secara 

pribadi Inwanuddin melaksanakan rukyat 3 kali, yaitu pada 

tanggal 29 hilal di bawah ufuk kemudian keesokan harinya karena 

bisa jadi dapat teramati dan lusa untuk memantapkan bahwa hilal 

benar-benar teramati.
62

 

Sebenarnya, pelaksanaan rukyat bukan semata-mata 

berusaha melihat hilal, disamping itu ada beberapa manfaat yang 

hanya bisa dikaji dan dipelajari dengan pelaksanaan rukyat meski 

tinggi hilal negatif atau sama sekali tidak dapat dilihat. Diantara 

manfaat itu adalah: 

1) Verifikasi posisi Matahari 

Banyak sekali metode hisab awal bulan kamariah yang 

ditawarkan dan menampilkan hasil yang berbeda-beda. Tentu 

saja dari semua metode tersebut dapat diverifikasi kebenaran 

hasilnya dengan terjun langsung ke lokasi rukyat. Data yang 

perlu diverifikasi pertama adalah posisi Matahari sebelum 

ghurub. Caranya adalah siapkan alat observasi, misalnya 

theodolit, kemudian bidik
63

 Matahari sebelum ghurub dan catat 

jamnya serta ketinggian Matahari yang ditunjukan theodolit 

(VA), hitung tinggi dan azimuth Matahari saat jam pembidikan 

digunakan untuk mencari Utara sejati dengan mensetting HA 0 

                                                             
62 Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018. 
63 Perlu diperhatikan, dalam menggunakan tehodolit untuk membidik 

Matahari, gunakan filter lensa atau jangan terlalu lama lensa diarahkan ke 

Matahari, segera tutupi lensa jika telah mengarah ke Matahari. Dan jangan 

coba-coba melihat Matahari dengan lensa theodolit. 
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di Utara sejati, kemudian putar theodolit sampai tepat ke 

Matahari.  

2) Verifikasi jam ghurub Matahari 

Memverifikasi jam ghurub sangatlah penting, karena 

perhitungan posisi hilal dilakukan dengan acuan jam ghurub 

Matahari. Jika jam ghurub meleset, maka sudah pasti posisi 

hilal juga meleset, walaupun memang biasanya hilal dapat 

diamati tidak tepat saat ghurub. Verifikasi jam ghurub 

Matahari ini dilakukan dengan pembidikan Matahari terus 

menerus sebelum ghurub (lakukan terlebih dahulu verifikasi a 

di atas). Saat Matahari benar-benar mulai terbenam atau saat 

piringan atasnya masuk ke ufuk, catat jamnya dan posisi 

Mataharinya. 

3) Pemantapan pengoprasian teleskop 

Dalam pelaksanaan rukyat, seringkali yang 

mengoprasikap teleskop adalah orang yang sama. Sedangkan 

yang lain jarang atau tidak sama sekali. Perlu diingat, jiika 

jenis mount teleskop berbeda, maka beda pula dalam 

penyettingan dan pengoprasiannya. momen rukyat ini dapat 

dijadikan sebagai pembelajaran teleskop dengan berbagai 

macam mount. 

4) Mencari cara alternatif pembidikan Matahari dengan teleskop. 

Beberapa teleskop tidak memberikan menu “go-to 

center of sun” atau “slew to center of sun”, hal ini tidak lain 

untuk keamanan penggunanya, karena bahanya melihat 

Matahari secara langsung dengan teleskop tanpa filter lensa. 
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Maka da baiknya momen rukyat digunakan untuk mencari cara 

alternatif pembidikan Matahari jika “sun” tidak ada di katalog 

hanset teleskop robotic. Bisa dicoba dengan input psosisi “new 

object” (dek&ra atau al&az) atau cara-cara lainnya yang perlu 

dicoba dan dicek yang kemudian hari bisa dijadikan pedoman. 

Ini sangat penting, karena benda langit yang bisa digunakan 

untuk kalibrasi teleskop saat rukyat hanyalah Matahari. 

5) Verifikasi posisi hilal 

Jika secara hisab, tinggi hilal negatif, maka perukyat 

juga tetap harus melakukan verifikasi terkait apakah hilal 

benar-benar tidak teramati. Dari data pengamatan itu, dapat 

diverifikasi sejauh mana akurasi sistem hisab yang digunakan. 

Dilakukan pada sore hari atau menjelang ghurub karena pada 

saat itu benda langit mendekati ufuk adalah saat pergeseran 

signifikan nilai altitudenya (ketinggian). 

d. Tidak Berani Bersaksi (Timbul Keragu-raguan) 

Salah satu konsekuensi dijadikannya kriteria imka>n al-

rukyah oleh Nahdlatu Ulama sebagai dasar penolakan adalah tidak 

setiap kesaksian rukyat dapat diterima, tetapi kriteria tersebut 

dapat memilah antara rukyat yang berkualitas dan bermasalah. 

Maka, tidak heran jika pada saat ketinggian hilal kritis, diperlukan 

ektra hari-hati baik PBNU dalam menerima kesaksian tersebut 

ataupun para perukyat di lapangan dalam memastikan apakah 

yang dilihat itu benar-benar hilal. 

Inwanuddin menambahkan bahwa pernah dirinya sekali 

merasa ragu dengan apa yang dilihatnya, apakah benar hilal atau 
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bukan, dengan kehati-hatiannya, dia tetap berusaha fokus pada 

posisi hilal dan berusaha mencari kebenaran tentang apa yang 

dilihat. Sebelum bersaksi, Inwanuddin selalu memastikan cahaya 

yang dilihatnya bergerak, jika cahaya tersebut bergerak ke bawah 

maka ia yakin bahwa yang dilihat adalah hilal, tapi jika cahaya 

tersebut diam saja tidak ada pergerakan atau bergerak ke samping 

maka ia yakin itu bukan hilal. Selain dari pergerakan, juga bentuk 

hilal pada saat ghurub diperhatikan secara benar sesuai dengan 

posisinya antara miring ke Selatan atau ke Utara.
64

  

Dengan yakin, Inwanuddin menyatakan bahwa apa yang 

dilihat pada saat pelaksanaan rukyat tanggal 29 Zulhijah 1438 H 

dan disampaikan ke LF PBNU untuk menjadi dasar penetapan 

awal Muharram 1439 H adalah benar-benar hilal
65

, begitu juga 

Sayful Mujab bersaksi dalam rukyat 29 Ramadan 1432 H untuk 

menjadi dasar penetapan 1 Syawal 1432 H adalah benar-benar 

cahaya hilal, dari bentuknya sesuai dengan posisi hilal dan cuaca 

pada saat itu tidak mendung
66

, walaupun menurut perhitungan 

kontemporer memang belum mencapai ketinggian 2 derajat. 

Adapun penolakan yang dilakukan LF PBNU itu adalah bentuk 

konsistensi dari Nahdaltul Ulama dalam menerapkan kriteria 

imka>n al-rukyah, karena yang diinginkan adalah rukyat 

                                                             
64 Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018. 
65 Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018. 
66

 Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di 

Pascasarjana UIN Walisongo. 
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berkualitas, sehingga kriteria tersebut diterapkan secara lokal 

ditempat rukyat bukan secara global atau wilayah hukmi. 

Memang tidak mudah dalam mengamati hilal pada saat 

ketinggian di bawah 2 derajat, bahkan secara astronomi hal 

tersebut tidak mungkin hilal dapat dilihat, kemampuan mata 

manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai 

keredupan 8 magnitudo dalam skala astronomi. Kalau pun 

melihatnya dari antariksa, batas kemampuan mata manusia itu 

tidak berubah. Dengan kemampuan deteksi mata manusia seperti 

itu, pada jarak matahari-bulan kurang dari 7 derajat, cahaya hilal 

tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, walaupun bulan 

telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan 

faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah 

besar.
67

 Maka hal yang wajar jika Inwanuddin yang sudah “kenal” 

dengan hilal pun ketika ketinggian di bawah 2 derajat terbesit 

keragu-raguan dan tidak langsung bersaksi sampai ia yakin 

dengan apa yang dilihat. 

Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian rukyat di 

bawah Imka>n al-rukyah dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 

(sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 

2012, 2013 dan 2017. Kesaksian rukyat tersebut dilaporkan dari 6 

lokasi rukyat, yaitu Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur 

(5
o
50‟56,52” LS 112

o
39‟45,01 BT), Cakung Jakarta Timur 

                                                             
67

.Lihat Arino Bemi Sado, “ Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi 

Penyeragaman Kalender Hijriah”, dimuat dalam ISTINBATH, Vol 13, No 1 

(2014), 27. 
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(6
o
9‟35,22” LS 106

o
55‟52,18 BT), Pantai Serang Panggung Rejo 

Blitar (8
o
19‟53,66” LS 112

o
13‟22,58 BT), Gebang Bangkalan 

Madura (6
o
59‟20,7” LS 112

o
47‟22,7 BT), Pantai Kartini Jepara 

(6
o
35‟20,76” LS 110

o
38‟41,80 BT) dan Pasuruan Jawa Timur 

(7
o
39‟39,68” LS 112

o
54‟48,17 BT). Dari 6 lokasi tersebut, Cakung 

Jakarta Timur sebanyak 7 kali menyampaikan bahwa hilal dapat 

dilihat, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012 dan 

2013, sedangkan sisa lokasi rukyat lainnya hanya sekali melaporkan 

hilal dapat terlihat. 

Menurut perhitungan kontemporer di masing-masing lokasi 

rukyat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1998 M dalam 

mengawali Syawal 1418 H, menurut hisab, data hilal di lokasi 

rukyat Cakung Jakarta Timur adalah ketinggian hilal dari horizon 0
o 

20‟ 3,8”, umur Bulan 5
j 

13
m 

48
d 

dan elongasi 3
o 

52‟ 48,6”. 

Sedangkan di lokasi rukyat Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa 

Timur ketinggian hilal 0
o 
9‟ 31”, umur Bulan 4

j 
51

m 
36

d 
dan elongasi 

3
o 

44‟ 28”. Kemudian, pada tahun 2001, tepatnya dalam 

menetapkan 1 Zulhijah 1421 H, ketinggian hilal  1
o 
36‟ 30,4”, umur 

Bulan 2
j 
31

m 
48

d 
dan elongasi 4

o 
10‟ 0,6” di lokasi rukyat Pantai 

Serang Panggung Rejo Blitar. Dan satu tahun kemudian, yaitu 1 

Zulhijah 1422 H di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur, data hilal 

menunjukan ketinggian hilal 1
o 
53‟ 25,5”, umur bulan 3

j 
32

m 
24

d 
dan 

elongasi 4
o 
39‟ 15,4” 

Selanjutnya, pada penolakan ketiga tahun 2006 dalam 

mengawali Syawal 1427 H, data hisab menunjukan bahwa 

ketinggian hilal 0
o
16‟ 19,2”, umur Bulan 5

j 
6

m 
36

d 
dan elongasi 
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3
o
51‟ 6” di lokasi Gebang Bangkalan Madura dan di Cakung 

ketinggian hilal 0
o
19‟ 57”, umur Bulan 5

j 
28

m 
48

d 
dan elongasi 3

o
57‟ 

57,8”. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007 di lokasi Cakung 

Jakarta Timur melaporkan bahwa hilal dapat dilihat, dimana 

menurut data hisab di lokasi tersebut tinggi hilal 0
o
8‟ 14,1”, umur 

Bulan 5
j 
42

m 
36

d
 dan elongasi 4

o 
24‟ 15,4”. 

Pada tahun 2011 dalam mengawali bulan Syawal 1432 H, 

data hisab menunjukan bahwa di lokasi Pantai Kartini Jepara  

ketinggian hilal 1
o
20‟ 14,5”, umur Bulan 7

j 
31

m 
48

d 
dan elongasi 

mencapai 
 
6

o
34‟ 30,8”. Sedangkan di lokasi Cakung Jakarta Timur 

ketinggian hilal 1
o
23‟25,8”, umur Bulan 7

j 
46

m 
12

d
 dan elongasi 

mencapai 6
o
40‟ 14,9”. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2012 di 

lokasi Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat 

dilihat, sementara data hisab menunjukan ketinggian hilal 1
o
22‟ 

29,8”, umur Bulan 6
j 
25

m 
48

d
 dan elongasi 5

o
17‟ 16,7”. Di tahun 

berikutnya, dalam rukyat 29 Syakban 1434 H / 2013 M, kembali 

Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat dilihat, 

sementara data hisab menunjukan ketinggian hilal 0
o
19‟ 47,6”, 

umur Bulan 3
j 
33

m 
36

d
 dan elongasi 4

o
47‟ 15,1”. 

Dalam menetapkan 1 Muharram 1439 H / 2017 M, NU 

kembali menolak kesaksian rukyat. Laporan disampaikan dari 

lokasi rukyat Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan 

krampyangan kota Pasuruan. Data hisab tanggal 29 Zulhijah 

menunjukan ketinggian hilal di lokasi tersebut adalah 1
o
34‟ 15,5”, 

umur Bulan 4
j 
52

m 
48

d
 dan elongasi 3

o
56‟ 58,4”. 
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Tabel 3 
Data Hilal di Lokasi Rukyat yang Ditolak 

No. Lokasi Rukyat Tahun Tinggi Hilal Umur Bulan Elongasi 

1. Cakung 1998 0
o 
20‟ 3,8” 5

j 
13

m 
48

d
 3

o 
52‟ 48,6” 

2. Bawean 1998 0
o 
9‟ 31” 4

j 
51

m 
36

d
 3

o 
44‟ 28” 

3. 
Pantai Serang 

Blitar 
2001 1

o 
36‟ 30,4” 2

j 
31

m 
48

d
 4

o 
10‟ 0,6” 

4. Cakung 2002 1
o 
53‟ 25,5” 3

j 
32

m 
24

d
 4

o 
39‟ 15,4” 

5. Gebang Bangkalan 2006 0
o
16‟ 19,2” 5

j 
6

m 
36

d
 3

o
51‟ 6” 

6. Cakung 2006 0
o
19‟ 57” 5

j 
28

m 
48

d
 3

o 
57‟ 57,8” 

7. Cakung 2007 0
o
8‟ 14,1” 5

j 
42

m 
36

d
 4

o 
24‟ 15,4” 

8. Pantai Kartini 2011 1
o
20‟ 14,5” 7

j 
31

m 
48

d
 6

o
34‟ 30,8” 

9. Cakung 2011 1
o
23‟ 25,8” 7

j 
46

m 
12

d
 6

o
40‟ 14,9” 

10. Cakung 2012 1
o
22‟ 29,8” 6

j 
25

m 
48

d
 5

o
17‟ 16,7” 

11. Cakung 2013 0
o
19‟ 47,6” 3

j 
33

m 
36

d
 4

o
47‟ 15,1” 

12. Pasuruan 2017 1
o
34‟ 15,5” 4

j 
52

m 
48

d
 3

o
56‟ 58,4” 

 
Dari data di atas, dapat dipahami bahwa memang betul data 

hilal pada saat pelaksanaan rukyat belum mencapai kriteria Imka>n 

al-rukyah, sehingga kesaksian pada saat itu ditolak dan dianggap 

sebagai rukyat yang bermasalah. Namun, jika diperhatikan lebih 

seksama, ternyata elongasi Bulan dari 9 kasus penolakan sudah 

melewati batas minimal Imka>n al-rukyah yang hanya 3
o
, semua 

tempat rukyat menunjukan data elongasi di atas 3
o 

bahkan ada yang 

mencapai 2 kali lipat batas minimal Imka>n al-rukyah, yaitu 6
o
. 

Walau demikian, kriteria utama yang harus terpenuhi 

adalah tinggi hilal, artinya kesaksian rukyat yang dapat diterima 

oleh Nahdlatul Ulama adalah ketika tinggi hilal mencapai 2 derajat 

di lokasi rukyat. Adapun elongasi ataupun umur Bulan itu 

merupakan indikator tambahan. Setelah tinggi hilal terpenuhi, maka 

dilihat data umur Bulan dan elongasinya, salah satu dari keduanya 

harus terpenuhi. Maka dalam redaksi kriteria imka>n al-rukyah yang 
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dipakai oleh NU adalah tinggi hilal mar’i di lokasi perukyah 

minimal 2° dihitung menggunakan hisab hakiki bit 

tahqiq/kontemporer, umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi 

minimal 3°.
68

 

Sembilan (9) kasus penolakan tersebut adalah bukti 

konsistensi NU dalam mengadopsi kriteria imka>n al-rukyah. 

Penolakan tersebut bukan atas dasar mengikuti pemerintah tetapi 

berdasarkan pendirian NU dalam menetapkan awal bulan kamariah 

yaitu dengan rukyatulhilal sebagai asas pokok (ta’abudi). Adapun 

rukyat yang diinginkan bukanlah rukyat yang asal-asalan dan hanya 

memenuhi legal-formal, tetapi rukyat berkualitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara fikih dan astronomi. Penolakan 

terhadap kesaksian rukyat dalam kasus itu tidak harus diartikan 

sebagai penolakan terhadap eksistensi rukyat sebagai pedoman 

pokok, melainkan dapat dibaca sebagai penolakan terhadap laporan 

orang yang mengaku berhasil merukyat, sebagaimana disampaikan 

oleh Wakil Khatib Syuriyah PBNU KH Malik Madany dalam acara 

Silaturrahmi Nasional Ahli Hisab dan Ahli Rukyat yang 

diselenggarakan di Ponpes Al Hikmah Bumiayu Brebes 6-8 

September 2007
69

. 

                                                             
68 Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. 

Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018. 
69

 NU Online, “Hanya PBNU yang Berhak Keluarkan Ikhbar Hasil 

Rukyat” dalam http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-

keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat diakses pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 9:40 

WIB. 

http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat
http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat
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 Konsistensi NU tersebut dapat dipahami dari masing-

masing kasus penolakan. Dari tahun 1998 – 2017 tidak ada satupun 

kasus dimana data hilal telah memenuhi kriteria imka>n al-rukyah, 

khususnya kriteria utamanya yaitu tinggi hilal, semuanya masih di 

bawah 2 derajat. Sedangkan pemerintah, dari sembilan (9) kasus 

penolakan yang dilakukan oleh NU, terdapat 3 kasus yang diterima 

dan dijadikan dasar isbat dalam menetapkan awal bulan. 3 kasus 

tersebut terjadi pada tahun 2001, 2002 dan 2017. 

Pada tahun 2001, rukyat dilaksanakan pada hari terjadinya 

ijtimak akhir Zulkaidah 1421 H/2001 M  yaitu jatuh pada hari 

Jum‟at tanggal 23 Februari 2001 sekitar pukul 15:21 WIB. 

Berdasarkan hasil perhitungan Tim Hisab Rukyat Pemerintah, 

posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian 

antara 0
o
 53‟ sampai dengan 2

o
 36‟. Terdapat laporan bahwa hilal 

berhasil dilihat oleh H. Hafidz AR, BA (Muhammadiyah Blitar), K. 

Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. Maftuh, SH (Hakim PA 

Trenggalek), Abd Salam (Kandepag Kota Blitar), Drs. Abd Azim 

(Pondok Pesantren Team Rukyat), drs. Munibal Al-Fathah (Pondok 

Pesantren Jamseran Kediri) hilal terlihat pada jam 17:57 WIB lama 

hilal terlihat sekitar 3-5 menit posisi hilal miring ke kiri, lokasi di 

Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar. Atas dasar rukyat tersebut, 

pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan 1 Zulhijah jatuh 

pada  hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha 

jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001
70

. Walaupun pada 

                                                             
70

 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 293-296. 
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tanggal 29 Zulkaidah 1421 H/ 23 Februari 2001 terdapat kesaksian 

bahwa hilal dapat dilihat di Blitar, NU menolak kesaksian tersebut, 

karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum 

mencapai ketinggian 2 derajat, tinggi hilal baru 1
o 

36‟ 30,4”, umur 

Bulan 2
j 
31

m 
48

d 
dan elongasi 4

o 
10‟ 0,6”. 

Pada tahun 2002, berdasarkan perhitungan Tim Hisab 

Rukyat Menteri Agama, ijtimak akhir Zulkaidah 1422 H jatuh pada 

hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 sekitar pukul 14:42 WIB. Dan 

posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian 

antara 1
o 

38‟ sampai 2
o 

30‟. Dijelaskan terdapat laporan hilal 

berhasil dilihat dari lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur oleh 3 

orang saksi, yaitu H. M. Labib, umur 20 tahun, santri pesantren al-

Huzimiyah Cakung, Mugni Hujdi, umur 22 tahun, santri pesantren 

al Huzimiyah cakung dan Ahmad Zain, umur 22 tahun, santri al-

Huzimiyah Cakung. Pemerintah menerima kesaksian tersebut dan 

menetapkan awal Zulhijah jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 

2002
71

. Sedangkan NU menolak kesaksian tersebut karena lokasi 

rukyat Cakung memiliki banyak kelemahan dan dinilai tidak layak 

sebagai tempat rukyat
72

 ditambah lagi menurut hisab kontemporer 

di lokasi rukyat hilal belum mencapai batas minimal kriteria imka>n 

al-rukyah yaitu baru mencapai 1
o 

53‟ 25,5”, umur bulan 3
j 
32

m 
24

d 

dan elongasi 4
o 

39‟ 15,4”. Namun, karena pemerintah menetapkan 

                                                             
71 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001  dalam 

Keputusan Menteri Agama ..., 307-309. 
72 Di antara kelemahan-kelemahan tersebut tealh dijelaskan di atas. Lihat 

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Laporan Lajnah 

Falakiyah..., 21. 
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awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal bukan berdasarkan hisab, 

maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 

Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama 

dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 22 Februari 2002. 

Pada tahun 2017, tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 

1439 H berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai 

daerah yang diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 

terdapat 1 pos (lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang 

menyatakan berhasil melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah 

Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota 

Pasuruan, melaporkan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul 

Muhibbin Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 

Pro dan Ust. H. Inwanudin Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU 

justru menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal, karena 

data hisab tanggal 29 Zulhijah menunjukan ketinggian hilal di 

lokasi tersebut adalah 1
o
34‟ 15,5”, umur Bulan 4

j 
52

m 
48

d
 dan 

elongasi 3
o
56‟ 58,4”,

73
 sehingga terjadi perbedaan awal bulan 

Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain sepakat jatuh 

pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU melalui LFNU 

mengikhbarkan jatuh pada hari Jum‟at, 22 September 2017. 

Tiga kasus penerimaan kesaksian rukyat oleh pemerintah 

inilah bukti bahwa NU konsisten dalam menerapkan kriteria imka>n 

al-rukyah. Bahkan pada jaman presiden Abdurrahman Wahid 

(Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, dimana keduanya 
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 Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan 

Awal Muharram 1439 H/2017 M, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5. 
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berlatarbelakang organisasi NU, ikhbar PBNU dengan isbatnya 

pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H. 

Memang tidak mudah proses menuju konsistensi 

menjadikan kriteria imka>n al-rukyah sebagai dasar penolakan 

kesaksian rukyat. Pada tahun 1998, masa transisi dari rukyat murni 

menjadi rukyat berkualitas dalam menetapkan awal bulan kamariah 

terjadi perbedaan di dalam intern Nahdlatul Ulama. Laporan rukyat 

dari Cakung dan Bawean dalam menentukan awal Syawal 1418 H 

oleh PWNU Jawa Timur diterima dan dijadikan dasar penetapan, 

ini adalah rukyat murni, asalkan yang berksaksi secara formal 

yuridis memenuhi syarat-syarat maka kesaksian diterima tanpa 

mempertimbangkan astronomi,  sementara PBNU menolak 

kesaksian tersebut walaupun kesaksian tersebut telah disumpah, 

yang diinginkan adalah rukyat berkualiatas, sehingga tidak cukup 

hanya memenuhi syarat formal saja, tetapi harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara astronomis, yaiatu dengan memakai 

kesepakatan kriteria imka>n al-rukyah. Kejadian seperti ini kembali 

terulang pada tahun 2001 dan 2006 dengan argumen yang dipakai 

sama seperti kasus pada tahun 1998.  

Setelah mengkaji kasus-kasus penolakan yang terjadi. Demi 

terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan 

kamariah, dan rukyat diinginkan adalah rukyat berkualitas bukan 

rukyat murni yang hanya memenuhi legal-formal saja tetapi rukyat 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara fikih dan astronomi, 

maka didapati dua saran penulis. Pertama, dengan konsistensi NU 

dalam menerapkan imka>n al-rukyah di masing-masing lokasi 
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rukyat, NU secara tegas dapat menolak apabila terdapat kesaksian 

rukyat yang jelas secara perhitungan kontemporer belum memenuhi 

batas minimal imka>n al-rukyah. Tetapi jika pada saat penetapan 

ternyata pemerintah melalui sidang isbat justru menerima kesaksian 

tersebut dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya 

bulan baru, maka NU tidak perlu melakukan istikmal, melainkan 

taat terhadap keputusan pemerintah demi menghilangkan 

perbedaan, ini akan terjadi manakala ketinggian hilal kritis, hanya 

daerah Barat saja yang mencapai imka>n al-rukyah. 

Saran yang pertama ini seperti yang sudah dilakukan NU 

pada tahun 2002. Dalam menentukan awal Zulhijah 1422 H NU 

menolak kesaksian rukyat dari Cakung Jakarta Timur, sedangkan 

pemerintah menerimanya dan menjadikanya sebagai dasar 

penetapan masuknya bulan Zulhijah 1422 H. Atas dasar itu maka 

NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 

2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama 

dilaksanakan pada hari Jum‟at tanggal 22 Februari 2002. 

Dasar yang dapat menjadi pegangan adalah fatwa MUI 

nomor 2 tahun 2004 yang berisi, (1) Penetapan awal Ramadan, 

Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan 

hisab oleh Pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku secara 

nasional. (2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati 

ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, 

dan Zulhijah. (3) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan 

Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis 

Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi-instansi terkait. 
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(4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat 

walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla‟nya sama dengan 

Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.
74

  

Kedua, pada saat ketinggian hilal di seluruh wilayah 

Indonesia telah mencapai batas minimal imka>n al-rukyah, namun 

faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU 

menetapkan awal bulan atas dasar istikmal, walaupun pada saat itu 

pemerintah melalui sidang isbat akan menetapkan berdasarkan 

hisa>b imkan al-rukyah. Karena pemerintah menetapkan masuknya 

bulan baru hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU 

tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut. Saran kedua ini telah 

dipraktekkan NU pada tahun 2000. Dalam menetapkan tanggal 1 

Zulhijah 1420 H, rukyatulhilal dilaksanakan pada tanggal 29 

Zulkaidah bertepatan dengan hari Senin, tanggal 6 Maret 2000. 

Ketinggian bulan pada saat maghrib di Indonesia berkisar antara 2–

3,5 derajat. Para pengamat hilal dari NU melaporkan tidak berhasil 

melihat hilal pada saat maghrib 6 Maret sehingga PBNU 

memutuskan awal DZulhijah jatuh pada 8 Maret dan Idul Adha 

pada hari Jumat 17 Maret. Sementara pemerintah menggunakan 

kriteria hisab ketinggian bulan lebih dari 2 derajat ketika 

menetapkan hari libur Idul Adha, sehingga tanggal 7 maret 
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 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 

Tentang PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH. 



145 

ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijah 1420 H dan pelaksanaan hari 

raya idul adha jatuh pada hari Kamis 16 Maret 2000.
75

 

Penetapan isbat yang hanya didasarkan pada hisab dengan 

mengabaikan rukyat tidak wajib diikuti, karena penetapan tersebut 

telah melanggar point pertama dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 

2004 selain itu juga dijelaskan dalam al-„alamul Mansyu>r fi> Isba>ti 

al-Syuhu>r : 

لِكان الَوام يرى الحساب فِ امُلَل فأثتج ةٍ له كال سٌد وي امىالكيث 
76يتتع لْجَاع السنف على خلَفٍ

 (امػنه امىنشِر فِ إثتات الشُِر)  .
“Sumber dari mazhab malikiyah berkata, seandainya imam itu 

melihat hisab tentang hilal lalu menetapkan hilal dengan hisab 

itu maka tidak usah diikuti karena ulama salaf sepakat tentang 

yang berbeda dengan itu”. 
 

Dengan demikian, pada saat data hilal kritis dan 

menunjukan hanya daerah Barat saja yang mencapai imka>n al-

rukyah ataupun pada saat seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 

imka>n al-rukyah maka penentuan awal bulan kamariah konsisten 

atas dasar rukyat.  

                                                             
75 Thomas Djamaluddin, “ Idul Adha Berbeda:Menjaga Ukhuwah dalam 

Keberagamaan”, dalam https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/idul-

adha-bedamenjaga-ukhuwah-dalam-keberagaman/ diakses pada tanggal 17 Mei 

2018 pukul 9:32 WIB. 
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Syuhu>r, (Mesir:Kurdistan al-‘ilmiyah, 1329 H), 21. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian 

rukyat di bawah Imka>n al-rukyah dari tahun 1998-2017 terjadi 

sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 

2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Penolakan tersebut dilakukan 

oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena menurut 

hisab kontemporer di lokasi rukyat belum mencapai kriteria 

Imka>n al-rukyah dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, 

umur bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat. Secara 

syar’ī, didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang 

menyatakan bahwa syahadat (kesaksian melihat hilal) dapat 

ditolak jika ahli hisāb sepakat memustahilkannya, dan dapat 

diterima jika para ahli hisāb masih memperselisihkannya. 

Adapun alasan PBNU menjadikan kriteria Imka>n al-rukyah 

sebagai dasar penolakan adalah; (1) untuk meningkatkan 

kualitas rukyat dengan didukung oleh Metode hisab tahkiki 

tadkiki/ashri, NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory), 

rukyat setiap bulan kamariah, banyaknya lokasi rukyat ideal; (2) 

Bersama-sama mengawali awal bulan dengan pemerintah; (3) 

Praktek di lapangan; dan (4) Menghindari orang-orang yang 

berlaku manipulatif. 
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2. Secara garis besar, penolakan PBNU ini memiliki 2 implikasi, 

yaitu implikasi positif dan negatif. Adapun yang termasuk 

implikasi positif adalah meningkatnya kualitas rukyat, serta NU 

dan Pemerintah cenderung bisa bersama dibandingkan 

dengan terjadinya perbedaan. Sementara itu, yang 

termasuk implikasi negatif adalah ikhbar terlambat, 

berbedanya antara PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 1998, 

2001 dan 2006, menurunnya semangat rukyat, dan tidak berani 

bersaksi (timbul keragu-raguan). Adapun saran penulis demi 

terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan 

kamariah adalah; Pertama, dengan konsistensi NU dalam 

menerapkan imka>n al-rukyah di masing-masing lokasi rukyat, 

secara tegas NU dapat menolak apabila terdapat kesaksian 

rukyat yang jelas secara perhitungan kontemporer belum 

memenuhi batas minimal imka>n al-rukyah. Tetapi jika pada saat 

penetapan ternyata pemerintah melalui sidang isbat justru 

menerima kesaksian tersebut dan menjadikan dasar rukyat 

sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU tidak perlu 

melakukan istikmal, melainkan taat terhadap keputusan 

pemerintah demi menghilangkan perbedaan; Kedua, pada saat 

ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 

batas minimal imka>n al-rukyah, namun faktanya tidak ada yang 

berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan awal bulan atas 

dasar istikmal, walaupun pada saat itu pemerintah melalui 

sidang isbat akan menetapkan berdasarkan hisa>b imka>n al-

rukyah. Karena pemerintah menetapkan masuknya bulan baru 
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hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak 

perlu taat dan ikut ketetapan tersebut.  

B. Saran 

1. Harus dipahami bahwa persoalan penetapan awal bulan kamariah 

adalah masalah ijtihadi. 

2. Sebelum memunculkan kriteria baru, sebaiknya kriteria imka>n 

al-rukyah yang sudah disepakati oleh MABIMS diterapkan 

sampai benar-benar konsisten. 

3. Perlu adanya kajian lebih dalam terkait istikmal pada saat posisi 

hilal sudah sangat tinggi namun tidak ada yang berhasil melihat 

hilal supaya tidak terjadi umur bulan hanya 28 hari atau bahkan 

27 hari saja. 

C. Penutup 

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada 

Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tiada terkira atas 

terselesaikannya tesis ini. Penulis yakin masih ada banyak 

kekurangan-kekurangan di dalamnya dari berbagai sisi. Namun, 

penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan atas saran dan kritik demi 

kebaikan dan kesempurnaan tesis ini. 
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